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ABSTRAKSI

Penegakan hukum berkaitan erat dengan hak asasi
manusia. Di Indonesia terdapat dua lembaga penegakan  hukum
yakni polisi dan penyidik pegawal negeri sipil, hal ini
sesusi dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf a dan haruf b.
Lembaga pencgakan hukum menvelenggarakan penegakan ‘dengan
mempergunakan upaya paksa. Tujuan penegakan hukum itu
sebagnai operasional terhadap proses ndministrasi sistem
peradilan pidana (ferutam=a penegaksn huknm oleh polisi}.
Lembags penegakan bukum yang lain juga melaksanakan upaya
paksa (termasuk polisi pamongpraja). Polisi Pamongprajisa
dibentuk secara vyuridis berdasarkan YU Ho.B tahun 1974
tentang Pemerintah Daerah dan ;nstruksi Mendagri No.33 Tahun
1980 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi pamong
praja.k Di Kotamadis Padang untuk merealisasiksn peraturan
pusat tersebut membentuk polisi pamongpraja dengan Surat
Keputusan Walikota Tk.II Kotamadia Padang No.11 Tahun 1880
dengan: tujuan menertibkan pelanggaran—pelangdaran terhadap
peraturan d=aerah, tetapi dalam pelaksanaan ‘tugasnya telah
memperluas batas kewenangannya dengan melaksanakan upavsa
paksa berupa pengeledahsan, penangkapan dan pemeriksaan
surat-surat terhadap para pelaku yang dianggap melanggar
a-susila di Kotamadia Padang. Tugas ini mendapat dukungan
dari Sosio-kultur masysrskat Minang Esbau (Tungkn Tigo
Sajarangan). Pelsksanaan tugas polisi pamongpraja
menimbulkan masalsh tersendiri, terutama berhubungan dengan
mukum acars pidana dan melampauil batas-batas kewenangan
pembentukkannys, serisa telah menyimpang darli rambu-rambu
hukum =scars pidanzs, salah satunya hubungan koordinasi dengan
polisi, sehingga perlu penjelasan dan pemahaman terhadap
tugas tersebut. Pemahaman dan penjelasan diberikan dalam
bentuk pandangsn sosiologl kuam berdasarkan hasil
penelitian yang dilaksanakan. Penelitian dilaksanakan dengan
mempergunakan metode emplris dengan pendekatan fungsional
dan strukitural, mempergunakan interpretasi dan analisis yang
tazim dipergunakan dalam penelitian empiris. Pengambilan
sampel melslui pengambilan sampel gugus sederhana (Simple
Cluster Random Sampling) dengan .mempergunakan penarikan
sampel dilapangan berdasarkan bola salju bergelinding { Snow
Ball Sampling). Tujuan penelitian nntuk memberikan dan
_mewperoleh gambaran empiris tentang kharakteristik
penyidikan oleh polisi pamongpraja, cara penyelesaian kasus,



serka untnk memperoleh penjelasan tentang hubungan
koordinesi santara polisi dengan polisi pamongpraja dan
memperoleh gambaran tentang pandangan masyarakat terhadap
pelaksanaan upaya paksa oleh polisi pamongpraja. Hasil dari
penelitian ini memberikan gambaran sosiologis tentang adanya
beberapa indikasi penyimpangan prosedur dan proses seperti
vang distur dalsm Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(RUHAP) dan kelemshan-kelemahan penyelesalan kasus yang
dilakuksn oleh polisi psmongpraja serta tidak lengkapnys
pengetahusn polisi pamong praja tentang teknik dan
penyidikan. Pengaburan pengertian tentang batas-batas
kewenangan dan batas-batas tindakan penertiban. Penegakan
hukum mempunyal batas-batas kewenangan dan batas-batas
tindakan penertiban secara normatif dan sosioclogis.
Mempunyai standar kerja profesional sesual dengan aturan-—
aturan hukum skals nasional, sehingga nantinya pengembangan
hukum bisa sejalan dengan perubahan hukum dan masyarakat.
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BAB I

PENRDAHULUAR

A. Latar Belakang Penulisan

Eras pembangunsn hukum di Indonesis pada Pembangunan
Jangks Panjang Tshap ke II ini, pada salah satu tujuannya
disrshkan pada pemantapan sistem hukum nasional
versumberksn pada Pancasila dan UUD 1845, seperti yang
ditusngksn dalawm Tsp MPR No.II/MPR/1893 ‘tentang GBHN.
Pembangunan .Jangka Panjang Tahap ke II dalsam arah dan
kebijaksanzan hukum dinyataksn sebagail berikut
"Dalam rangka memsntspkan Sistem Hukum Nasional vang
bersumberkan pads Pancasila dan UUD 1945, pewmbangunan
hukum di arahkan untuk menghasilkan produk hukum
nasional vang mampu mengstur tugas umun pemerintahan
dan penyelenggarasn pembangunan nasional, di dukung
oleh s=parst hukum vysng bersih, berwibaws, penuh
pengsbdian, sadar dan taat hokum, mempunyal rasa
keadilan sesuasi dengan kemanusisen dan profesional,
efisien dan efektif, dilengkapi dengan sarana dan
prassrana vang memadsl serta mengembangksn masyarsksat
vang sadary dan taat hukum (GBHH, 1883).

Dalsm hal penegshkan hokum Tsp MWPR NHo.II/MPR/1993
tentang GBHN jugs mengisysratkan, perlu dilasksanakan secara
lugss, tetspi harus manusiawil vaitu vang Dberdassrkan padsa
asas keadilan dan kebenaran (Bahsn penataran P4,1983;4186).
Begitu Jjugs dalam Tap MPR Ho.II/MPR/1988 tentang GBHN jugs
menvebutkan bahwa dalam meningkathkan penegakan hukum perlu

terus dimantapkan hedudukan dan persnan badan-badan penegak

hukum, sesuai dengan tugas dan wewenangnyva masing-masing



serts terus ditingkatksn kemampuasn dan kewibawsannya dan
dibina sikap perilsku dan ketauladansn para penegak hukunm
sebagai pengayom masyarskat yang jujur, bersih, tegas dan
adil.

Iasyarat dari GBHN tersebut menjelaskan bahwg .hukum
dapat be;peran, baik sebagai subjek wmaupun sebagail objekw
pembangunan, kedusnys dapat dicoptimalkan perwujudannys dalam
tiga hal, yaitu adanys ketentusn hukum yang memadai, adanysa
penegaksn hokum yang mantap dan  adanys kesadsaran hukum
masyarakat yang cukup tinggi (Sukarton Marmosudjono,1888;7).

Persepsi hukum modern memang menghendakl agar orang
memandang kehadiran hukum dan upaya terhadap penegakan {(law
enforcement) sebagai sustu yang tidak personal dan bergifat
independen. Bagi masyarakst modern hukum tidak hadir dalam
sugty sosok yang sbstrak, utopis dsn  subjektif, melainkan
sebagai sebagal sustu yvang mengkristal dalam bentuk formal,
rasional serta lengkap dengan birokrasinys.

Huokum itu bukan hanys barang di atas kertas, melainkan
yang diprsktekksn dan dalam konteks 1tu  hukuwm selaln
mengalami uiian dalsm kehidupsn sehari-hari (Kompas, 4
Hovember 1984). Tidsk jarang kalanys orang mengsatskasn bahwa
undang-undang itn hanyalah susunan huruf-huruf mati belaksa.
Hukum itu sdalsh sekedar sersngksisn huruf hitam putih vang
tidak berdaya (Satjipto Rahardjo dalam Abdul Wahid,1884;40).

Jangan hendaknya dikatskan bshwa hukam itu mengatur



mas&arakat, memerintah, memakss, maka sesunggnhnyva cunsa
pretensi gsaja  dan  hanys mewmbebani nasyarakat secarsa
psikologis, kultural dan material.

Terhadap hal ini perlu diasmati persepsi  hukum di
negara-niegars berkembang, terutama apa yang diungkapkaﬁloleh
Nonet dan Selznick tentang hubungan hukowm dengan penindasan,
Setiap tata hukum berpotensi untuk melskukan penindasan
(Monet dan Selznick dalam Sstjipto Rahardjo,1985:;743. Hsal
serupa juga diungkspkan oleh Gunnar Myrdal dengan mengatakan
bahwa semusa negara berkembang, sehalipun dalam kadar yang
berlainan, adalah negara-negara yvang lembek (Soft State),
mencakup semus bentuk ketidak-disiplinsn sosial vang
manifestasinya adalah cacat dalsn perundéng~undaﬁgan dan
terutams dalsm hal menjalankan dan menegakkan hukum (Myrdal
dalam Satjipto Rahzrdjo, 1883 : 48).

Walaupnn diskuil bahwa norms hukum itn mempunyal sustu
kebenaran secara sosiclogis serts mempunyal kebenaran secara
formal dalasm persdilan, seperti spa yang diwntsrakan oleh
Franz Neumann bahwssanya ¢ “... All legal norms having
sosiological validity also process Juridicial validity”
{1986 11>, Blaise Pascall juga mengisyaratkan tentang

penegakan hukum itu, bahws perubshsn 3 derajat saja
dalsm garis bujur atan lintang bumi, sudah dapat menjungkizr
belikan hnkum staupnn keseimbangan kebenaran. Suatu Readilan

yang mapan adalah bagsikan sliran sungdal yang terknasai, apa



vang bepar di satu sisi pergunungsn Pyrenes, merupskan
kesalshan pada sisi lainnya dari pergunungan Pyrenea"
(Blaise Pascsll dalam Schafmeister,1991:1).

Penegakan hukum, dimanspun di belshsn bumi ini tidak
biss terlepas dari hak asssil m&nusi& saertsa penegakaﬁ >hukﬁm
itu dibsarengi dengan adanys unsur kekserasan, walsupun cara
dan pelakssnssn kekerssan tersebut berlainsn, sorotan vang
éﬁkartis dari masyarakat terhadap penegakan hukum terutama
dituijukan hkepads saparat penegak hukum paling depan yang
berhubungan lasngsung dengan masyarakat, seperti polisi,
sparst ketertiban umum dan petugas—petugés kantibmas.

Mengaps sampai menimbulksn pertasnyaan yang demikian
deri masysrakst, hal ini terjadi karens mencustnya unsur
kekerasan dan penviksasan belaksngsn ini, seperti kasus
terganghe/saksi Tjietje Tadjudin dalaﬁ stétus tahanan Polwil
Bogor, kasus tewasnya buruh Marsinah serta banyak kasus
lainnys lagl.

Hal ini menurut hewmst permlis berasal daril upaya pakssa
veng dilakuksn oleh polisi sebagai penyidik, tetapli harus
diakui jugs bahwa upsys pakss buksn dimonopoli oleh penyidik
Polri, =ada Jjuga lembags lain di luar lembaga polisi vyang
jugﬁ melskuken hal itu. Sebszgsimzns yang distur dalam Kitsb
Undang-Undang Hukum Acars Pidana (KUHAP), selanjutnyva dalam
tulisan ini Kitab Undang-Undang Hukum Acgra Pidana tersebut

disebut EKUHAP.



Pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentsng siapa-
siaps vyang Dberwenang melskukan penyidikan dapat ditemui
dalasm Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP yakni

(1Y Penyidik sdalah

a. pejabat polisi negara Republik Indonesis
b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu vang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdsssrkan tugas wewenang polisi diatur dalam Pazsal 7
syat (1) dan tugas wewenang penyidik pegawai negeri sipil
distur dslam Pasal 7 ayat (2). Polisi sebagal penyidik
merupskan suatn huokum  yeng hidup dan  secara sosiologis
merupakan ujung tombak bekerjanya hukum itu serta secara

normatif merupskan subsistem dari bekerjanys suatu sisten

peradilan pidana. Polisi melakukan upays paksa dengan tujuan

sebagail sglah satuy bukti untuk diajukan ke sidang
pengdadilan. Polisi melaksansakan npaysa paksa berupsa
penanghapan, penahanan, penggeledahan serts mengumpulkan
keterangan dan wmemeriksa surat-surat, kemudian membusl

berits acara pemerikssan (BAP) untuk dizjukan kepads Jakss,
gﬁna digdakan pernuntutan. Penuntutan diajukan oleh jaksa ke
pengadilan, selanjutnys pengadilan mengsadaken sidsng.
menjatuhkKan vonis, membebaskan atau menjeatuhkan pemidanaan
te:hadap =i pelaku. Secsrs umum Pro3es - tersebut merupakan
kemasan proses sistem peradilan pidans, efektif atau
tidaknys sistem komponen peradilan pidana, wmulail dari

komponen polisi, Jakssa, hakim dan lewbaga permasyarakatan



tidak sgluruhnya merupakan permasalahan dari sisten
peradilan pidana untuk menjelaskan, karena tanggung Jawab
shli-ahli sosiolegi jugs ade di dalsmnyas untuk menjelashksan.

Sehubungsn dengsn itu, kalau seandainya ada lembaga
(institusi) di luar polisi, tetspl jugas dianggap éféktif
sebagai penyidik dalam melaksanakan penegakan hukum, seperti
vang diungkapkan oleh ssalsh satu media massa, ada lembags
lain vang jugs efektif dalam melaksanakan ﬁenyidikan (Forum
Kesdilan, 13 Janusri 1987). Sejalsn dengan hal ini sebsagsei
contoh dapat diungkapksan cara operasional lembaga polisi
pamongp;aja di Damersh Tingkat II Kotamadia Padang. Polisi
Pamongprajs dibentuk berdasarksn Surat Keputusan Walikota
Kotsmadia Padang Nomoxr 11 Tahun 1988 yang merujuk kepads
Permendsgri Womor 33 Tahun 1890.

Polisi Pamongprazis dibentuk di Kotamadis Padang dengan
tujuan (goals) =adalah untuk menertibkan, mengawasi serta
nencegah setisp pelanggsran peraturan-peraturan daerah,
weputusan-keputusan kepals daerah dan persturan perundang-
undangan pusat vang perisku di daersh serts membantu kepals
wilayah terutsms di bidang ketentraman dsau ketertiban.

Bils ditelusuri lebih Jjsuh lsgi tentang polisi
pamongprals vang dibentuk di Kotamadia Padang dalam
melaksanakan tugasnys, tidsk hanys sebatas penertiban
pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan kepals

daerah serts peraturan perundangan-undangan pusat vang



perlaku di dsersh, tataspi telah melakéanakan upays pakss
bérupa penanghkapan, pengdeledsahan, pemeriksaan surst-surat
serts penshenan terhadap si pelakn, terutama sekall terhadap
pélﬁku s~susils baik di tempst-tempst umum stsupun di hotel-
hotel vang dianggsp memberikan kemudahan untuk mélakukan
perbuatan a-susilsa.

Sebagsi dasar bertindak (walaupun secars vuridis formal
harus dipertanysakan lagi tentang kekuatan
mengikstnys) polisi pamongprals melaksznsksn upayva pakss
terhadsp pelakn a-susila adalsh Kesepakatan Tungku tigo
Sajardngan (Tungku Tigo Sapilin) yang merupskan tradisi adat
alam Minang Ksbasu untuk mengambil keputusan secars
musyawsrah yang terdiri desri Ninik Mamsk, Alim Ulams dan
Cerdik Pandai (Ninik Mamak sebagai utussn daril kelompok
Adzt, Alim ulams sebagal utusan dari Agsmawsn dsn  Cerdik
Pandai sebagsi utusan dari Pemerintah). Membuat keputusan
menjadikean Kotamadia Padang sebsagsail daerahbbebas dari segsala
bentuk kemaksiatan, sekaligus menverahkan pelaksanaan
keputussn tersebut kepads Cerdik Pandsi (pemerintah) dan
dslam hal ini Walikota Padang sebagal penanggung Jawab.
Walikota menyershksn tugsas tersebut kepada polisi pamong
prajs di lespangan., Perlu diketzhui Keputusan Tungku Tigo
Sajarangasn merupakan keputusan yang sangat dihormati oleh
masyvaraskat Minang Kabsu karens merupskan keputusan vyang

diasmbil Dberdasarkan sosio kultur dsri mesyarskat Minang



Kabsu.

Sejauh vang penulis smati, Polisi Pamongprajsa
mempunyal permasalshan tersendiri dalam melaksanakan tugas,
terutams dalam melakukan upaysa pah=a. Salah satu
permas§1ahanny& adalah kursng diperhatikannya standaf .kerja
dan etiks kerja profesional (Professional standard and
professional ethies) sebagaimans yang dipunyai oleh polisi
sebagai penyidik pads umomnya.

Permassalahan vyang sandat menarik adalah penyelessalan
rasus-kasus kemasksistan (a-susila) vang terjadi, setelah
polisi pamongpraja melakukan upszya paksa, berupa penangkapan
penggeledsahsan, penshanan, pemeriksaan sarat-surat seria
penyitasan bsrang-barang bukti, tidak satupun dari kasus yang
diperikssa oleh polisi pamongprajsa digjuksn he asidang
peradilsn- dengan menggunakan sistem peradilan pidana. Buatn
permasalahsan yang membutuhkan jawaban untuk kepastian hukum
dan perlindungan masvarakat (maintainance order and social
protectiony, terutasmaz dsri walangan intelektusl akademis
sebsgail kecurigasan intelektnal. 7

Kemsksiatan merupshan perbusatan s-susils, balk berupa
pelanggarsn manpun Derupsa kéjahatan. Sanksinya sudah diatur
dslsm Hukom Pidana (RKUHP) dan pukan merupskan keputusan
kepala daerah stau berupa peraturan daerah ataupun peraturan
pusat yvang berlaku di daserah, tetapi merupskan undang-undang

nesional vang sudah dikodifikasi dan diunifikasl sSecars



nesional. Pertanyaasn vang pasti timbul, spakah tugas vyang
dilakukan oleh polisi pamongprajs terhsdsp pemberasntasan
kemaksiatan Terzsebut memang merupskan vurisdiksi mereks atau
merupsksn sustn over authority dsrl tugas mereks.
Permasalshan vang tidak kalah menarik lainnyé adalsah
Kitsb Undang-undsng Hukum Acars Pidana (KUHAP) wmencantumkan
dalam Passl 7 avat (2¥nya yang antara lain berbunyi
"Penyidik s=ebsgsimena  ysng dimaksud dalam Pasal 6
ayast (1Y huruf b mempunysl wewensng sesual dengan
undeng-undang vang menjsadi dasar hkumnys masing-masing
dan dalam pelasksanasn tugasnys berads di bawsah

koordinasi dsn pengawssan penyidik tersebut dslam Pasal
8 avat (1) huraf a".

Ini bersrti secars eksplisit KUHAP wenginginksn adanys
hubungan koordinasi fungsional antar lembaga vang melaknkan
tugsas penyidikan dan berads di bswah koordinasi darn
pengawasan penyidik Polri.

Penyidikan memiliki kharaktérisfik vang hkhas dan
menyangkut permasalshan yang komplit, balk secars lagal=
h;nstitution msupun secars social institution. Oleh sebab itu
"hubungan koordinzsl  dan pengawassn oleh penyidik Polri
merupakan lsngkah vang dipertimbsnghkan oleh pewbust undang-
undang untuk mencantumkannys dslam KUHA?.

Dalam praktek, sdsksh faktor-faktor penghambat atsu
adskah faktor-faktor pendukung terlaksananys hubungan
koordinssi fungsionsal antsrs polisi pamongprajsa dengan

polisi ini. Sehubungsn dengsn hal tersebut penulis mengamatbi




bahws k%jian vang berkaitan dengan hubungan koordinasi
fungsion%l ini masih jarang, terutsma hubundan koordinasi
antars éolisi pamongprajs dengen polisi, kalau sesndainysa
adsa masi$ dalsm bentuk tulisan atan artikel, apslagi kajilsan
vang ber@asarkan hesil rizet boleh dikatskan belum aaa sama
sekali ?entang penyidikan oleh polisi pamongprajs dengan
mengguna%an upayve paksa terhadap kasus-kasus kesusilaan.
Lahgka atasu jarangnys kajian serta penelitian mengenail
hubungané voordinasi fungsional sntsra polisi panongpralsa
dengean ;olisi dalam melsksanaksn upaya paksa tersebut vang
mendoron? pernnlis untuk meneliti, menginterpretasikan,
mengama@i dan membuat kajian. Di samping itu perlu  Jjugsa
mengamaﬁi dan menginterpretasik&n perilaku yang ditiwmbulkan
oleh pofisi pamongpraja terhadap masyarakat Kotamadia Padang
tentangéperbuatan—perbu&tan yvang berhubungan dengsan s~susilsa
D%ngan penelitian yang  bersifat  ewpiris dan
kompreh%nsif diharapkan dapat membantu memberikan gambarsan
vang jéias tentsng permasalahan yang ditemul dan memberikan

argumenjargumen untuk penyelenggaraan pemolisian dan
penyidi?am rerutams sekali penyidikan yang dilakukan oleh
Polisi éP&mongpraja dengan melsksanakan upaya pakss terhsdap
pelaku—éelakn kemsksiatan (a-susila), sehingga mampu ‘untuk

mendukuhg penyelenggarsan pembangunan hukum dalsm rangks

mencapai tujuan nasional.
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B.'Perumusan Hasalah

Melaksanakan upays paksa oleh ﬁenyidik merupakan
permasslshan yang aktusl apalagl yang melaksansgkan upava
pakss tersebut adalah polisi pamongprala (pegawai .négeri
sipil). Seperti diketahul bahwa keberadasan (existence)
polisi panongpraja sdalah menertibkan  setiap pelanggaran
terhadsp terhadasp peraturan daerah, keputusan kepala daerah
serts peratursn pussal VEang berlaky di daersah.

Pnlisi Pamongprajs memberantas kemaksiatan (a-susila)
dengan melskokan upaya paksa merupakan pelimpahan wewen&ng
oleh Walikota Padasng berdasarkan kesepskatan kultur sosial
Tunghu Tigo Sajarangsan. Keberadssn polisi pamongpraja
semakin menarik dengan posisil vang dismbil oleh polisi
pamongpraia Kotamadia Padang belshangan ini vang mansg
membaws wmereka ke dalam ruang lingkup KUHAP. Keberadaan
KUHAP tidak bissa ditawar-tawar, karens merupskan pegangan

dari hunkum pidana Formal. Alasan lainnya secara soziologis

dapat diungkaphkan bahwa, konsekuensi penberantasan setiap

kejahatan tidsk biss dianggap enteng, seperil vang

diunghepken oleh Samuel Walker tentang kerjs polisi

» . the erime fighter image ereates many serious
problems; for the publice, for police departements, and
for individual officers” (18982:62).

Alamsn yang ssngat mendasuar lainnys gdulah kekhawstbiran ahan
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terancamnya hak asasi masyvasrakat jiks terlaln banvak badan
penyidik formal. Masyvarakat skan sulit mencari kepastian
rukum, seperti yang diungkapkan oleh DR. Rotney Barker
(Forum Keadilan, 13 Januari 1897;.

Pengembangsn tugas Yyang dilaksanakan oleh | ﬁolisi
pamongprajs Kotamadia Padang menjadikan permasalahan
tersendiri yang perlu diawmati, karenzs tizsds satu  kasuspun
dari pembersntasan kemaksisatan, diajukan ke sidang
pengadilan dalam proses sistem peradilan pidana.
Perilaku-perilaks vyang ditampilkan oleh Polisi Pamongpraja
Kotamadis Padsng dalam melakukan penéngkﬁpan, penshanan dan
pemeriksaan surat-surat terhadap pelaku-pelaku yang dianggdap
melakuksn perbustsn a-susila tersebut, menurut snggspsan
masyarakat Kotamadils Pad&ﬁg dapst menimbulkan budaya malu
anituk berbuast s-susila (reintegrative shamming) .

Perlu diadsksnnya penelitian empiris untuk menjelaskan
téntang adanyé snggapan fersebut. Tiads msksud untuk
mempertentangkan atan memperbandingkan sistem kerja
(frémework) sntara Polisi dengan Polisi Pamongprajsa, tetapi‘
ads si=i  lain  vsng harus dijelaskan,. diamatl, disoroti
sekhaligus diadskan penelitian tentang timbulnya dus kerangks
kerja .dalam penyidikan. Pertama adalah polisi sebagsai
perangkat umum  dalsm KUHAP dengan segsals perilaku dan
perbuatan Polisi vyang telzh diatur dalam EKUHAP untuk

lancernya dan sdanys kepastian hukum pada sistem peradilan
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pidana{ kedus, Polisi Pamongpraja sebagsal penyidik pegawail
negeri sipil ysng Jjuga distur dalsm KUHAP, tetapi perbuatan
dan perilaku padsa ssat melakukan pensnghkapan dan pensahanan
tidsk sesusi dengsn ketentuan hukum yang herlsku, begitu
juga penyelesaian kasus yang mereka tangani. Visi mésyarakat
ternyats mendukung perilazku Polisi Psmongpreajs tersebul dari
sudut sosiokultar.

Permasalahsan vang paling utams sdalish hubungan
koordinasi vang bagaimana harus dilsksanakan, dimans pada
st sisi polisi harus melsksansken ketentnan KUHAP dslam
melakukan penyidikasn dengan menggunskan upayva pakssa,
sementsrs  itu pads sisi lain Polisi Pamongpralsa Kotamadia
Padang melemshkan ketentuan KUHAP dalam melaksanskan upava
paksa $tersebut. Faktor-fasktor spekah vyang wmendukung dan
Faktor-faktor spakah yang menghambat hubungsan koordinasi itu
dilaksanskan.

Bagaimanapun permasslahen  ini merupsksn perilaku
ipnstitusi vang sada dalam mssyarakat, mau tidak mau perlux
 penjelasan untok permecshannys (Alternative Solution) untuk
~menegakkan hukum dalam masyvarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maks
perumusan permassslahan dapatb dirancang‘sebagai berikut
1. Bagaimznsksh kharshteristik dari Polisi Pamongprajsa

Kotamsdis Padang dalam melaksanakan upaya paksa terhadsp

pembersntasan kemsksintan di Kotsmadis Padang.
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&n

Bagaimensaksh proses penyelesalsn kasus-kasus s-susila

yang ditanda tsngani oleh Polisi Pamongpraia Xotamedia

Padsng, sehinggs tiads ssatu kasuspun yang diajukan ke
sidang pengadilan sgebagai kasus dalam hukum bidana.
Apskah sada suszty sistem atsv cara lain  vang dilakukan

sebagal langkanh ADR (Alternative Dispute Resolution).

Sejsulmana pengetahusn tentang penyidikan yang dikusssi
oleh Polisi Pamongprsia Kotamadia Padang, sepertl
diketshui penvidikasn vsng dilakukan oleh Polisi POLRI
mempunyai pengetshusn khusus untnk melakukan penyvidikan
rermasuk di dslamnya tentang penggunssn upsys pakss serts

teknik dan taktik penyvidikan,

Apahkah dengan perilsku dan perbustan vyang dilshkessnshken
oleh Polisi Pamongpraja Rotamadia Padang dalam
melaksanakan upaya pskes adalsh merupakar faktor
pendorong atau faktor penghambat untuk disdakannya
mubungsn koordinasi secars fungsionsl dengan Polisi,

sebagaimans vang ditentukan dalsm KUHAP.

Faktor-faktor lain apakah ysng sangst menghambat atau
mendorong Polisi =atau badan-badsn lain  yang bertindak

sebagai penvidik untuk wengadakan hubungan hoordinasi.
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ﬁ. Bagaimanakah pandangsan masyaraksat terhadap perilaku vyang
ditampilkan oleh Polisi Pamongprajsa Kotamadia Padang

dalam melaksanshan upays pakssa terhadap pelaku-pelaku &a-

suzsilsa dan bagaimana pandangannya tentang hubungan_

koordinasi tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran
pemahaman secarsa jelass wmengensal hubungan koordinasi
fungsional santars Polisi Pamongprajs dengan Polisi dalam
melaksanakan upaye paksa, jike dikaitkan dengan permasalahan
maks, tnjuan penelitian secars garis besarnys adalal
1. mengetshui kharskteristik Polisi Pamongprajs Kotamadia

Padang dslam melaksanskan upaya pakss terhsdap pelaku-

pelaku a-susila.

2. Memperoleh gZambaran mengensi penyelésaian kasus-kasus
oleh Polisi Pamongpraja dan dapsat mengetahuil slasan-
alasan Secars empiris tentang penvelesaian kasus-kasus

vang tidak pernah diajukan ke sidang pengadilan.

3. Memperoleh gambaran empiriz tentang pengetshnan veang

dikuasai oleh Polisi Pamongprajia dalam melaksanakan upays
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paksa dan bertindak selskn penyidik.

4. Untuk mendaspatksn dan mengetshul gambsran sosiologi
tentang hubungan koordinasi fungsional antara Polisi
Pamongﬁraja dengen Polisi dalam melaksanakan upayé ‘paksa
dan Faktor-faktor spakah yang mendorong atau menghambat

terlsksananya hubungdan koordinasi tersebut.

Urituk memperoleh tentang pandangan mnasyvarakat Kotamadia

h

Padang, sebagal gambaran dari sosio knltur mesyarshksat
Minang Kabaun terhadsap perilaku-perilaku Polisi Pamong
prajs serts penyelessian kasus-kasus oleh Polisl Pamong
prajs, sehubungsn dengan tindakan lupaya pakss vang

dilakssnakan terhzdsp pelaku-pelaku a-susils.

D. Manfast Penelitian

Diharsphkan dari hasil penelitian ini dapat menoerikan
dus menfsst, yvaitu manfaast dalam bentuk praktis dan manfaat

dalam bentuk teoritis.

1; ManTaat dslam bentuk praktis
. Bagi sparat penegak hukum dihsraspksn penelitian ini

dapat memberikan wawasan kepads sparat penegak huokum,
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baik itu penyidik dari Polisi mauﬁun penyidik dari
Pplisi Pamongpraia, sehinggas dslam melaksanakan upaysa
pakss dan penyelesaién kasus yvang berksitan dengan
kemaksiatan (a-susila) dapat lebih propdrsi dan
profesional.

Bagi masysrakat Kotamadia Padeng : hasil penelitisan
ini hendaknys dapat memberikan gambarsan SEGHTR
komprehensif mengensl permasalahan vyang berkaitan
dengan hubungan koordinasi fungsional santara Polisi
dengan Polisi Pamongprajz dalam melakssnakan upaya

pakss dan memberi gambsaran tentang cara kerjsa

(operasional) dari Polisi Pamongpraia sebagai
penyidik.
Bsgi pars penentu kebijskan/pembuat keputusan : hasil

dari penelitisn ini diharapkan dapat mnemberikan
informasi-informasi atau masukan-masukan dalam

menentuksn dan mengambil kebijakan.

Bagi peneliti sendiri dinharapkan dari hasil
penelitian ini dapat dijadikan sarana bagi peneliti
untnk dapat memperdalam pengetahuén mengensal materi
Sosiclogil Hukum dalsm Hukum =~ Pidans, khususnya

Sosiologi Kepolisian dan dapat mengembangkan gagassan
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pemikiran dalam menghadapi permasslahan vang aktual.

2 Maznfaat dalam bentuk teoritis

Dihafapkan deri hasil penelitian ini dapat memberikan
konstribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahnan terutama
dalam Sosiologi Hukum yang berhubungsan dengsn Hukum Pidansa,
khususnya tentang Sosiologi Kepolisian dan berusahsa
menberikan sumbang pikirsn dalsm  bentuk kensep-konsep

teoritis di dalsawm kesimpulan.

E. Hetode Penelitian

Snatn metode berarti Jj=lsn “ke" . (Soerjono
Spekanto, 1888;:;4). Jadi vang dimaksud dengan netodologi

adalah the process, principles and procedures by
which we approach problems and seek answers. In the social
sciences the term applies to how one conduct research"
(Robert Bogdan dan Steven J. Taylor dalam Soerjono
Soekanto,1986:6).

Bertolak dari Jjudul dan permasalahan vyang mendasari
penelitian ini, ada beberspa hal vyang menyangkut metode
penelitian  ini  vyang antars 1sin jenis penelitian, metode
pendekatan serta masalah yang diteliti.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini ingin memahami, memecahnkan dan memberi

penjelasan terhadap permasalahan yang acda pada masa
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sekarang {ghtuzl), dengan mengumpu Lkan data,
menyusun, mengklasifikssiken dan mengenalisa serta

menginterpretasikan (Soensaryo, 1985:83.

Hetgde Pendekatan Massalah

Pendeksntan masslah yang mempergunakan pendekatan
funggional dan pendekstan struktursl. Terutsma sekalil
masyarakat Minang Ksbsu dengsn polsa Tunghku Tigo
Sgjarangsan, VYang menginginksn kota Padang bebas dari
segnls Dbentuk kemsksiatan dan verdssarkan kesepakatan
nenyerahkan pelaksanaannya kepada polisi pamongprals,
tetepi pelsksanzan penegakan tmkumnya tidak sesual dengan
proses dan prosedur yang ditentukan oleh KUHAP.
Penentuan Sampei

Penentnan wWilaysh penelitisn dengay menggunakan
CHYE purposive sampling. Wilsyah penelitian adaiﬁh
Kotamadisz Padsng. Untuk menentuksn ssmpel yeng bertolak
dari ssumsi realitas sosial itu, diperliukan metode
pengaubilan sampel dengan memust unsar-unsur sampel
{Masri Singarimbun,1988:153).

Sgmpel vang diambil berdassrkan populasi dari
1. Polisi Psmongprajs Kotamadia Padang
9. Polisi vang bertindsk sebegel penyidik
3. Alim Ulama
4. Ninik Mamsk/Ketua LXAAM
5. Praktisi Hokum/Pengacarsa

Dalam penelitisn empiris tidak dikenal asdanya
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konsep “hketerwakilan" sampel dalam fangka deneralisasi
dar kemencakupsan rentangan informasi {(Sanafiah
‘Faisal,1990;38), maks delsm pengambilan sampel diperguna-

kan pengswbilan Sampel Gugus BSederhana (Simple Cluster

Samplingy dengan maksud tetap mengikuti pols penelitisan

empiris.
Teknik Pengumpulan Data
Adalsh untuk mengumpulkan dats darl sumber-sumber
pene&itian, baik dari sumber data primer wmazupun dari
sumber data sehunder,
1. Sumber dats primer diperoleh melaluni :
‘a. Wawancara
b. Observasi
Datza primer ini diperoleh langsung dari Penelitian
Lapangan (Field Researchj.
2. Sumber datz sekunder diperoleh melslui Penelitian
Perpustakaan (Library Research).
Melalui teknik pengumpulan dats dapat dipelajari hukum
sebagai dependent varisble yang timbul dari resultante

berbagai kekustsn dalasm proses sosizl (Ronny Hanitijo

Seemitro, 1982;124)

. Teknik Analisa Data

Dats vang bersifat kuslitatif, setelah dikumpulkan,
1zlu diidentifiksasikan, dikategorikan dalam sistematika
tertentu, selanjutnya di snalisa dengan mempergunakan
netode smalisis hualitatif  (Tatang.M.Amirin,1986:95),

sedanghkean data yang bersifst kueptitatif skan disajikan
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dalam bentuk tabel yang kemudian di interpretasiksn.

Strategi atau pendekatannya adalsh induksi
‘konseptuslissasi, maksudnys adslah peneliti bertolsk dari
fakts atau informasi empiris .(dafa primer) antuk
membsnigun konsep, hipotesis dsm teori. Dari fakta atau
informasi ke konsep merupakan suatu gerak melintas ke
tinghat sbstraksi yang lebih tinggi dan bukan perhitungan
tsbulasi dsats vang berascosiasi dengan konsep. Data vyang
terskumulasi dalsm sustu  tabel, dikembsngkan menjadi
pernyatasn-pernyatasn dslam definisi nominal (Sanafish
Faisal,1880:80).

Dari snalisa tersebnt kemudian ditarik suatn
kesimpulan vang pada dasarnys merupskan jawaban untuk
menjelashkan atas permasalahsn yang diangksat dalam
penelitian ini, dengan mendeskripsikan apa adanya sesual
dengan  dsts  yang diperoleh setelah melaluil teknik

penganalisisan dats.
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BAB IIX

ACUAN TEORITIS TENTANG POLISI

A. Pengertian Polisi Secara Normatif

Untuk mengerti secara normatif, haruslah terlebih
dahulu memahami pengertisn istilah dafi Polisi. Menurut Momo
Kelans istilah polisi sepanjang sejarah ternyats mempunvail
srti vang berbeda-beda. Istilah vang diberikan oleh tiap-
tigp negarsa terhadsp pendertisn polisi adalsh berbeda oleh
karens masing-masing negara cenderung untuk memberikan
jstilsh dalsm bshssanva sendiri, misalnya Constable di
Inggris mengsndung dusa macsm srti, pertama sebagal sebutan
Yerendah di kalasngsn kepolisian (Police Constable)}) dan
kedua berarti kantor polisi (office of constable). D1 Jerman
dengan ’sebﬁtan "pPolizei” Belanda dengsn sebutan "Politie".
Di samping itu istilah Police di Inggris. mempunyai arti
lgin, seperti vyang dinyatskan oleh Charles Reith dalanm
buhkunys ;"Thé Blind Eyve of History" bshwa “Police in the
English ‘language come to mean any kind of planning for
improving or ordering communal existgncef (1994:13).

 Dalam kamus Poerwadsrmintsz, istilah Polisi berarti
1. Badan pewerintahsn (sekelompok pegawsi negeri) yang
bertugss memelihsrs kezmsnan dsn ketertiban umum.

2. Pegawsal negeri vang bertngas menjags kesmanan
(1852:5495.
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Dari definisi tersebut dapat disimpulksan bahwa polisi
versrti sebagai tisp-tisp usaha untuk memperbaiki satan
menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.

Pembahasan tentzng polisi secsra normatif perlu
dideksti dalam bebersaps ketentuan yvang antars lain. £ugas,
fungsi, wewenang dan kKelentuan vuridis mengensi Polisi
Pertems, tugas utama polisi dalam perkembangsnnya berkisar
pads penedakan Makum ( law enforcement) mewmeliharsa ketertiban
umbm { order maintainance or peacekeeping) serta pelayanan
masyarakat (provide serviece). Di dalam BU Ho. 28 Tsahun 1887
tentangﬁ Kepolisian Negara Republik Indonesisa pads Pasal 11

1
menvebuthan bashws Kepolisisn Negars mempunyel tugsas

2. Selaku alat penegak hukum menelihsara serta
meningkatkan tertib thukum, melindungi hak-hak
smessl meanusiz, membins ketentraman masyarakat
dalam wilayah negars guns mewnjudkan keamsanan dan
ketertiban masyvarakat dalam rangks memelihara
keamasnan dalam negexri;

L. Melsksanskan tugss kepolisian selakn pengayom
dalam memberikan perlindungsn dsn pelayanan kepada
masyaraksat bzgi tegaknys hketentuan peraturan
perundang-undangan;

e¢. Membimbing mssyarazkat bagi terciptanya kondisi
yvang menunjang terselenggaranya ussha dan kegisatan
sebagaimans dimaksud maruf a dan haruf b

d. Melskssnakan tugas lain sesuai dengan persaturan
perundang-undangsan .

Deri kutipan di atss terlihat bahwa tugsas pokok Polisi
sepefti ditugasksn daslam Pssal 11 Undang-undang Kepolisian
Negsrs Republik Indonesis (UU No. 28 Tahun 1987) islsh
sebagai penegak hukum yang memelihara keamanan dalam nederi.

" Tugss tersebut dirincl lebih 1ebih luss di dalam Pasal 12.
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Yang

yaitu

19825

mencakup verbagsai mspek yvang sangat luhur dan maliz

Aspek hetertiban dan keamanan ﬁmuml

A=zpek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat
(dari ganggusasn / perbustan melanggar hukum / kejshatan
dari penyskit-penvakit mnesyarakat dan aliran
kepercayasn vang membahaysakan) termasuk sapek
pelayanan wmasyarakat dengan memberikan perlindungan
dan pertolongan.

Aspek pendidiksan sosisl di bidang ketastsn / kepatuhan
hakum wargs masyarazkat.

Aspek penegshan hukum di bidang persdilan, khususnys
di bidang penyelidikan dsn penyidiken. (Bards Nawawil

Arief, 1893; 4).

Undasng-undsng Pertshanan dan Keamansan (YU Ho. 20 Tahun

jugs menyebuthan tugss Kepolisian di dalam Passal 30

ayat (4) vang berbunvi

Kepolisisn Hegsra Republik Indonesia bertugas

Selasku slst negsra penegak hukum memelihara serta
meningksthsn tertib hwkum dsn  bersama-sama dengsan
komponen kekustan pertahsnan dan heamanan negars
lazinnys wmembinz ketentraman masysrakat dalasm wilaysah
negara guns mewujudkan keamsanan dan ketertiban

masyarahkat.
Melsksanakan tugas kepolisisn selakn pengayom dalam

memberiksn perlindungan dan pelaysanan kepada masysarskat

bagi tegesknys peraturan perundang-undangan,
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¢. Membimbing masyarskat bsgi terciptanys kondisi vyang
menurn)ang terselenggaranys ussaha dan kegiatan
sebagaimansa dimaksud huruf s dan aruf b ayat  (4)

pasal ini.

Undang-undang Pertahsnan dan Reamanan tersebut

menggambarkan tugas pokok kepolisian antara lain |
1. Sebagsil penegsak huhum
2. Sebagal pengayom dan
3. Sebagsai pelindung masysrakat.

Tugas dari Polisi ini di negars-negars modern termasuk
Ameriks wmewpunysi tugss yasng hamplir sans dengan Polisi
Republik Indonesis. Seperti tercantum dalam The American Bar
Assoéiation (ABA) tentang "Standard Relétimg to The Urban
Police Function®. Gambsran tugas Kepolisian di Amerika itu
juga diperkuast dengan ungkapsn vyang dikemukskan oleh

Croffrev. P. Alpert dslasm "American Syslenm of Criminal

Justiee" dengan beberaps tipe tugas ﬁang'melekat di lembaga

t Lihat, Samuel Walker,1962364 yang antars lain mencanioshan :
1, To identify criminal offenders and criminal activity and when sppropriaste, to apprehend
vifenders and participate in subsequent court proceedings,
2. To reduce opportunities for comsission of sowe Crimes trought preventive patrols and measure.
3, To aid individuals who are in canger of physical hare.
4, Yo protect constitutional guarantes. :
&, To facilitate the wovesent of people and vehicles.
b. Yo assist those who cannot care for themselves,
7. To resolve conflict
B, To identify problems thet are potentially serious law enforcesent or government probless
9. To create and saintain & felling of secwrity in comsunity.
10, To presote and preserve civil order,
t1. To provide other services on emergency basic.
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kepoliﬁian*

Kedus, fungsi. Fungsi, peran stan tugss polisi sering
dipengsruhi oleh legitimasil terhadap polisi, situasi sosial,
ekonomi dan politik. Sewskin Dbesar legitimasi terhadsp
polisi, semakin besar pula fungsi, persn dan tugas polisi di
tengsh masysrakat. Demikisn juds, semskin tinggi tinghkat
keresahsan stan konflik-konfilik vang terjadi dalam
masyarakat, mengskibathan semakin besar puls tanggung Jjawab,
fungs=i, peran dan tugss polisi di dalam masyarakatbt.

Ellen Hochstedler dsalsm journsl of criminal Justice
tahun 1981;: Ho0.9 (Senzt HMHahasiswa FH-UIT, 1994: 703
memberiksn gambarsn tentang ewmpst wacam tipe polisi vang
menjadi fungsl dan peran dari polisi vyakni supercop,
professional, service oriented dan avoider. Secszrs singkat
tipe-tipe tersebut dapat digsmbarkan sebsgal berikut ¢

1. Tipe Supercop.
5. Persn sebagsi penegsk hukam yang ntams.
b. Tidak menolak menggunakan kekuatan dan seringkali

spontan.

¥ Yihat. Alpert, 198541
1, Patrol
- 2, loentidy vffenders
3, Investigating criminal behaviors
4, hpprehending these offenders
%, Writing regorts and coordinating effort with the prosecutors
- &, Detering Crime trought patrol
7, Bssisting individuals in denger or in need of aEsistante
8, Conflict resolution
9, Yeeping the peatce
10, Maintain order
1}, keeping Dutosobile and pedestrian traffic moving efficiently
12, Enforeing the Yaw
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Pandangan sempit terhadap persan polisi,
mengutamakan persng terhadap kejahatan dan acuh
terhadsp fungsi pelayanan masyarakat.

Menganggap enteng pelanggaran-pelangdaran hukum
yang ringan, kejahstan konvensional, sebab - bukan
urusan polisi dsn hanya tertarik pada kejahatan-

kejshatan yang serius.

Tipe Professional.

a.

Terlstih dan mampy melskssnakan tudas-tugss yang
komplit dan sulit.

Pandangsn vang luas terhadap tugas vyand dalam
persepsi profesi seimbang.

Mampu wmemwbedakan antara kepentingan pribadi dan
tugas, mampu mengendsalikan luka perasaan dirinya
3iks persn kepolisimnnya diserang.

Mampu memandang persoalan dari sisi yang berbeds,
berpikir dingin, rasionszl, hkrestif, kompeten dalam

berbsgal situasi.

Service Oriented.

8.

Tidak tertarik tugas wemerangi kejahatan, lebih
terikat dengsn tugsas menolong sesama.

Hengutamakan pendekatan persuasif dan disalog,
berperan sebagai pekerja sosial dan agen perubsahan.
Memperlzakukan klien dengan penuh perhatisn dan
penghargasan serts berusshs menumbuhkan siksp

positif terhadap sesama.
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d. Berjiws pelayanan, pengsbdil berussha melakukan
tindaksn berdasssrkan pendekatsn kebersamaan dari
pada tindaksn penangkapan stau penggunaan kekuatan.

4. Tipe Avoider,

5. Bekerim seminimal wmungkin, malas, kerja . tidsk
efisien, tidak menyenangkan, ketakutan, bingung
atsn putus sBEa.

L. Bertindazk dilusr tugss kepolisian, tidsk sesusil
dengan realifas.

A.C.Germann dslam srtikelnys “The future of law

enforcement” ( FH-UII,1894:74 ) mengungkapkan tugas dan

kepolisian dan fungsinys dalam dus skensrio pengembangan:

1. Repressive Scenario

. Polisi mempunysl hkewensngan Vang lebih  luas
untuk bertindak, melskukan pengawasan, melskukan
penshanan, didukung penvedissn dsn personil vand

lebih besar

b. Poliasi mempunyal wWewenang urttuk mengsmbil

\ keputusan, untuk melakukan kontrol sosial dan
menggunskan kekuatan secars massl dalsm kesdssn
spapun dan diberi wewenang memaksa orang vntuk
pemstuhi  persturan, mengambll tindakan yvang

berbeda dan menyampaikaﬁ keberatan.

¢, Melskukan peubstassn kebebasan prang-orang,
snfiltrasi kedalam kelompok pembuat hkerusuhsan,
pembangkang dan tidak mewmsatuhi aturan, melakukan
peningkatan, pembuat provokssi dan perbunatan-

perbustan ilegsl.
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d.

Polisi cenderung conservatif, ultra conservatif,

memiliki pilosofi dan sikap yang ekstrim.

2. The Humanistic Scenario

a .

b,

@

Polisi yang lebih educated, professional dan

humanis.

Tindakan ysng sifstnys penekansn stsu penghancur
an ditempatksn sedemikisn rups dengsn menekankan
uszhs mewbsntn, melaysni, terbuka pada dunis
l1zin, melihat problem kontrol sosial dan hak
suesi  sebsgsi  suatu yang bersifat  global dan
sgling berkaitan.

Kehunassan hanvs digunskan sebagal sustu
pertanggungjawaban moral SECAYra pribadi,
kelompok s=osisl dan masyarakst pada umamnys
sebagai bagian dari sistem sosiasl kontrol vang
dilskukan polisi dalam wmengembangkan hidup

bersamns secara kKekeluargasn.

Polisi dikurangi =ifst kemiliterannys baik dalam
performance perslatan maupun metoda. Polisi

adalah penegsk hukum ysng humanis.

Poli=zi adalsh soscok msrmsia yang hangat dalam
pergsulsn, terpercays dsn mudah didekati serts
selslu  terbuks untuk menerima semua pengaduan
dan permintssn bantusn darl orsng vang lemah,
bodoh, frustasi dan kebingungan, tidak mempunysai
pekerijaar, helspsran, sskit, kesepian dan putus

858

Ketigs, Wewenszng dsri polisi dinvatshksn secars yuridis dalam

UU Kepolisian Negars Republik No 28 Tshun 1997 dalam Paszsal
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13 yang menyebuthan

.

'h )

1.

.

O.

Mengeluasrksn perstursn-peraturan. kepolisisan dalsam
linghkup kewenzsngan administratif kepolisian vang
mengikat masyaraskat.

Melarsng dilanjutkesnnys, membubsarksn, menghentikan
stau mengambil tindakan lain terhadap kegiatan
kerzmaisn umom dan kegistan wmesyaraksat lainnve vyang
tidek memiliki ijin ataun yang tidak sesusi dengan 1jin
vang diberiken spabils hkegiatsn tersebut diperkirakan
sungguh-sungguh dapsat mengganggu fesmansan dan
hetertiban umum stau melanggsr hak-hsk =sasi manusiam

Mengelunarkan surat keterangsan dalam ranghka pengawasan

orsng, bends, maupunr kegistan dan atau usshs
masyaraksat vang berkaitan dengan keamanan dan
hetertiban

Menerima lsporan dsn pengaduan

. Melskuksn tindakan pertamsa di tempat kejadian

mengambil sidik Jari dan identitas lainnys serts
memotret seseorang

bemi kepentingén umum dapat memshksas orang agar menurut
perintah dan petunjuk-petuniuknys

Membanty wmenvelesziksn perselisihan wargs wmasysrshkat
vang dapat mengganggu ketertiban.

Meniadsksn rintangsn di stas jalan yvang dibuat tanps
ijin dari pejsbat yang berwenang dan stau mengadakan
penersngan dan tands-tanda spsbils rintangan tersebut
tidak cukup dilengkspi dengan penersngan dan tanda-
tanda

Menanghap dan wmengurung binatang vang berkelisaran
tanps pengawzl di tempat-tempst umum, halsman maupun
tempat-tempat lzin.

Mencsri keterangan dan barsng bukti

Menyuruh behenti seseorand vang dicurigdsai dan
menanvakan serts memeriss tanda pengensl diri

Melsknksn pensnghapsn, penahanan, penggeledshan dan
penyitsaan

Untuk kepentingsn penyidiksn melarang setiap orang
meninggalkan tempalt kejadian perkars

Membaws dan menghadspkan gSegeorang dalam rangksa
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penvidikan perksrs pildana

p. Melskuksan pemeriksaan dsn penyitsan surst dslasm ranghks
penvidikan perksra pidanas

q. memsnggil orang untuk didengar dsn diperiksa sebsgal
tersangka atau saksi sesual dengsn hukum acara pidans

v. Mendstanghsn orang zhli veang diperlukan  dalam
hmbungannys dengan pemeriksasan perkarsa

s. Mengadahan penghentian penyidikan
t. Melimpahksn perkars kepads penuntut umum

u. Melsksansksn kewensngsn lsin sesual dengan peraturan
perundang-undangan.

Sebngai penyidik Polisi mempunyal wewensng (Pa=sal 7 KUHAP)
a5 . Menerims laporan stsu pengaduan dari seseorang tentang
adanys tindak pidansa.
. Melskuksn tindskan pertama di tempat kejadian

c. Menyuruh berhentl seorang tersangksa dan memeriksa
tandsa pengenal terssngka.

d. Melskukan penzngkapan, pensnanan, penggeledahan dan
penyitasan. ’ ’

e. Melskuksn pemeriksssn dan penyitasn surst.
f. Mengsmbil sidik Jjari dan nemotret seseorang

g. Memsnggil orang untuk didengsr dasn diperikss sebagsi
terssngks stau ssaksil.

. Mendstangkan seorang shli yang diperluksn dalam
hubungasn dengsn pemerikssen perkars.

3. Mengadshsn tindakan lgin menurut hukum vang
bertanggung jawsb

Keempat, ketentusn yuridis tentsng polisi. fsktor hketentuan
yuridis berpengaruh dalsam menentukan peran, fungsi, tugas
dsn wewensng veng harus dilsksanakan cleh polisi. Ketentusn-
ketentuan yaridis mengenai polisi tercantum dalam

(1. UU Ho 28 Tahun 1887, (2). U ¥o 20 Tahun 1882, serts
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(3.

UU ¥No 8 Tsahun 1981 (KUHAP). Ketentusn tersebut dalam

passl-pasalnys menyebuthkan antars lain

1.

UU no 28 Tahun 1997

Pasal 1 ayat (1):

“Poli=mi sadslah pejabat Kepolisian negars Republik

Indonesis vang diberi wewenang oleh undsng-undang

untuk melsksanskan fungsi kepolisian, bertindak
sebagai penyidik atau penyelidik dalam rangksa
pelsksanasan sistem peradilsn pidana dan sebagal

pembina keamanan dan ketertiban nasyarakat”

Fasal 1 ayat (23}:

"Fungsi kepolisian adalah selah satu fungsil
pemerintahan negara di bidang penegaksan hukum,
_perlindungan dan pelaysnan masysrakal serts

pembimbingan magyaraksat dslsm rangks terjaminnys

tertib dan tegsknys Mmikum serts terbinanys ketentraman
nasyarakat guna terwnjudnya keamanan dan ketertiban
masyarakal, Reperluan negars dalam menjslankan
rugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat
dan bukum negsra’ .

Pasal 2

"Kepolisisn Negsars republik Indonesisz bertujuan untuk

menjamin tertib dan tegaknys hukum, terlindunginys
hek-hak sasssi wmanusis serts  terbinanys ketentraman
mssysrakat, guna mewniudkan keamanan daen ketertiban
masyarskat dalam resngka terpelihsranya keamanan dslam
negeri, terselenggaranysa fungsi pertahanan dan
wesmanansn negars dan tercspainys tujuasn nasionsal”

UY no 20 Tahun 1982, tentang Ketentusn-ketentuan Pokok
Pertshznan dan Kesmsnzn Negara: Republik Indonesis

Pssal 29 : Angkatan bersenjatsa terdiri atas :
1. Tentara Hasional Indonesia Angkatan Darat
bersenjata cadsngannys.

2. Tentsrz MNasional Indonesia Angkatan Laut beserta
cadangannya.

32




3. Tentsra HNasional Indonesia Angkatasn Udsrs beserta
cadangannyvse.
4, Kepoligiasn Fegsrs Republik Indonesia.
3. UU Ho. 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Pasal 6 menyebuthkan

(1y. Penyidik adsalah
8. Pejabat Polis=i Negara'Republik Indonesiz
b. Pejabat Pegawsi HNegeri Sipil tertentu vyang

diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

{(2). Syarat kepangkstan pejabsat sebagaimana dimaksud
dalam =ayst (1) skan distur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 7 menvebutkan

(1. Telsah divtarakan dalam kewenangan Polisi
ditengah-tengah masvarakat.

(2). Penyidik sebagaimana dimsksud dzlawm Pazsl 6 ayat
1 huruf b mempunyval wewenang gesual dengan Un-
dang-Undang vang menjadi dassar hukumnya masing-
masing dan dalam pelaksansan tugasnys berada di
bawah koordinssi dan pengawasan penyidik tersebut
dalam Pasal 1 ayat 1 huruf sa.

(3). dalam melskukan tugasnyas sebagsimana dimaksud
dalam avat 1 dan svat 2 penyidik wajib menjunjung
tinggi hukum vang berlahkn.

Pasgl 8 menvebuthksan
“"Penyelidik dan penyidik sebagaimasna dimsaksud
dalsm Passal 6 avat 1 huruf z mempunyal wewenang
melakuken tugas wmasing-masing dimans ia dianghat
sesual dengsn ketentuan masing-nasing.

KUHAP tersmebut menegssksn bzahwa Polisi adslah badan
secars khusus ditunjuk sebsasgai penyidik. Konstalasi normatif
dan alokasi keknmssasn sepsrti  itu  menumbuhkan SEeNaCEaN
monopoli kewenangan yang hanya ada di tangan Polisi, kecuali
pada kejshatan tertentu, seperti dengan =adanys ketentuan

dalam Pasal 6 ayat 2.
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Huobungan santara Polisi dengan bsadan-badan lsin itu
diatur dalsm keputusan Presiden Wo. 372 Tabun 1882, Passl 1
Keppres tersebut menystakan bshwa yang dimaksud dengan alat-
alat Kepolisian khusus dari instansi/jawatan sipil ialah
alat-alat stau badan-badan sipil pemerintah vang oleh kuasa“
Undang-undang diberi wewenang untuk melakukan tugss-tugas
kepoligsian di bidangnya wmasing-masing. Pasal 4 Keppres
tersebut menyatakan bahws Menteri/Panglims Aﬁgkatan
Kepolisiag dapsat memberikan petunjuk-petunjuk teknis
kepolisian kepads =lst-alat kepolisiﬁn khusus melalnl
pimpinan masing-masing dan petunjuk itu harus ditaati oleh
kepolisian khusus yang bersangkutan.

Dari perincian ketentuan yuridis Polisi seperti yang
dikemaksakan di atas, terlihat upaya penegakan hukum
diharapkan dapat menegakkan hukum sécara materiil. Upaya
penegakan  hukum Secars materil, khususnys vyang dilakukan
oleh Polisi dikuwatkan dengan dikeluarksnnya SK Kspolri No.
Pol : SKEP/433/X1/1885 vang menetapksn penggunaszn "Buku =sakn
Fengetahuan Dasar Bagi Anggota Polri di Lapangan. Dalam buku
saku ini antara lasin dimuat tentang tentang pedoman landasan

mental sikap dan perilaku Polisi di Lapangan (Barda,18973:11)

B. Pengertizn Polisi Secars Soziologis

Istilsh Poligi menjadi penting digebabkan oleh

kedudukan dasn peranannys yang mengimplikssikan tsnggung
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jawab yang besar terutama dalam bidang kesmanan, kestabilan
dan ketertiban sosisl. Polisi senantisss hadir untuk
mengiringi dinamika perubshan masysrakat dan mengantisipasi
setiap potensi konflik yang menyertainys.

Sebagian bessr studl mengensai kepolisian ~ selaln
menampilkan prolisi sebagai sktor masyvarakat vang
pekerjssnnya mewmburu dan menangani kejahatan.setiap kata
Polisi muncul, seketikas terlintas dalam bayangan kita
kejadian pencurian, perampokan, pembunuhan dan kejadian lain
vang semacamnys, hingga imsge yang tertanam, polisi adalah
petugss yang terus menerus memberikan perhatian terhadap
pemecahan sosl-soxl kejshatan dsn  memberikan pelayanan
publik dalam penanganan kejahatan.

Tepi kini polisi selsin sebagai-pemburu kejshatan Judsa
dituntut meniadi petugas vang menjzlankan fungsi sosial.
Potret polisi berkembaﬁg hingga mencahkup bagaimsns petugsas
polisi .melihat diri mereks sendiri dalam menunaikan tugas
pokoknyva mepbagei penegsk hokhum  dasn - secars sehaligus
mengkzitkannysa dengan nilsi-nilsi manusiawl vang dijunjung
SECHIE universsl.

Pekerijaan kepolisian adalah pekerjsan menarik. 1s
Cmengjadi menarik karenna di dalamnysa banysak dijumpsil
keterlibatan manusis sebagai pengambil keputussn. Polisi
pada hakekatnya dapat dilihat sebsgsl - tmkum vang hidug,
Harena memang ditangsn Polisi  itulah hukowm mengalami
perwuaiudannys, setidak-tidaknya di bidang hukum pidans.

Apsbila mukum itw bertujuan menciptakan ketertiban dalam
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masyarskat, di antaranyva dengan melawan kejshatan, msaks,
pada sakhirnya, Polisi itulsh yvsng aksn menentukan apa iiu
secara konkrit disebut sebagsi penegask Lketertiban, siapa-
sisps vang hsarus dituvndukkan, sisps-giaps vang harus
dilindungi dan seterusnva. Melalui Polisi itulsh hal-hal
vang bersifat falsafi dslam hukum dapat di transformasi
menjadik ragawl dan manusiawi. Tetapi Justru oleh karensa
sifat pekerjaan yang demikisn itulsh, Polisi banyak
berhubungan dengan masvarskat dan menanggung resiko mendapsat
sorotan vang tajam dari masyvarakst vang dilaysninya
(Satjipto Rahardjo, 83:958).

Selanjutnya juga ditambah pasndangsn tentang Polisi oleh
Prof .DR.Satjipto Rahardjo, bahwa mempelajari Kepolisian
sSeCars normatif sajs tidak memberikan gambaran vang
seharusnys sangat kayas dengan re&litgs perilaku. Dengan
perhkataan lain, kita tidak dapat memperoleh gambaran vang
lengksap dan benar méngenai dunis kepolisian tanpa wmelskukan
kajian sosiologils (1886:16).

Masalah Kepolisiasn akan taswpsk hkentsrs pada dataran
kultural, Ciri khas yvang menonjol dan sekaligus merupakan

problem kepolisian adsalah ambiquitss kelembsgsan vang tsmpsak

dalam tuntutan peran, sedanghkan kapasitas yvang tersedia.

sangat minim. Belum lagi mitos bahws Polisi adalash mereks
vang mewakili fungsi kekuatan dengan tugas mengadakan
batasan rawbu dan pengawassn. Sedangkan kejujuran dan
keteguhan fungsi itu semsakin diganggu.oleh faktor seperti

egoisme kekuassan, kenikmatan subyektif untuk mengatur ofang
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lain, msupun terkooptasinya tugas kepolisian oleh =sistem dan
jaringan kekussasn veng lebih makro (SEMA FH-UIT, 1885:1IV).

Pada negara maju sering terlihat Polisi terposisikan
menjzsdi s=osok permh curigs dan sosok itu  kadang berpersn
sebagal centeng kelss m&nﬁsia kays, sebsgal becking bagi
periundian, Hal ini disebsabkan oleh tuntutsn dan kspasitas
vang tidak imbang. Polisi dimints agar turut serta melakukan
pekerisan sosizl selain fungsinys sebagsil penegak hukum.
Peran itu skan dapat terbangun sempurns apabila kelembagaan
Polis{ vditerima sepenuhnys, srtinya kendala dan kelemshsn
vang sda harug dipecahkan.

Memurut Penglims ABRI Jendersl Faisal Tanjung, belum
optimalnya operasional Kepolisian RI asat ini diseb=abkan
adanya bebersps kelemshan yang belum dapsat disntisipasl
dengsn baik, antﬁra lain yaitu
| Pertama, POLRI semskin kehilsngan Jjati dirinys sebagal
pengemban fungsi intelijen yang handal. Ini terlihat dari
lemshnys POLRI dslam wmelskukan deteksi diri terhsdap
berbagsi gangguan Kamtibmas.

Kedusa, POLRI kehilsngan dsys greget ketanggap—
segeragnnya dalam mensngkal problems kantibmas sejak masih
embryonsl, beik vang berwajud Police Hazard manpun
kriminogennya vang potensial berkembang SECATE nyata
(fskinzl).

Eetiga, pelum memadainys mutu profesionalisme
Kepolisisn di tubuh Polri, terutams bila dihadapkan pad=a

tugas-tugas pokoknys nyaris mengabsaikan jsti dirinya sebagsil
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penyelidik tunggal dan sebagai penyidik utama di republik
ini. Kurangnyas profesionalisme ini mengakibathkan Polri
sering tampsk ragu-ragu dalam bertindak. Pada hal semestinya
profesionalisme ini sangat melekat pada fungsi dan tugas
Kepolisian.

Keempat, lemahnys mutu dan kemampuan menejerial Polri,
terutama pada eselon bawah (low mgnaggr} pada Kspolsek.
Akibmstnys lemsh dalam proses peﬁg&mbilan .keputusan, dan
lemsh dalam mengantisipasi berbagsi kendals vang dihadapi
termasuk dalam menemp&tkan. skals prioritas dan
efektivitasnya, (Anton Tabsah,1985:78)

Tetapi di balik semus permasslahan di  atas, Polisi
berdiri pads pogigi hukum (legal instifution} dan posisi
sosial (social ipstitution) sepertil yang diunghkapkan oleh
Jerome H. Skolnick dengan : "... If the police could
maintain order without regard to legality, their short-run
difficulties would be considerably diminished, however, they
areign evit&ﬁlﬁ}concerned with interéreténg Jlegality because
of .their use of law as an instrument of order. SBelanjuinys
jugs ditambahkan oleh Skolnick sebagsi suatu masslah  vang
para =ahli sosiologi menaruh perhat}an disana, Skolnick
menystskan bahwa, ..., Spciclogist usuvally concentrate
here; asking now well this control system operates,
analyvzing the conditions under which it achieves intended
goals, and the circumstances rendering it least efficient

(Skolnick,18686:7).
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Dalam hsl ini Polisi dimints berpersn seoptimsl mungkin
dzlsm mensngani maesalahl kesmanan dan ketertiban masyarsakat.,
Walsupun keamsnan dan ketertiban itu sering dipengsruhl oleh
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dari
sisi tinghkst Lkririnslitas dengen berhkembangnys kéjahatan
dimensi baru (new dimention of crime) seperti kejahstan
migrasi, komputer, merk, pstent dasn hak ciptsa, penyadapan
telepon serts kejshatan tersebut semakin terorganisir
seperti perdagangan wanits, narkotiks, treveller cheque
(Bannurusman, 1995:8)

Persnen menurut Milton Yinger didefinisiksn sebagail

g unit of culture, it refers to the rights and duties,L
the Knor-:ﬁati§eiy approved patterns of behavior Ffor the
occupants of a given position (Milton Yinger dalam Sammuel
Walker,1992;63). BSelanjutnys Samuel Walker mwmengunghaphkan
peranan itn terletak dalam dua posisi, antara sosiologi dan
psikologi yang diangkapkan sebagal berikut
“ . Role has both a sociclogical and a psychological
dimension. Soeciclogocally, it refers to &a position 1in the
social structure. The Police are a formal Institution in
society  with certain powers and  responsibilities.
Psychologically, role refers to attitudes and beliefs about
that position. (1882:63).

Banyak tugas dan peran Polisi delam bidang hukum vang
hérus diinﬁestigasikan‘melalui modus sosiclogis. Dilema yang
timbul adalah =ambivalensi dalasw pekerjaan pemolisian.

Ambivaliensi tersebut muncul dalam hentuk berbagai
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manifestasinya. Kita biss mengamati adanys aspek vang tampak
vang reémi dan vang tersembunyl dalam dunia pemolisian.
Polisi bekerja menurut persturan. Peraturan disusun dalam
rumusan yang umam sehinggs cukup abstrshk untuk dilaskssnakan
begitu ssja. Polisi mesti melakukan interpretasi terlebih
dahulu, ‘sehingga bisa dikatakan Polisi wmewujudkan hukum
melaluni perilaku. Perilaku itu tidak ada patokan
peraturannys. Perilaku menyimpsan seribu - sato macam
fleksibilitas vyang tidak mungkin diaediakgn oleh patokan-
patoksn peraturan. Jadi di belshang dunia peratursn, masih
ads dunisa perilaku (Satjipto Rahardjo,1993:10)

Dilems lain wvyang timbul dari Pewolisian, terletak
permasalahan besar vang disebut sebagal orde hukum dan orde
ketertiban. Perkembangsn serts &Erakteristik tersebut
menvebsabkan dan mendorong kita untuk melihat keduanyva, wvaitu
hukum dan hketertiban secars terpissh, kedusnys sudah menjadi
kawasan vang berbedsa, karena memiliki Qhrakteristik dan
sifat-sifst yang berbeds.

Di sini bisa dismbil contoh ssas tiads pidana tanpa
kesalahan. Dalam hukum pidans berlsasku ssas, bahwa seorang
tidak Goleh dianggap bersslsh, sebelum datang putusan hskim,.
Apsbila dilihat pada latsr belshkang pekerjasan pemolisian.
Seorang pelaku kejashstasn tidshk akan dataﬁg dengan sendirinya
untuk minta disdili. Harus ada badan publik yang memulainya
dan itu pertama-tama dilskuksn oleh Polisi, vyaitu dengan
melakukan penahanan dan penyidikan. Polisi sadslah hukum

pidana vang hidup atay ujung tombak dari penegakan hukuom
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pidans.

Dalawm pengamatan sosiologis tampaklah prosesnya  tidsask
sesederhansa seperti skenario vang disusun oleh hukuom. Ada
vang namanysa sosiologi penahanan. Polisi menghadsapi dan
nempunysail permasalahan sendiri dalam melakukan. Pada  saat
memutuékan untuk wmelakoksn pensngkspasn dan penshanan.
Menurut Prof. DR. Satjipto Rahardjio, polisi sudah
menjalaqkan pekerjsan  wulti fungsi, yéitu tidek =ebadsil
rolisi saja, tetapi s=sebagai jaksa dan hakim sekaligus.
Artinys sebelum polisi memutuskan untuk menanghkap seseorang,
maka ias harus yakin betul bahwa orang tersebut bersalah. Hal
ini hksrens resiko yvang dihadapi tidaklah kecil, kecuali
resiko hukum, seperti salah tangkaﬁ daﬁ praperadilan, ia
jugs menghadspi resiko sosiologis, seperti perlawanan yang
bahkan biss mengorbankan nyawsnya. Oleh karena itu polisi
tidak wmain-main dengsn melskukan penanghspan dan  penahsahan
itu. Dengan demikisn sebelum ia memutuskan untuk bertindakﬂ
maka dalawm kepalanya sudsh berputar sistem persdilan pidana,”
yaitu mensahan, memeriksa dan kemudian menghukum seseorang
(1993;1),

Berhadapan dengan perscalan-persocalan sebsgaimans
dikemukskan di stas, maka Polizi sering dilihat s=ebagai
seorang vang sehnsri-harinys menafsirkan hukum. Dengan
menafsirkan ini, kemungkinan terjadinya konflik antara hukunm
dan hetertiban biss distasi. Seorang polisi wmiszalnya tidshk
akan melaksanakan suatu ketentuan hukum, oleh karenﬁ

pelaksansannys Justrun  skan  menimbulkan ketidak-tertiban
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dslsm masyarskat. Tetapi dengan sdanys praktek vang demikian
itu, maks terbuksalsh suastu sudut tersendiri dalam praktek
kepolisian vang tidak selalu szms benar yang terters dalam
perundang-undangan.

Pade  hakekstnys polisi dihadapkan kepads situasi
konflik dan ia bertugss untuk mengsmbil keputusan di situa.
Apabilm pads skhirnve iz bertindsk, maks pada sast itn is
telah melakukan sesustu yvang menguntungkan atau melindungi
saiah satn pihak dalsm konflik itu, tetapi dengan wmelawan,
mengalahkan, merugikan pihak lain. Pertanyasan-pertanyaan
morsl vang timbul disini berkisar pads perscalan “spaksh
polisi telah memikirkan benar-benar, bahwa pihak vang
dikalahksn secsra morsal memsng harus dikalahkan?. (:hilah
yang di satas dikatakan sebagal masalah vang tidak ada
kesepakatannya. Tetapl sulit Jjugs untuk'mengharapkan, hahwa
polisi 1itu senantissa akan mempertimbangksan dengan unsur-
unsur segsals segi dsri permasslahan  yang dihadapinys,
terutama dari segil etis dan moral, untuk itu maka ia tidak
hanys harus bérbuat sebagai polisi, melainksan jugs sebagail
filosqf, mengenai masalah ini Egsn ﬁittner mengatakan

1

sébagai berikut He that is without sin among you,
let him cast the First strom ...", but only the police are
explicitly vreguired to forget 1it. The terms of their
mandate and circumtiences of their practices do not afford
them the Jleisure to reflect about the deeper aspects of

conflicting moral claims. Not only are they requiq@bd to

proce@ﬁ” firefully against all appearances of transgression

S -

S i
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but they are also expected to penetrate the appearances of

innocence to discover craftinnes hiding under 1its cloak

(Satjipto rahardio,1982:100)

Untuk melaksanahkan peransn Polisi yang terdapat psda
orde hukum dan orde ketertiban, pekerjaan Polisi éering
disebut menggunakan hkekerassn, besik dalam konteks kekerasan
biass atan dalasm konteks hkekerasan dengan kekejaman
(brutality), hekerasan yvang dilakukan oleh polisi (police
?iolence) menurut Prof.DR. Muladi, orang cenderung untuk
mempunyai honotasi negstif terlebih dshuwlu, tanpa melihat
kemunghkinan bshwa terjadinya ‘“peolice malpraciice” atan
"police misconduet” tersebut merupshan akibst dari suatuw
situassi (the violence is the result of particular encounters
between the police and eitizens) (1985:1)

Penggunasan kekerasan oleh polisi merupaksn perlengkspan
stau sebagisn deari perlengkapsn untuk bisa wenyslurkan
pekerjaannys, yaitu membina dan memelihars ketertiban dalam
masysrakat. Penggambsran dari perlengkspsn itu tampak Jelas
pads pensmpilan seorang polisi apsbila penampilan itu biss
diumpamakan sebsgsi lswbang, maks pehkerjasn kepolisian  itu
sudah dilambangkan melslui berbagal perlengkapan vang
welekat pada seorsng polisi, seperti pentungan, pistol, dan
borgol. semus alat perlengkapan ini tentunya mendorong kita
untuk cenderung berfikir ke arah penggunaan kekerasan dan

‘%engan demikian melihat pekerjaasn Polisi itu sebagsai suatu
pekerjsan untuk membutuhkan kekerasan dalam pelaksanaannya.

Reiss mencoba untunk membuat patokan vang dipaksei
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menilsi kekerasan telsh digunskan secsars tidak sesuai pada

tempatnysa, yaltu
a. Apsbils seorang polisi menyerang seseorsng secarsa
pisik dan kemudisn gagal untuk melakukan penahanan,
penggunaan kekerasan vang wajar diikuti  oleh

penahansan.

k. Apa%ila seorsng wargs negars yvang pada waktu ditahan
tidak melskuksn perlaswanan baik dengan perbuatan
maupun kata-katza, kekerasasn hsnysa digunskan Jika

diperlukan untuk melskukan penshanan.

¢. Apabila s=eorsng polisi, s=sekalipun wasktu itu ada
perlawanan terhadap ussha penahanan masih bisa dengan
mudah distasi melslul cara-cara lain.

d. Apsbila sejumlah banyak polisi ada digitu dan biss
membantua dengan cara wmenggiring, wargsa negars
bersangkutan ke kantor, tewmpat penshanan atau

hemar-kamar interogasi.

e. Apsbils seseorang vang ditshan itu diborgol dan tidak
berusehs untuk lari astsu melakuksn perlawanan dan

kekerasan.

. Apsbils warga negara melawan, tetapi penggunean
kekerasan masih saja berlangsung, kecuali orang itu
sudah ditundukkan (Satjipto Rahardjo,1982:102).

Di samping itw penyvalshgunssn wewenang itu terdapat
dalam  willayvah-wilavah dikuasai oleh hukum s&scars dengan
ketat, delam ragam jaminan terhsdasp keseimbangan kekuassaan
neéara‘dan hak-hak individusal. Di sinilsh seringkali terjadi

dakwaan adanyva “gross-violation of human righits” seperti
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penyiksaan, penahansn secara tidak sah, penganiayvaan yang
menimbulkan kemstisn, perlakusn terhsdap tersangks ansk-ansk
vang disnggap tidak msnusiawi, pengumpulan alat bukti yang
dianggap tidak sah serts hsl-hal yvang berkaitan dengan “"Code
of Conduect”, misalnys prosedur penggunaan kekerasan termasuk
penggunsaan senjata apl (Mulsdi,1995:103.

Pembicarazn mengenal masalah penggunasn kekerasan vang
erat hubungannys dengan pekerjsan  kepolisian dan . dengan
sendirinya harus terlibat rada kepribadian polisi.
Kepribadiasn merupsaksn sustu beban teknis pekerisan yang
diteri@a " oleh seseorang, maka beban itu menentukan
hubungﬁhny& dengan wmasysarskat disekelilingnys. Polisi
misalnysa, maka beban teknis pekerjsannya akan menentukan
bentuk-bentuk hubungan =osial yang akan dimasuki. Polisi
menjalin huobungan sosial dengan masyarakat umum. Polisi
menjalin  suatu pols hubungasn yang istimewa, yaitu di  satu
pihak ia mempunvail kewsadiban untuk melavaninya, sedangkan
dilain pihsak, ia melayani mesyarakat itu dengan cars yang
berlawanan dengan pringip pelavanasn vaknl mendisiplinkannya.
Polisi harus mengabdi pada wmasyarakat dan sekaligos
mnenghadapinya, melawannyva. Dari situ timbul anggapan, bahwa
Polisi merupakan musuh dari uvmuam -dan bahwa ia selsaln
merasakan berads dalam suasana konflik dengan masyarakst.

Skolnick melihat persosalan tersebut daril segil
lingkungan pekerijaan polisi dengan masyarakat vang
diperinciny& sebagail linghkungsan ke dalam ; bahsya, kekuasaan
dan efisiensi {(Satjipte Rahsrdjo,1982:;105). Dengsn adanya

faktor-faktor bahavs vang membayangi pekerjaannya,
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menyvebabkan is sangsat wenaruh perhstisan ferh&dap tanda-tands
vang menunjukkan adanys suatu potensi skan adanya kekerasan
atsu pelanggaran hukum, Unsur bahays itu menyebabkan is
terisolasi secsra sosisl.

Skolnick memzparkan kecurigssn -dan- unsur-unsur  bahaya

"

tersebut -dengsan the policeman’s role contains two
principle variables, danger and authority, which should be
interpreted in the light of & "constant pressure to appear
efficient. The element of danger seems to make the policeman
especially attentive to signs indicating a potentinely for
violence and lawbresking. As a result, the policeman is
generally a suspecious person (Skolnick, 1986:44)

Bérhadapan dengsn sancasmsn bahava tersebut, polisi
mengembangkan suatu persepsi sendiri terhadap masyarakat
vang dilayaﬁinya. Efigienst mengnendaki, hahwa iz
mengidentifikasi kelompok-kelompok orang-orang tertentu
sebagai lambang-lsmbang dsri pemberontsh, pembangkang atsau
orang-orang vang suks menggunakan kekerasan. Polisi akan
memberiken reaksi terhadap petunjuk-petunjuk skan adanys
suatu bahavs, bagaimsnapun samar-ssmarnyas petunjuk tersebut.
Petunjuk-petunjuk tersebnt dspat divraiksn sebagal berihkut

a. Hindarlsh selzlu bersikap curiga

b. Perhatikan hzl-hal yvang tidsk lazim
1. Adanys orang-orang ditempat-tempat vang bukan
semestinve ads disito.

2. Mobil-mobil vang tampsask tidsak beres

3. Toko-toko dan perusshasn yang buks Jam-Jjam yang
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tidak =memestinva.

Orang vang hsrus menjsdl =sasaran penshanan di
lapangan

1. Orang-orang vang mencurigskasn, vang dikenal oleh
Polisi dari penshanan-penshanan terdahulu dari
dari pengamstan.

2. Tempak alkoholik dan narkotik ysng sewaktu-waktu
shan melskukan kejshatan untuk bisa membayar
kecanduannysa.

3. Orsng vyang memenuvhi ciri-ciri vang digswmbarksn
sebagal orang vang dicari oleh radio, surat kabar
dan leinnvsa.

4. Setiap orang vang dilihat sasdsa disekitar kejadian

kejahatan yvang baru saja dilaporkan kejadiannyva.

5. Pars pembuat keruwsuhsn yang sudsh dikensl yang

berada dekat kerumunan.

6. Orang-orang vang wencoba untuk menghindar dari

polisi.

7. Orang vang menunjukkan sikap aneh tidak acuh
secara berlebihan pada waktu berhubungan dengan
polisi.

8. Tampak seksli gemetar padsa wakinv berhadapan

dengan polisi.
9. Wenita-wanita stau gadis-gadis ysng tidak dikawsl

vang berads ditempat-tempat umum, terutama pada
melsm hari seperti di bar-bar, bis, sudut Jalan
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10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

dan sebagdainys.
Orang-orsng vang bercintasn di dsersh indugtri.

(mereks ini bisa sedang mengamatli)

Drang vang luntang-lantung di tempat-tempat ansk-

snak bermain.

Orang-orsng vang menjsajakesn dagsngannya dari
rumah ke rumah stsu vang menawsrkan Jjasa-jasa i
sehitsr tempst tinggal

Peluntang-lantung di sekitar WC umum.

Laki-lski vysng sendirisn duduk di  dalam mobil

dengan surat kabar atzu buku dipangkuannysa.

Laki-1laki vasng duduk sendirian di dalam mobil dan
@“

yvang mengamati wanita-wanitsa emuéjgberlebihan,

kadang-kadsng memanipnlasi ksca  spion untuk

menghindsr kontsk mats vang langsung.
Orang-orang yang menunggn 1ift (tumpsngan)

Orsng-orang vang menggunsakan mantel pads waktu

FENES .

Mobil dengsn tutup rods yang tidek cocok =abtan
mobil kelar dengan plat nomor yang bersih =ataun

kebalihannysa.

Pekeria-pekeris pengantar barang vang
beruniform, tetspi tanpa membawa barang satasu
tanps membawa truck untuk menganghut barang.
(Satiipto Rahardijo,1882:106-1073.
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C. Diskresi Polisi Terhadap Hukum Dan Ketertiban

Pembicaraan tentang dizkresi wvang dilskukan oleh
polisi, mempunyai lastar belskang vang jﬁuh, tetapi mempﬁnyai
nilal fundamental dalam kehidupan hukum pads umumnysa. Latar
belakang vysng jauh itu pada saat kita membicarakasn antara
trmmkum dan ketertiban. Pada saat wmembicarshkan keduanya,
segungguhnya bisa ssaling bertolak belakang, oleh karena
tuntutan masing-wmasing berbeds. Huokum merupskan lambang dari
kepastian vang didasarkan pada peraturan, sedangkan
ketertiban tidak perlv menghirsvksn apsaksh huokum sudsah
dijalankan ataunkah belum. (Satjipto Rahsrdjo, 1982;11i1). .

| Pemberian d£3kresi padse hakekatnys bertentangan prinsip
negars yang berdasarkan hukum. Déskresi ini menghilangkan
kepiétian tentang apa vang terjadi. Tetapl suate tatanan
dalam wmasyaraskst vang sama seksli dilandaskan padas huokum
Juga merupakan suatu ideal yang tidak aksn tercapai. Menurut
Chambliss dan Seidman disini dikehendski, bshwa semus hal
‘dan tindaksn di atur oleh peraturan yang jelas dan tegas,
suzatu kesadzsan yang tidak akan dapst dicapai (Chambliss dan
Seidmen dalsm Satjipto Rahardjo,1882:111). Betisp petugas

Kepolisian sangat penting mengambil keputusan dalam sistem

peradilan pidana. Polisi menggunakan diskresi pada saat

mengambil keputusan vang kritis dan pada saat penggunsaan
kekuatan vang memstikan (senjata). Apskah pada waktu
 memutuskan untuk wmenshan atau tidak menshan segeorang.

Perigertian diskresi menurut Kenneth Culp Davis
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mempunysi beberspa unsur, antara lain: (1). Petugas hukum
pidana, (2. Perbuatasn dalam sunatu kspasitas sebagail
petugas, (3). Membust suatu keputusan stau dasar keputusan
pribadi. Setiap  keputusan yang diambil oleh polisi
mempengaruhi kehidupan dan kebebasan dari wargs négars dan
didassarkan pada pengalaman, lstihan atau adanya hubungan
politik. Diskresi polisi adslsh tidak tak terbstss. Seorang
petugas polisi tidak bebas menggunskan ketentuan hukum untuk
menapgkap, menshan atau menembak seseorang di dalam suatu
kead;an tertentu. (Samuel ¥Walker,1992:198).

ﬁLangkahnlangkah vang harus dipedomani oleh seorang

FPolisi dalam melakukan diskresi adalah sebagai berikut

1. Menghentikan dan wmenggeledah seseorsang, (menyuruh
berhenti sesecorang), diskresi yang dilaskukan adalah
tidak melahkssnskan tugas tersebut,

2. Membuat dan menulis laporan tentang kejshatan
seseorang, diskresi vyang dilakukasn adsalsh tidak
membuat laporan samz sekali.

3. Menahan dan menanghsp seseorang, diskresgi vang
dilaksanakan sdalah memberi nasehat tanpa wmenahan,
memberikan pertimbsasngan tanpa menangkap menyabaksn

gesuatu yvang terlarang untuk dilakukan.

4. Membuat laporan tentsng penyidikan, diskresi yang
dilakukan dalam keadazn ini adsalah menghentikan
penyidikan.

Tidak melakukan tidak mem- memberi menghenti
penggeledahan buat lapor- nasehat kan pe-
an pertim- nyidikan
bangan

1 “Henghentikan 2. Hembuat 3. menang- 4. Henyidik
dan menggele— laporan kep stau
dah sesecrang kejshatan menahan
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‘Dalam melakssnakan diskresi polisi terhadsp hukum dan
ketertiban sering terjadi dilema antars kekusatan itu, dimans
Skolnick melihat pertentangsn sntara hukum dan ketertiban
dalam kérangka kerjanya hukum dalam masysrskat. Hukum tidak
hanys wmerupakan alat dari ketertiban (order), melainkan
lebih sering bertentangsn dengan ketertiban itu sendiri
(Skolnick,1966:7).

Chambliss dan Siedmsn Jugs menblicarakan masalsh
pertentangan antars hukum dsn ketertiban. Mereka berpendapsat
bahwa suatu masysrakst yang secara wmurni diatur oleh hukum
adalsh suatu ideal vang tidak dapsat dicapai. Yang dimaksud
‘dengsn pengaturan secara murni itu adsalsh delaw srti, bahwa
seluruh masyarakat distur oleh hukum yang dirumuskan secara
jelas, tanpa dibutunhkan adanya Aiskresi oleh pejsbat dalanm

rpenerapannya. Keadsan atan idesl vang demikian itu sama
tidak wungkinnye dengan suatn masyarskat vang didasarkan
semata-mats pada kebebasan, kelonggaran atauw diskresil yang
dipunysi olehh psrs penegak hukumnys (Chamblisé dan Siedman
dalam Satjipto Raharddio, 1983 : B5).

Ketertiban hukum vang worni itu dipskai sebagal
penggambaran dari hokum, sedangkan diﬂkresi mengganbarkan
ketertibasn sekslipun diskresi itu tidsk despat sama  sekall
dihindari wnamun ia dapat dibatasi. Suatu kompromi antara
keduanys diperoleh melsluil dus peranghksat kaidah yang saling
mengisi yvaitu : (1) Kaidah hukum pidana subtansial, dan (25
Hukum sacsrs pidana. Kaidah yang pertams berisi ketentuan-

ketentusn vasng harus dijslankan oleh para penegsk hukum
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(sinonimf deri ketsrtibany dan yang lsin wmenentuksn batas-
bafas vang hsros diindahkan oleh parsa penegak hukum dalsam
memperlakukan wargs negaranva(sinonim dari hukum}(Chambliss
dan Siedman dalsm Satiipto Rahsardjo, 1883 : B65). |
Persoalan-persoslan yvang timbul dalam  penerspan
diskresi oleh polisi, baik 1itu terhadap hukunm maupun
ketertibsn serts adanys beberaps faktor vyang mempengaruhl
pengambilan heputusan diskresi oleh polisi. Samuel Walker
(1992:198-1988) wmengunghapkan sebagsi berikut : Banyak dari
nasslah-masslsh vang ssangat penting psada  tubuh polisi-
menghasilkan diskresi ysng tidak terkontrol. Itu terutams
seksli dihubungkan dengsn lims sszpek dari sistem penegakan

huhum sntara lain

1. Bertentangsn dengsn due process

Standar kerjs dsrl dne process membutuhkan bahwa
setisp tindzksn yang dilakukan oleh polisi peradilan
kriminzl sdslsh dengan dsssr kebensrsn dan diatur oleh
prosedur vang resmi. Ketiks seorang polisi melakukan
penembaksn stau mengshkibasthkan matinys seseorang dalam
pelaksanssn tugas vang dilakukan oleh polisi, maka ia
telsh bertindsk sebsgsi hskim dan sebagsi penuntut
umum dan sekaligus sebagai eksekotor. Due pro:es§
sering memintskan bshws seorang petugdss mgmpunyai
banysk alasan vang standar untuk mengganggu ketenangan
hidup seseorang. Basnyak polisi bertindsk di lusr jalur
mukum, seperti melindungl pelacuran, muntcikari serts
wmensngksp sesecrang dengan taktlk yang herbeds dengsan

standar vang distur dslam penangkapan.
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Bertentangen dengsn Perlindungan nukum yang ssma.

Walker mengilustrasikan dengsn sistem hukum Ameriks
dari  hkonstitusi  Amsndement ke 40 tentang prinsip

perssmasn, dimans konstitusi itu meniamin perlindungsan

hukum terhadsp semua wargs negars. Setisp keputusan
untuk melaksanskan dizkresi vang 'mélahirk&n
penyimpangsan adalah bertentangén dengan prinsip
konstitusi ini sebagai conton poligi melakukan
penangkspan terhadap orsng kulit hitsm sedanghan

kejahatsn ini ssms-sama dilskukan oleh kulit hitam dan
knlit putih.

Mzeslsh hubungsn sntsra Polisi dan wssysrakst.

Perihal penangkspan dan ditambah lagi bilamsns terjadi
bekn tembak dengsn wargs negsrs, bahwa sering terjadil
diskriminasi terhadsp golongan minoritas satau ada
sustn persssan  tentsng  teriadil diskriminssi dsalaw
pengambilan keputusan diskresi 1itu. hal ini s=kan
menambsh permssslshan tentang hubungan antarsa Polisi
dengsan masvarakatb.

Mansjemen perorsngsn yang Jjelek

Untuk mengevaluasi secars - -sederhans petugas polisi
sdministrator polisi bsnysk memust hal-hsl yang baik
tetapi mereks mengetzhui bahwa mereks diharapkan untuk
mensngsni  setiap situssi ysng berbeds. Jika hal ita
tidak biss dituntaskan, maka Polisi dapat dinyatakan
welshkssnakan tugss diskresi tidsk terkontrol secsra
permh. Permssalahan tersebut sangat sulit jika tidak
dirshasiszshkan untuk membust pengertian vyang biss
diterima sebagai susatu pértimbangan tentang watak

keris seorzng polisi.
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én

. Kerangka Kerjs Polisi yang tidak efektif

Untuk membawa diskresi ke dalam suatu kebijakan
:penegakan hukum. Hal ini dibutuhkan mengontrol tingksh
lsku pers petugas yvang membust diskresi di  Jalanan
sebagai penjelasan kebijakan tersebut dalam praktek.
Jiks seorsng Polisl yang melskukan diskreéi tidsk
melakukan bimbingan atau pengawasan tidak bisa dijamin
bahwa Polisi tersebut telah wmelakssnakan kebijakan

itu.

Digamping adanya masalsh-masalsh vyang berhubungsan
dengsn diskresi, Jugsa terdapst faktor-faktor vang
rwempengaruhi pelaksansan diskresi polisi, sntara lain

1. Faktor situasi

2. Seputar linghungan pekerjaan

3. Kebijaksn yang dilakukan dalsm Kepolisian.

4. Banysknys ciri-ciri diskresi dihuobungkan dengan

karahter individu Polisi. | -

Ad.1. Fahtor-faktor sitnasi
Diskresi Polisi sering dipengaruhi oleh kesdasan
dari tisp-tiap situasi kejahatan. Kesempatan
untuk mensnghkap, sebagai contoh, dibustnya sustu
kejshatan tersebut wmenjadl serius, sehingdga
khesempatan untuak mensnghap Sese0rang vEng
dicurigai menjsdi terbuks, walaupun hbukti belum
ada, &apalagi didorong oleh buktl vyang kuat,
adsnya korban, hubungsn secars nyata antara
korban dengsn orang yasng dicurigsi, sikap dari
orang vang dicurigsai, pengaruh wmoral terhadap

keadsan korban.

Ad.2. Seputar lingkungsn pekerjaan
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Ad.3.

Ad . 4.

Ksrshkteristik vang paling menonjol dari diskresi
Polisi pada suatu peristiwa kejshatan adalah
tempat atsu situasi dimana peristiws itu terjadi.
polisi sering bertugss menggunakan senjata psada
dsersh helas ates (Higher erime areas), hkarena
kelss stas tersebut mempunyai banysk kejadian dan
kedenghals harus menggunshkan kekuatan  yang

memztikan untuk menanggapli kejadian itu.
Kebijsken vang dilskukan dalam kKoorps KRepolisian

Keputusan lembags mempunyal penggruh terhadsap
diskresi polisi vang dilskukan secars berlebihan.
Membuat laporan tentang keputusan-keputusan yang
dismbil oleh lembsgs Pemolisian =akan membawa
pengarub  vang kuat terhadap diskresi polisi dan
itu menarik  untuk dibicarakan sampsi ke

persoalan-persosalan yang sekecil-keclilnya.
Kharzhkteristik individu peiugss

Sebaiknya untuk dapat mempunysi keyakinan secara
umum. Karskteristik desri individu pars petugas
Poli=zi janganlah hendaknys wmempunyai pengaruh
yvang lebih besar terhadap kebissssnnys, seperti
ras, pendidikan, janganlah menjadi faktor penentu
untunk membust suatu keputusan (Sammoel
Walker,1892:204-207).
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BAB 11X

POLISI SEBAGATI PENYIDIK

A. Keterkaitan Penyidik Dalam Undang-Undang

Untuk menyelenggarakan penegskan hukum, Polisi vyang
bertindak sebagal penyidik dan sebagai ujung tombak untuk
penyelenggarasn penegakan hukum. Keterkaitan penyidik dalsam
Perundang-undangan sangat penting sekali, terutama azas 'yang.
mengatur perlindungsn terhsdap keluhursn harkat serta

martabat manusia. Adspun azas ter=ebut antara lain

8. Perlakuan vang sama atas diri setisp orang dimuks hukun
dengan tidak mengsdshkan pembedsan perlakuan.

b. Pensnghapan, penshanan, penggeledahan dan penyitssn hanys
dilakuksn berdasasrkan perintah tertulis oleh pejabat yang
diberi wewenang oleh Undsng-Undsng dan_hanya dalam hal

dan dendan cara yvang diatur dengan Undang-Undang.

¢, Setiap orang'yang digangka, ditangksp, ditshan, dituntut
dan atsu dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib
dianggap tidak berssalah sampai adanya putusan pengadilan
vang menyatakan kesalshannya dan memperoleh kekuatan
hokum tetap.

d. Xepsada seorsng vang ditangksp, ditshsn, dituntut sataupun
diadili tanpa alasan yang berdsarkan Undang-Undang dan
atan kekéliruan mengensal drangny& stan  hukum vang
ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi
sejak tingkat penyvidikan dan pejabat penegak hukum dengsan
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~ sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum
tersebut dilanggar, dituntut, dipidans dsn stsu dikensksn

hukuman administrasi.

e. Peradilan vang harus dilskukan dengan cepsat, sederhans
dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak

" harus diteraspkan secara konsekuen dslasm seluruh  tinghkst
aperad@lan. ,
f. Setisp orang vang tersangkuat perkars wajib diberi
kesempatan mempercleh bantuan huokum yang semata-mata
diberikan untuk melsksanshan kepentingsn pembelsan satas

"dirinysa.

g.‘Kepada SeOYang tersangka, sejak saat dilshkukan
penangkapan dan satau pemahaman selain wajlb diberitahu
dahkwaan dan dsszsr hukum zpa yang didakwakan hepadanys
juga wajib diberitahu haknys itu termssuk hak untuk
menghubungi dan mintsa bantuan penasehat hukum.
(KUHAP; 128).

Mengimplementasikan saszas perlindungan harkat martsbat
manusis tergebut. FPemerintah telah membuat perundang-
undangan tentang Polisi Negaras Republik Indonesis. Dslsn
Pasal 1 ayat (1) vang menyebutkan

"Poplizsi sdalah pejsbat Kepolisisn Negara Republik
Indonesia vang diberi wewenang oleh Undang-undang

untuk melaksanskan fTungsi Kepoligian, bertindak
smebagai penyidik atau penyelidik dalam rangks
pelasksanaan sistem peradilan pidesns dan sebagai

pembina keamanasn dan ketertiban masyarakat”.
Serta Prezl 1 avat (7)) UU Repolisian menvebutkan
"Penyidih adselsah Pejabat Polisi Negsars Republik

Indonesis vang diberi wewensng khusus oleh UU untuk
melskukan penyvidikan".




Pasal 1 ayvat (10) jugs membuat ketentuan tentsng penyid

"Penyidikan adalah seranghkeisn tindsakan penyidik

ikan

dalam

hal dan menurut cars yvang diatur dalam Undang-undang

untuk mencari serta mengumpulkan bukti vyang d
bukti itu membuat terang tindak pidans vyang te
dan guna menemuhkan tersangkanys.”

Palam rangka menvelenggaraskasn kewajibannya sebagai-

penyvidik mempunyai wewenang untuk

- Menerima laporan dan pengaduan

- Melshkuksn tindaksn pertswse ditempat kejadian.

- Mengambil sidik Jari dan identitas lainnya

memotretl megeorang.

- Denmi kepentingan umam dapat memakss orang
menuruti perintah dan petunjuk-petunjuknva.

- Hencasri keterasngsn dsn bukti.

- Menyuruh berhenti seseorang vyang dicurigai

mensnvekan serts memerikss tandsa pengensl diri.

- Melahukan penangkspsn, pensahanan, penggeledahan

penyitasan.

- Untuk ‘kepentingan penyidikan melasrang setiap

meninggalkan tempat kejadian perksra.

- Hewbaws dsn menghadaphkan seseorang dalam T

penyidikan perkara pidana.

- Melzkukan pemeriksassn dan penyitsan surat dalsm r

penyidikan perkara pidana,
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Pasal

penvi

1 ayat (10} Jjuga membuat ketentuan tentang penvidikan
"Penyidikan sdalah serangksisn tindskan penvidik delam
hal dan menurut cars yvang diatur dalam Undang-undang
untuk mencari serts mengumpulkan bukti yang dengsan
bukti itu mewbuat tersng tindak pidana vang terjadi
dan gunz menemukan tersanghkanya.”
Dalam rangka menyvelenggarakan kewajibannya sebagai

dik mempunyai wewenazng untuk

Menerima laporan dan pengaduan
Melskukan tindakan pertama ditempat hejadian.

Mengambil =idik Jari dan identitas lainnya serts

memotret sesecrang.

Demi kepentingan urmam dapst memakss orang agar

menuruti perintah dan petunjuk-petunjuknysa.
Mencari keterangan dan bukti.

Menyuruh berhenti =eseorang vyang dicurigal dan

mensnyakan serts memerikss tsnds pengenzsl diri.

Melakukan penangkspsn, penahanan, penggeledahan dan

penyvitasn.

Untuk kepentingsn penyidikan wmelarsng setisp orang

meninggelkan tempat kejadisn perkara.

Membaws dan menghadsaspkan seseorsng dalam ranghsa

penvidikan perkara pidans.

Melakukan pemeriksasn dan penyitaan surst dalsm rangks

penyidikan perkara pidana.
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Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagsai

tersangha stau saksl sesuai dengan hukum ascsras pidans.

Mendatangkan orang ahli vang diperlukan dalam

hubungannys dengan pemeriksssn perksars,

Mengadakan penghentian penvidikan.

Undang-undang Jjugs mengatur dengan tegas, sispa vang

berwensng melakukan penvidikan dan yang berwenang sebagsai

penyvidik., Perhatiksn bunyi Pszasl 1 KUHAP

(1)

(23

(35

Penyidik adalah pejasbat Polisi Negara Republik
Indonesia =ztsu pejsbst Pegawai Negeri Sipil tertentu
vang diberi wewenang khunsus oleh Undang-undang untuk
melasknkan penvidikan.

Penyidikan adalah serangksisn tindakan penvidik dalsm
hal dan menurut cars yvang diatur dalam Undang-undang
ini untuk mencari dan mengumpulksn bukti vang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindsk pidana vyang
terjadi dan guns menemukan tersanghkanva.

Penvidik pembantu =adslsh Pejabst Kepolisian HNegsarsa
Republik Indonesia vyang karens diberi wewenang
tertentu dapat melzkukan tugas penyidikan yang diatur
dalam Undang-undang ini. (RUHAP,1881:3-4).

Menguatkan Psasal 1 KUHAFP tersebut Menhankam/Pangab

mewmberikan ketentuzan dengan surat keputusan tanggsl 13 Juli

1878 No. Kep/B/17/VI/1879, bahwa penvidikan harus dilskuksan

cleh
1.

Penyidik vyang dijsbst oleh Pejsbat Kepolisian Negara
vang berpangkat sekursng-kurasngnve Pembantu Letnan

Bus.

Pembantu Penyidik vang dijabat oleh Pejabat Kepolisisn
Negars yvang berpangksat Sersan Dua sampai dengan Sersan
Mavor dan snggota-snggots Kepolisizn khusus yang atas

usul Xomandan atau Kepala Jawatan/instansi Sipil
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Pemerintah disngkat oleh Rapolri.
Penyidik dan penyidik pewmbsntn hsrus memenuhi syarat-

syvarat sebagsi berikut
8. berpencdidiksan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan
Tinghkat Atas untuk penyidik dan Sekolah Lanjutan
Tingkst Pertama untuk penyidik pembantu. T

b. Mempunysail pengetahuan dan pengsalsman yvang berhnubungsan

dengan penyidikan.

c. Mewpunvai kecakspan dsn kemswpvnan bsik fisik wmsaupun

paikis untuk melakuksn tugss penyidikan.

d. Berkelszskuan baik (R. Soesilo,1880:18)

Langkah-langkah keterk;itan penyidik dalam melaksanakan
tugss dengsn Undsng-undsng, selslu memberikan warna dan
responsibiliti terhadap upsays penyidikan. Upaya penyidikan
dalsm hal ini sasntara lain, penanghkapan, penshansn,
penggeledahan penyitasan dan‘pemeriksaan surat. Keterkait#n
penyidik dengan undsng-undang dalam melaksanskan upays paksa

tersebut, dapsat diursiksn sebagai berikut yang dimmlai dari:
1. Surat Panggilan
Diztnr dalam Passl 112 KUHAP, 118 dsn 227 RKUHAP

— Pasal 112 KUHAP

(1) Penyidik vang melzhkukan pemeriksasn dengsan
menyebutkan alasan pemanggilan SEeCHTE jelas,
berwenzng memenggil terssngka dan  saksi vang
dianggap perlu untuk diperiksa untuk diperiksa
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dengan surat panggilan vang sah dengan
memperhatikan tenggsang waktu yang wajar antara
diterimanysa panggilan dan hari seseorang itu
diharuskan memenuhi ranggilan tersebut.

(2) Oreng veng dipanggil wajib datang kepada penyidik
dan Jika ia tidak datang penyvidik memanggil seksali
lzgi dengan perintzh hepsads petugss untuk dibaws
kepadanysa.

- Pasal 118 RUHAP

“"Dalsm hal terssnghks dan atauw saksi yvang harus
didengar keterangannya berdism satau bertempat
tinggal di luar daersh hukun penyidik vang
menjalankan penyidikan, pemeriksasan terhadap
tersangka dari atsu saksl despat dibebankasn kepada
penyidik di tewmpat kediaman stau tempat tinggsal
tersangks dan atau saksi tersebut”

- Pasal 227 KUHAP

(1) Semus jenis pewmberitahuan atau panggilan oleh pihsak
vang berwensng dalsm semwa tingkst pemerikssan
kepadsa terdakws, saksi stau ahli digampsaikan
selambat-lambatnya tga hari sebelum tanggael hadir
vang ditentunkan, di tempat tinggal mereka atan di
tempat kediaman mereka tershkhir.

{2) Petugass vang melsksanakan panggllan tersebut, harus
bertemn sendiri dan berbicara langsung dengsan orang
vang dipanggil dan membuat catatsn bahwa panggilan
telah diterima oleh vang bersangkutan dengan
membubuhkan tanggal serta tandas tangan, baik oleh
petugas maupun orang vang dipanggil dan spsbils
vang dipasnggil tidsk menanda tangani maks petugas
harus wmencatat slasan-slasannya.

(3) Dalam hsal orsng yvang dipanggil tidak terdspat di
salah satw tempat sebagaimansa dimaksud dzlam ayst
{1) surst panggilan dissmpaikan melzluil Kepals Dess
atau pejabat dsn Jika di  lusr negeri melalui
perwakilan Republik Indonesis di tempat di mansa
orang vang dipanggil biasa berdiam dan apabila
masih  belum jugs berhssil disampaikan, maka surat
panggilan ditempelkan di tempat pengumumsn Kantor
Pejabat vang mengeluarksn psnggilaen tersebut.

Logikanya Pasal-pasal tersebut di atasg adalah
pemanggilan terhsdap tersangha ateau ssahksi, tidsk dapat

dilakukan secara sembarangan sajs. Prosedur pemanggilan
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telah diastur sedemikisn rups dan hsrus dipatuhi oleh
terssnghka atauv sshksi-saksi serta peljabat vang melakukan

pemsnggilan.
Z. Penangkapan

Ads beberapa butir pasal vang perlu menizdil perhstian
secara yuridis dalam hal melskukan penangksapan. walsaupun
wewenang sadas padsa penyidik (Pas=al 16 ayst (23 RUHAP),
Perintah penangkapan dilakvukan terhadasp sesecrang vang
diduga kerss wmelakukan tindahk pidsna berdasarkan bukti
pemerikasasn  yang cukup (Pasgl 17 KUHAP). Penangkapan vang

dilskukan hsrus melalui prosedur-prosedur vang sntars lain

1. Burat perintah penangksasp, vang dalam surat perintah
tersebut mencantumkan naas tersanghksa, alasan
penangkapsan, ursaiasn singkat perkara kejshaten sertsa
tempat terssngka diperikss.

2. Dalam hal tertangkasp tangan, dilskukan penangkapan
tanpa surat perintsh. Dengan sysrat penanghkap
harus menyershkan orang vang tertangkap beserta
barang bukti kepsads penvidik.

3. Surat perintah harns mempunval tewmbusan kepadsa
keluarga orang vang ditangkap {Pasal 1 ayat (2) dan
ayvat (33 KUHAP}.

Logikas pasal 1 tersebut adslsh wmerupskan penghargssan
terhadap hak-hak sasmasi manusis, sekalipun vang akan
cditanghap akan dibstasi kebebasan dan keﬁerdekaannya, namun
segals sesuatu hanyva dapat dilakukan menurut ketentuan hukum

yang berlaku.
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3. Pensahanan

Dasar hokum yang dipaskai oleh Penvidik untuk melskukan
penshansn adalah Pasal 20 ayat (1) KUHAP,. tetapi ketentuan
pasal 1tu saja belum cukup, masih harus memenuhi unsur dan
syarat-syarat lain sebagaimans ditentukan oleh Undang-Undang
(Pasal 21 syat (1) RUHAP yang antsrs lain \

— Adanya bukti yang cukup
- Ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri
- Tersangka akan merusak atau menghilangkan barang

bukti.

- Tersangka akan mengulangi tindak pidana

Selain ketentuan di satas disysratksn juga bahwa
penahanan dengan bukti tertulis vaskni Surst Perintah
Penahsanan berdasarkan formulir EKode Serse A.B. Dalan

formulir A.6 itu tercantum pertimbangan psssl 21 avat (1>
KUHAP tersebut ditawbsh dengan dasar-dasar hukum penahanan
vang antara lain dicantumkannya Pasal 7 ayat (1) hurnf d.
Pasal lfiKUHAP,Pasal 20, 21, 22 dan Pasal 24 ayat (1) KUHAP,
kemudian laporan Polisi No. Pol . tanggal
(Bawengan, 1888;76) .

Mengenai laporsn Polizi No. Pol ... tanggsl sepesrti
dalam formulir Kode Serse A.6 harus mencasntumkan identitas
tersangka yaitu

Hama Yo,
Jenis Kelamin Do
Tempat/tanggal lahir ....l
Alamat Do,

Pekerjaan Do
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Kewsrga Negarsaan

Agama

Ursian Perkara Kejahatan : .... {Baweﬁgan,lQBQ;TS)

Lebihh penting diperhatikan oleh penyidik dsalsm hal
penahanan adalsh Pasal 21 ayat (4) KUHAP, bahws penahsnan

hanya dapat dikenskan tersangka atan terdahkws yang disangks

melakukan

1. Tindak pidans
2. Percobsasn

3. Memberiksn bantusan

Dalam hal tindak pidana vang tercantum

a. Tindak pidsns dengsn sncemsn lims tahun staun lebih.

b. Tindak pidans sebsgaimsna termaksud dalam Passl 282
ayat (3), 296, 335 ayazt (1), 351 ayst (1), 353 ayat
(1>, 372, 378, 379 a, 453, 454, 455, 459, 480, 508.
Fassl 25, 26 Ordonansi Bes. Pasal 1, 2 dsn 4 UU TP,
UU Ho. 8 tahun 1855). Pasal 36 ayat (7)), 41,42, 43,
47, 48 UU Ho. 516 tentang narkotik.

4. Penggeledahan

Perniggeledahsan menurut ketentuan KUHAP mewbedakan
penggeledahan rumsh dan penggeledsahsn badan. Paszl 1 butir
17 nmenysbutkan : Penggeledshsn rumah sdalah tindakan
penyidik memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup
lainnya untuk melakuksn tindaksn pemerikssan dan stan
penyitasn dan atan penangkapan dslam hal dan menurut cars

vang diatur dalam wndang-undang Pasal 1 butir 1 menyebuthkan:
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"Penggeledshan badsn adalah tindsksn penyidik untuk
nengadshkan pemeriksasn badan atsu pakaian tersangks
untuk mencari bends yang didugs kerse asda padsa

badennys atau dibawanys serbs untuk disits."
Untuk kepentingan penvidikan tergsebut, penyidik harus
memenuhi syarat-sysrat dan ketentuan-ketentuan vuridis vang

antara lain
- Penggeledshan rumah harvs melalui surst izin Ketus
Fengadilan setempat {Pazsal 33 ayat (11>%.

- Petungas Kepolisian selain penyidik dapat memasuki
rumah, atas perintah tertulis dari penyidik {Passal
33 ayat (2)},

- Harus ada saksi duas orang
- Kecusali hal mendessk

- Tidsk diperkenankan memeriksa buku staun menyita
surat, buku atau tulissn lain ysng tidak merupakan
benda yang berbubungan dengan tindsk pidana vang
bersanghutan {Paszl 34 ayst (2)}.

- Padas waktu wenangkap tersangks, vpenvidik hanys
berwenang menggeledah pakaian/badan termasuk bends
vang dibawanya serta {Passl 37 ayat (2)}

. Penyitaan dan pemeriksasn surat

Penyitaén hanya dapat dilskukan oleh penyidik dengan
surat izin ketus pengadilan negeri setempat {Pasal 38 ayat
(13}, kecusli dalam hal mendessak, penyidik dapat melakukan
penyitaan, hanys terhadap benda bergerak Jan wajilb segers

melaporkannys hkepads ketus pengadilan setempst {Passl 38
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ayat (2)}. Yang dapsat dikenaksasn penyitsasan adalah
g, Benda stsu tagihsn tersangka vang didugas dipercleh
" dari tindak pidans.

b. Bendz yzng digunahan untuk melskuksn tindak pidans
atau untuk wmewmpersispkannyva,

¢. Benda vang menghsaslang-halangil penyidikan

d. Benda vyang khusus dibuat untuk melakukan tindak
pidansa

e, Bends lain vyvang mempunval hubungan dengan tindak
pidans.

Dalam hal pemeriksasn surat

Penvidik berhsk membuks, memeriksa dan menyita surat

lain vang diterime melslui Kantor Pos (Pasal 4 ayat (1).
B. Teknik Dan Taktik Penyidikan Oleh Polisi

Melskssnzaksn penegakan hukum oleh Polisi, bukanlah
gesuaty vang mudah, tetspil merupakan pekerjaan yang sulit,
pBerbahayas dan beresiko tinggi. Mereks berhadapan dengan
Aengan orang vang menurut hukum dianggap melskukan kejahatan
(penjazhat). Untuk itu penyidik harus mempunyal standar
kerja dan etika kerjs dalam melakuﬁan penegakan hukum
( Professionsal Standard and Professional FEthics). Salah
sétunya teknik dan taktik penyidikan. Teknik dan taktik

penyidikan yang dilakukan  oleh Polisi mempunvai
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langkah-langkah vang wajipb dipergunakan penyidik dalam
melskukan upsys pakss 3 karens slasan-alssan  tersebut di
stas atan perlu diketahui penyidik tentang teknik an taktik
penyidikan sebelum melskukan tugZss upaya pashksa dalam
praktek. Perlu kirsnys dengan secars singkat tapi menyeluruh
dengan tujusn yang dilskukan penyidik di lapangan ads
sinkronisasi dasn korelasinya santara ketentuan yang ada dalam
KUHAP dengan teknik dan taktik vang dipergunaksn oleh
penyidik dalam praktek dapsai terketshui. Sebagal
langhkah-langkah swsl dari teknik dan taktik penyidikan

haruslsh diperhatikan tentang
1. Pérsiapan perslatan untuk penyidiksn, antsra lain
a.‘alat—alat rraktek
tape recorder
alat untuk sidik jari
lampu
alat pengukur

T+ & T B o

alat untuk mencetak

2. Pengamatan bekas-bekas peristiwa

3. Pemberitahuan peristiws

4. Penutupan dan penjsgaan tempat peristiwa

Mengsdakan pemerikssan di tempat peristiwa (lihsat,
Soervono D.18976:40-458),

o

Selanjuinya setelsh berada di lapangsan menurut Charles
E.O hara dalam bukunysa Fundamental of Criminal
Investigation, menyebutkan tentang langhkah-langhkah

penyidikan sebagal berikut
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1. ldentifikasi dan bila perlu melakuvukan penshanan
untuk keperliusasn pemeriksssn.

S

Menentukan siapa pelskunva dengan cara tanya Jawab
atsu sederz mengadahkan observasi. bila identifikasi
telah jelss.

3. Menshan orang-orang tertentu vang ternvsts hadir pads

peristiwva tersebut.
4. Menunjuk sszisten jikas periun.
5. Mengamankan tempsat kejadian perkars.

g. ganya mengizinkan orang-orang tertentu untuk memssuki
TKE .

7. Meneliti gghkai-saksil dan memisahkan agar tidak

berhubungsn antara ssatn dengan yang lain.

8. Jangan menyentuh stsn memindahkan barang obyek
penyidiksn.

9. Tentukan tugas-tugas penelitisn bilas =ada asisten.
{(Bawengsan, 1889:31)

Penyidiksn perhkars hkriminal adslsh mencari vang
melakukan tindak pidana. Hal ini hanya dapst dilakunkan oleh
penyidik ysang berbakat dan berpengetahuan teknis yang cukup.
Kalau tidak dengan demikian tidsk akan berhasil.

Padas hakehkstnys wmencari ﬁembuat kejahatan vang belun
terang ssama saja memecahkan permasslshsn ilmu pasti atau
teknik dan tsktik dalam main catur, dimana dibutuhkan

ketsjaman otak. Begitu pula mencari dan menemukan penjahat,
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prenyidik harus memiliki sifat-sifat seperti
1. Daya memikir dengan logis
Hemikir dengan logis adslah memikir dengan dasar
kowmbinasi dan deduksi stau indoksi dan ansliss.

2. Days melihat dengan tajam
Untuk mendapatkan gambaran tepst dan lengksp terhadsp

tempat, keadaan dan peristiwa yang terjadi.

3. Keunletarn dalam wmemecahksn persoalan dan mengejar
maksud. {R. Soesilo,1980:58)

Teknik dan taktik penyvidiksn sering dilskssnakan oleh
penyidik adalah pada waktu melskukan:

a. penangkapan

b. penggeledahan

Ad . =, Teknik dan tehktik vang dipergunakan dalsm
penangkapan bertujuan untuk keberhasilan tugas penangkapan,
Leruvtama dalam keadssn yeng sulit. Membicarashan tentang psda
saat melskuksn penangkapan, tidak selalu menguntungkan,
seseorang vyang dicurigsasil itu segers ditsngksp, oleh harens
dalam beberapa kali tugas penangksapsn, sering terjadi
tertutupnys sumbey Keterasngan atau informasi serta keadaan
dan situasi yang‘membahayakan, kadangkslsa bisa menimbulkan
korben bagi si penvidik itu sendiri.

Pads umumnya dapat dikastakan bahwa kekerasan dari
pihak penjahat tidak dapat dihindsri dan sering terjadi
bentrokan pisik. Kalasw seandainva penyidik yang melakukan
penangkapan tidak begitu mengalami kesulitan dalam

penangkapan dan penggeledahan penyidik jpga selalu  harus
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ingat
1. Untuk mengsdsksn pengsmenan yang perlu.
2. Untuk bPberhati-hatli terhadsp kemungkinan vang dapat
membahayvakan.

3. Tanps mengursngl hkewasspadssn dsn penjagsassn.

5;1am tugas penangkspsn, penvidikan skan memperoleh
kemudshan, spsbils iz wmenunjuokhken siksp vang tenang, terarah
dan pasti, sehinggs menimbulkan keyakinan bagi orang vyang
ditanghsp, bahwa melawsn tidak sda gunanys. Di samping itn
penyidik harus mahir tentang ilmu bels diri. r

Untuk penjahat vang berbshays, sebelum dilsakukan
penangkapan, penyidik harus mencari kKeterangsan dan informasi
terlebih dalulu untuk mengetalmi keadsan dan situasi  si
penjahat. Xerangka hkeria (Framework) penyidik di bidang
pensnghapan terbazgi dalam beberaps teknik dan  taktik vang

antars lain
1. Teknik dan taktil pensnghksapan di tempsat umum.
2. Teknik dasn taktik penangkapan di dalam rumah dan
sebsgainys.

3. Teknik dan tzhktik mewbsws tehanan.

Ad.1. Teknik dan taktik penangkapan dli tempsai umum
Penanghkapsn orang di tempat umum, sedspat mungkin
dihindarkan. Bahays selalu ada, apalagi dibarengi tembak-
nienembsk, banyak kemungkinan orang tidak Dbersalah wenjadil
‘kﬁrban. Langkah yang psaling sfektif adalah membuntuti orang
tersebut secarsa tercembunyi, bils telah berads di tempat
vang sepi barulan disdakan penyergapan. Akan tetapil T ada

kelanye penanghkspan dilskuksn di  tempsat umunm, mizsalnya
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karena terpsaksa orangnya dikhawatirkan sksn menghilang, atau
meloncat ke kendasrasn umum. Pensasngkspan harus dilakukan
secara jitu, cepat dan disertai pemborgolan tangan peniahat,
sehingds tidsak menimbulkan panik bagi masyaraksat

(R. Soesilo,1880:128).

Ad.2. Teknik dan taktik penangkapan di dalam rumah

Melakukan penangkapan di daiam rumah, harus dengan
sangat hati-hati dan pertimbangan yang nasak, Perlu
diingatkan bahwa penyidik masuk dan menyerbu ke dalam rumah.
Polizsi senantissa harus memegang senjatanya dan sisp untuk
ditembakkan. Penyidik terlebih dahulu telah mengetahui letak
rumah, pogisi Jalan hkelusr ruwmsh, jendela—jendeia rumah,

situasi tersebut diperocleh melalui informasi dari informan.

Ad.3. Teknik dan taktik imembawa tahanan
Para petugas pengawsl orang-orang tahanan harus
memegsng teguh pads insgtruksi-instruksi yang diberikan padsa

pengawal itu, vang asntara lain:

- Seorang penjahat berbshaya harus dikawal paling
sedikit dus orang.

- Orang tahansn dilarang bicara dengan orang lain.

- Paras pengswal dilsrang menerims makanan, barang atao
ungng dasri para tahsnan.

- Harus dijags Jjangan sampai orang lain memberikan
sesunatu pada para tahanan.

~ Para tahanan hserus diborgol.

- Dijags jangan sampai dekat dengan tahanan vang berupa

zenjats dan slst-alat lainnys.
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Ad.b. Teknik dan tsktik penggeledahan, penggeledsahan

bedsn merupsksn pekerjaan sehari-hari penvidik dasn dilskukan

hampir dealam semua peristiwa penangkapan orang. Tujuan
penggeledahan tersebut antszrs lain

1.

™

" Jangsn ssmpsi waktu orang itu dibawa, sekonyong-
konyong mencabut senjsta dan menyerang penyidik supayva
dapat melarikan diri. n
Jangan samnpal orang itu membuang barang untuk
menghilangkan bukti.

Ads beberapa caras tehknik dan tasktik penggeledahan yang

dipergunakan antara lain

1.

Jika dus orang petugas menanghkap orangd, orang vang
akan digeledah disuruh berdiri tegak di depannya
dengan kedua kakinya terbuks dan kedum tangannysa
disngkat ke atss. Sslah seorang penyidik hendaknya
menempatkan kaki kirinya diantsra kski tersangka vyang
terbuka, sedangkan penyidik yang lain dengan seksanms
memperhatikan terssnghks dengan pistol siap diacunghkan,
Penyidik penggeledah dengan tangan kiri memegang leher
tersangks, sedangkan tangan kanan bebas melakukan
penggeledahsn.

Jika petugss penvidik seorang, . orang vyang hendak
digeledah diperintahkan supsya berdiri menghadsp
dinding dan kakil tersanghs supays terbuka lebar dan
disuruh merebshkan diri ke depan dengdan keduz
tangannya bersandar ke dinding. Penyidik dengan
memegang senjata mendekati tersangks dari ssanping
kiri, kemudian kski kirinys ditempatkan diantars keduos

kaki tahsnar dan memulai melakuksn penggeledahan.

Jiks penggdeledahan terj=zdi dalam sebush rumsah
Apabila penyidik hendsk memasuki rumzh untuk melakukan
penggeledahsn  terlebih dahualu memperlihathan kepads

penghuni rumah tands penyidiknya. Hal ini sejalan
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dengan aps yvang diutarskan oleh Kadit Serse Polrests
Padang Kapten Pol. Zulkifli Marzukil p=ads waktu
diadakan wawancsars, bahwa setiap anggota vang bertugas
harus menggunshkan Tands Lencans yang berlambang Polri,
berbentuk segi empat, dil atas lambsasng terteras tulisan
Reser=e dan di belakang lencans terters nama dan
pangkat penyidik. Langhkah yang dilakukan oleh Penyidik
padsa waktu penggeledshan di rumsh =adalah sentia
penghuni rumah tanps kecusli dikumpulkan,
penggeledahan dimulsi, rvang deml ruang, tempat demi
tempat. Jangan =sekali-kali disbaikan tempat-tempsat

vang kirsnya tidak dicapai orsng, seperti loteng, di

stag lemari, kursi, ranjang, laci, tempat kotor
seperti WC, handang ayam, tempat cucian, dapur -dan
lainnysa.

4. Penggeledahan mobil
Para penunpang disuruh turun, dikumpulhkan dan
digeledsah lebih dahulua. Kemudisn mobil harus
diperiksa dengan * seksama, di bawah kolong mobil,
tempst wmesin, di bsawah jok, tempst bensin dan di

antara peralatsn mesin (R.Socesilo, 1980:147).

C. Rharakteristik Pekerjaan Polisi Sebagal Penyidik
Mendeskripsikan kherakter pekerjzan polisi SEecsYs
skurat adalah ssngant sulit, karena polisi berada dalam dua
determinan. Orde hukum dan orde ketertiban. Dari sudut orde
hukum, maks pekerjasn polisi tidak lasin berupa penerapan
stau penegsakan hukum dan dengsn demikian polisgi bertindak
menjags status guo dari hukum. Hal ini membawa konsekuensi,
bahwa aps  vang dilskukan polisi tidak menyimpang dari

seksalian stribut-atribut penegakan hukuwm, sepertil peraturan-
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peraturasnnysa sendiri, serts szas-azas yang lazim diterima
dalsawm dunis hohkum, hkhususnyva  hukum pidana {S=tijipto
Rahardio,1993;68). Dari sudut ketertiban, pekerjsan Polisi
sering dilihsat sebageai seorang vVang sehari-harinys
mensfsirkan hakum (Mensfsirkan hokum itu menjadi  Jembatan
antzra hukum dengan tujusn-tujuan sosisl vang diinginkan).
Seorang polisi misalnya tidak skan melsksanskan suatu
ketentusn hukum., oleh karens pelsksanssannys Justru aksan
menumbuhkan suatu  ketidak tertiban dalam masyarakat.,
Praktek-praktek vang demikian itu membuksz sudut tersendiri
dalam praktek kepolisisn vasng tidsk selsalu sams benar dalam
perundang-undangan. (Sstjiptoc Rahardio,1883:88)

Kesdzan dasar sepertil di stss mendorong kits untuk
memshani pekerjaan polisi sebagal sesustu yang bershkar
perstursn dan sekzaligus jugs beraksr perilaske (ruole-based
and behavior-based). Pertanyssn yang muncul sadslah Polisi
vang menzakah, sakan menjalsnkan sesustu vang berakay
perstursn dan bersksr perilsku. Rarens sistem pemolisiaﬁ
vang dipakai di Indonesia terutsmsa di Kotsmadia Padang,

terbagi astas bebersps satuan fungsi, vang sntara lain

[

Satuan fungsi intel (Reserse)
asgtusn fungsi Ssbhera

Satusn Bintal

= W N

Sstuan fungsi lantas
(Sumber Datas : Polresta Padang)

Dalam hial ini, peneliti cenderung melihat dan
ﬁéngamati, bahwasanyva polisi vang menjadi ujung tombsk dari
penegaken hukum, terutams hukum pidans sdalsh Satuvan fungsi

intel (Reserse) vang bertindak sebsgsil penyidik.
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Sebelum membicerahean hkarshteristik yang menonjol dari
pekeriaan polisi sebagai penvidik, ads beberapa persyaratan

veng harus mereks pashamil untuk wenjadi penvidik, yakni

1. Syvarat-syarat umum

a. Pengetahuan tentang ilmu Kepolisian yang meliputi

Kriminalistik
Intelegence/security

1. Pengetahuan Perundang-undangan
2. Hukum Pidsns

3. Hukum Acara Pidans

4, Sosiclogi

., Kriminologi

&,

7

b. Pengetahuan kesdaan daerah meliputi

Struktur dan organisasi daerah
RKeadaan geografi daerah berssnghkutan
Keadsaan pisik dsersh

Keadsan penduduk dserah

Keadasn ekonomi daerah

Resdasn sosial dan obudays

Kesdssn kriminslitas daerszh

~] Al WO B A

2. Syarat-syarat khusus, tentsang

Berbadan sehat
terampil .
gupel dalam bergaul
waspads dan mshir dalsm bels diri
bergsikap tegas

#. Pisik

P QO D)

. Mental bersemangst,

mampl menyimpsn rahasisa

bijsheans dalsm wmenghadapl persoalan
tidak egoils

jujur dan tidsk berpraszngha

ool Qo

Pennuh inisiatif

Pandsil menganalisa dan membusat
keputusan dalam menghadapi kasus.
Cashap menggunaksn teknik dsn taktik
penvidikan kriminsal

Mengussai ilmu pengetahuan  tentang
ciri-cirl manusia

Obvektif dslsm penilaisn, situa=i
maupun kesdsan (R. Scesilo,198;22-24)

c. S5kill

B L DY
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Sammuel Wslker menambahkan syarat di atas, bahwa
pekerjssn penyidik itwn dilaskssnsksn tanpa bantusn pihsk

lain, hkarens tugas itu disnggap sebagai

¥

1. Criminal Eﬁnvesgatidﬁ} is execiting  and often

dangerious e -
Detective work is more important than patrol work.
Detective possesive difficult to come by
qualification and skill
The police solve (or should be able to solve)
(Ssmmuel Walher,18893;147),

AN

Di =atas sudah divtarakan, bahwa pekerjsaan polisi
bersksr pads peraturan dan perilskon. Untuk kelenghapan
pemshaman terhadap pekerjsan polisi, juga dideksti dengan
syarat-syarat vang harus dipunysl oleh penyidik, tetapil
masih perly dimintaksn perhatisn tentang penegakan tersebut
dengsan fahtor kehustan (foree). Sekaligus mernpakan
kharskteristik vyang wmuncul ke permukaan secara nyata dan
dapat dismsti, bsgaimans pekerjaan polisi itu berakar pads
penggunaan kekuatan.

Berslssesn kiranya untuk mengatskan bshws polisil disebut
3ebaga; "The Strong hand of the law”. Polisl sadalah sisi
lmin dari huokom vsng bersifat melindungi masyarskat. Tidsk
banyak badan publik dalam masyarskat vang memiliki
legitimasi kehkustsn seperti itu. Penggunasn kekustan oleh
polisi  itu lebih menonjol lagi, karena penggunsasnnys yang
bersifat langsung. (Satjipto Rahardjo,1993:14).

Pekerjasan polisi sebagail penvidik vang sarat dengan
penggunsan kekuatan tersebut membaws rigiko. Aloksasi
penggunasn kekuatan ity sendiri merupaﬁan suatu hal vyang

tidak wmudsh untuk dikendsalikan. Pertsnyssn yang sering
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muncul adsalah sebersps besar hekostsn dan  bsgaimsnz  serts
dimans ‘batas—batasnya. Untuk mengsatasi hal ini, Jalasn vyang
shan ditempuh adalah “Standard of profession” vang berlsku.
Setisp renugasan vang sah (duty) terhadsp pekerjaan vang
dilakuksn dibawah standsr profesi (substandard), bilzmana

mernimbulkan korben satan kerungisn (damage) atas dasar
pembuktisn hubungan sebab skibai (cansation) vyang =mhkurat
shan wmenimbulkan kesalshan pekerjasn dari polisi.

Menurut Prof.Dr.Mulsadi kesslsahan pekerjaan polisi
tersebﬁt dapat berupsa pelanggaran prosedur yang berlaku ai
lingkunéan RKepolisisn (Vielations of Police Prosedures),
pelsnggaran norma-norma hukum pidans (Violations of Criminal
Law) zmerts penggunsan kekerssan vang bersifst melawan hukuwm
(Illegal use of force), perbustan vyang dilskukan dengan
sengaia (Intention malpracticel, harens kesembronoan
(reckless malpractice) (1885:2).

Stsndar profesi dslsm sustu sistem perilakn polisi

sangat penting sebagai sarans mekanisme pengendalil (control

mechanism), tetzpi vang dihssilkan untuk mempernatikan

hubungsn antars international standards and policing*.

{International Standard and policing, swtara lain sepanjang yang menyangkul Hak Rsasii Kanusia, di
bidang peradilan pidana, dapst ciigentifikasikan insirumen-instrusen internasional sebagal berikut i
1, Standard Rinisum Rules for the Treatment of Prisoners
2. Bacic Principles for the trestsent Prisoners

. Budy of Principles for the Protection of All Person undert any Fors of Detention or imprisonment

. United Wation Rules for the Protection of juveniles Deprived of their Yiberty

, Becleration on the protection of all persons from being subjected to turtore &nd other cruel,

inhuman or degrading treatment or punichment

. Principles of medicha} ethics relevent to the role of health personnel, periicularly physicians,

in the protection of priscners and detainees against turtore and ather cruck, inhuman degrading
treatsent or punichment.

7. Safequards guaraniecing protection of the rights of those facing death penalty

N te O

(=]
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Dalam hubungan karskteristik pekerjssn polisi sebagai
penvidik patut dimsklumi himbauan konggres PBB ke 5 mendenal
Prevention of crime and the treatment of offenders di
Genevs, sgZar Polisi tidak menjsdikan dirinysz sebagai “Cold
and distant representatives of autborify" tetapil. Justru
harus menjadikan dirinya sebagsi “Friends, partners and
defenders of citizens'. Rongres ke 6 di Caracas dalam
pembicarasn “recruitment and training, spsral penegak hukum

perlu meningkstkan “mutuval trust between police and the

public”.
Rongres Juga mengutuk perbuatan Yextra legal
executions” dan bernlangkali menghimbsu agar langkah-

lengkah vang diambil dslsm penegakan hukum, beik berupa
“Criminal Poliey”, criminal.prevention programﬁes and the
administration of eriminal Justice, hendaknya selsalu
veruashs menjsmin "greaters security and protection of the
rights and freedoms of all people or the fundamental human

rights" (Barda nawawi Arief, 1983:29).

wu anmrrbimaed ..

8. Convention against turtore and other cruel, inhuaan or degrading teratgent or punishment
9. Code of conduct for law enforcement vificials
10, Basic principles on the use jorce and firearss by law enforcenent officials
{3, Basic princples on the role of the lawyears
12, Buidelines on the role prosecutors
13, United natiohs standards Minimue Rules Mom Constudial Heasure {The Tokyo Rules}
14, United Naticns Guidelines for the prevention of juveniles deliguency {The Rijadh Guidelines}
15, United Standard Winimus Rules for the administration of juveniles justice {the Beijing Rules)
15, Decleration of basic principles of justice for victis of crige and abuse of power
17, Basic principles on the independence of the judiciary
18, Wodel tresty on the transferof proceeding in the rrisingl matters
19, Hodel trealy on the transfer of sepervision of effenders conditionally sentenced or conditionally
releEsed
“94, Decleration on the protection of all persens from enforced disappearance {Yuladi, 199319},
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Seperti thimbsuan di atss, peksrjaan Kepolisian; Jugds
menimbulkan kecaman dari masyarakat*, kita tidak é bisa
nenjumpsail kesepzhstan spsbils dihadapkan pads  usshs juntuk
memersngi kejahatan psasda umumnys, Dalsm  hal ini éolisi
menghadspl perscalan yang cukup rumit. Di sini polisi ésudah
dihadapkan, bukan hanya kepads kewajibsn untuk melékukan
suatn tindakan, melainksn kepsds persoalan—persoalan? atau
pertanyaan—pertanyaam etis dan morsl dan disinilah éolisi
itu berhsdspsn dengan persocalsn-persoalsn  yang $u1it.
(8stiipto Rahardio,1883:1007.

Pﬁndangan di zstss, seksligus werunpalsan kharakte;istik
pekerjéan polisi sebsgsal penyidik padsa seﬁua sisi, baik itu
sebsgsi  lembags hukum (Ilegal institution; waupun sébagai
lembags sosial (social instution), pernuh dengan auansa

sosiologis vang bermscam-macsm persoalan dan dilews.

D. Upaya Paksa Sebagai Subsistem Pekerjaan Polisi Skbagai

Penyidik
Administrasi dari sistem persdilan pildsna, me@anisme
kerjanysa terdiri dazri Polisi, Jakss, Hakim, Qémbaga
Pemzsyarakatan. Untuk berjslannya sistem persdilan ?pidana
terlebih dashulu melslui polisi sebagsi penyidik, Soeéjono,D

mengilustrasikannya seperti vyang terdspat dalam sistem

% -faeus Udin di Bantul Yogyakarta

~fasus Tietje Tadjudin, Tahanan Polwil Rogor

-hasus Warsinah, Surwbays 1

-Yasue Penangkapan Jakss di Jakarta oleh Polisi, sehubungan dengan penambahan keterangan . palsu di
bawah sumpzh dalem hasus pesbunuhan nyo beng seng (Suara Herdeka, 7 Deseaber 1997}, :

79



peradilan pidans Belands. (1984:27). Polisi dalam
keduduﬁgnnya sebagel penyidik merupskan ujung tombak
penegakan hukum vang banyak berhubungan langsung dengan
masyarakat dalam penegakan hukum . tersebut. 0leh karena

pekerjasn itun, penyidik mempunvsi wewensang

1. Menerims laporan zataw pengaduan dari seorsng tentang

sdanys tindahk pidsans.

Melskuksan tindaksn pertama di tempat kejadian.

Menvuoruh berhentl seocrazng, dan memerikssa tandsa

pengensl diri. .

4. Melshkunksn penanghkapsn, penszhansn, penggeledahan dan
penvitaan.

5, Melakukan pemerikssan atay penvitzsn surst.

6. Mengeambil =idik jari dan memotret orang.

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperikss sebagai

. terssngkas atau sskei.

8. Mendatasngkan seorang ahli vang diperlukan dalam
hubungannyva dengsan pemeriksasn. perkara.

9. Mengadakan penghentisn penyelidikan.

10. Mengadaksan tindaksan 1ain menurut hukum vang
bertanggung Jjawsab,

[ I %)

Agar polisi sebagsal penyidik dapat bertindak guns
melasksanakan tugas kewajibannya, haruslsh diberi kekuassaan
dan wewenang-wewenang tertentu. Di  samping wWewensng dan
kekuasaan tersebut di atag, dslam konsepsi teori Kepolisian
diisyarathan, bahws Kepolisian bukan hsnys bertindak sebagsai
“erime hunter” shkan tetapi Jjugs sebsgsl pemerhati sekaligus
pemecsh masalah sosial (problem $glver) pemelihars sosisl
(maintainance officer)}, dan Dbsahkan perekayasaan 50518l
(social engineeringy (Anton Tabah,1985:85).

Upayva pakss sebagai sub-sistem pekerjasan polisl sebagsi

penyidik akan bekerja, apsbila seorang polisi dihadapkan
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pade sustu satuan untuk menegskkan hukum atau adanya ancaman
terhadap ketertiban wmagyarskat, wmaks iz harus membuat
keputusan apaksh kenystaan vang dihadapinys mervupskan
pelanggaran hukum. Demi ketertiban melakuhkan pekerjsan untuk
mensngksp, menshan stau menggeledsah seseorang.

Secara kongkret, dalam menjalankan tugasnya polisi
dihadespkan pada dus pilihsn, vaitu antars menjalankan
undang-undang dan menjags ketertibsan, kedus tugas ini
menurut Herbert Packer digsmbsrkan melsluil model tentang
bekerianya hukum vang disebut sebsgsi “"Crime Control Model
dan Pue Process Model"” (1.5. Sussnto,1983;0). | |

Crime Control Model wendassarksan pada pernyvatsan bahwa
penekanan terhsdsp perbustsn jshat betul-betul wmerupakan
fung=si vang ssngat penting vang harus diperlihatkan dalanm
proses penegakan hukum, sebab dengsan hanya Jjaminan
Rétertiban, anggota-anggota masyarakat dapat dijamin
 kebebassnnys dalam menjslankan kehidupan sehari-hari. Oleh
karena sarans untuk mendeteksi kejahatan dan mematuhi
hukumsn terbatss, maks polisi diberikan hepercaysan untuk
mencari penjahat dsn melshkuksn upays pakss terhadap orangd-
orang vyang kemunghkinan melakuhkan perilakn tersebut. Ciri
utama dari penegskan hukum adalsh dimilikinya diskresi oleh
aparat penegsk hukum, dslam arti =adenya kebebasan untuk
mengambil keputussn yasng bersifat individual yaitu bagaimans
darr  kapan mereks memenuhi kewsjiban ysng berkaitan dengan
tugasnya. Penegak hukum itu sebenarnya tidak lain adalah
pembust keputusan (Decision making). QOleh Skolnick disebut

sepagai | seclusion of administration (Skolnick,1965:12:
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patiipto Rahardio, 1983:89), 0leh kearena ity poligi

o
- menempathan dirinys di gsris depsn dalam pengambilan(ﬁggutu—

L

san dan wmempunyal kedudukan penting dalam proses normalissasi
{éusanto;1993:7>.

| Polisi sebzgal Dbagian dari sistem peradilasn pidans
sdalah badsn yang ditugasi untuk mewujudkan sncaman sanksi
pidans menjadi kenvatsan. Dari sini mska posisi sebagai

aparat keamanan dan kKetertiban yeng bersifat nmempertahankan

status guo menjadi ssngst menonjol (tokoh antagonisy,

Bejalan dengan hal tersebut di atas, tokoh sntagonis
ini meniadil himbauvan dunis internasionsl terhadap
rerlindungan kesmanan wmasyarakat dari kejahstan. Serts

kemunghkinsn-kemunghinsn stan kecenderungan apsrst penegsak
hukum melakuksan tindakan-tindakasn pensnggulangan,, berdarsah
panss, panik dan  brutal di luvsr bstss hukowm. Hal  ini
disebabkan saparat penegak hukuam mempunyal persnan vang
menonjol dalam melakukan perlindungan hak-hak asssi manusia.
(aware ol prominent role that law enforcement officials have
te play in the protection of human rights”) (Barda Hawazwi
Arief;i983;10}.

Penehsnaen perhatian dunis internasiconal, khususnvae vang
berkaiﬁan dengan Poligil, terutasma dalam melaksanzakan upava
praksa  sebsgsail  upayve penegsakan hukum antars  lsin  terdapsat
pada

1. Revolusi No. 34/188 tanggsl 17 Desewber 1879 tentang
"Code of Conduct Ffor law enforcement officials”

2. Rehomendasi the Hagee (Ren Hasg) tsnggsl 14-15  April
1890, Dalam kesimpulan dan rekomendasi dari "Symposiom
on the role of the police in the protection of human

rights” serta pedoman siksp dan perilsaku aparat
penegak hukum.
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Dengan mengemukaksn hal tersebut di  stas, mekin
terlihat tokoh =&antagonis gemakin menonjol pelaksanaannya
dengasn  kats lain wibsaws penegskan hukum lebih ditekankan
pada wmempertahsnkan status guo, bahkan pernyvataan ini
didukung oleh laporsn Seminar Huokum Nasional ke IV  tahun

1979 vang mengatskan

“Penegakan hukum adslsh keseluruhsn kegistan dari pars
pelaksana penegak hukum ke arah tegaknys hukum,
headilan dan perlindungsn terhadap harkat dan martabat
manusisa, ketertiban, ketentraman, dan kepastiasn hukum
sesual dengan UUD 1845,

Hukum vang fundamental itu diperkust dengan

dikeluarkannys pernystssn yuridis oleh XEspolri tentang

penetapan penggunaan "Buka sakn pengetahuan dasar bagi
anggota Polri di lapangan”. Pernystasn vyuridis tersebut
sesusai dengan kesepakatan Secars vuridis negara

internssional tentang " Code of conduct for law enforcement
official, yang antars lain perilsku penegskan hukum tersebut

menghorwsti dan wenjunjung tinggi hak-hsk dan kewajiban  hak

8351 manusis

1. In the performance of their duty, law enforeement
officials shal respect and protect human dignity and
maintain and nphold the human rights of the person.
(Article 2 code of conduct PBB sesusi dengan pedomsn
no 3 buku saku pedoman pengetshusn dssar bagli anggots

Polisi di lspsngsan).

Law enforcement officials shall respect the law and
the present code. They shall also, yto the best of
their capq@ﬁty, prevent and rigorqg%ly ofspose &ny
vielations “of them) (Article 8 code of conduct PBB,
sesual dengan buku sakn no 4 tentang Polisi “wmentasti
seluruh peraturan-peraturan negara dsn menghormsati
HOTMaE-Trorma veng berlakn dalam masyarshat
(Bardz;1983:19)

o8]

Walsupun penegakan huhum dengsn melakukan upsyas pakss
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merupskan sub-sistem dari pekerijasn Polisi dalam sistem
peradilan pidana, sekalipun dengan aturasn-aturan yuridis
vang memback-up pelskssnssnnys serta pedoman-pedoman yuridis
vang harus ditasti oleh setiasp penegak hukum, tetapi =ads
suatu hal yang sangat menarik dari hsasil lsporsn Kongres PBB
ke V mengenal The Prevention of Crime 'and Treatment of
offen&ers di dalam agends “The EBmerging Role of The Police
and other law enforcement agencies”
“The Police were a part of and not separate from the
community and that the mayority of a policemans time
was spent on service coriented task rather than on Ilaw
enforcement duties”.
Dari hal vang disinggung dil atas terlihst bahwa tugss-
tugezs dan pekerjasn polisi lebih banyak berorientasi pada
pelayanan masvarakast (service oriented task) daripads tugasf

tugas penegakan (law enforecement duties),

E. Gambaran Singkat Tentang Hubungan Roordinasi Antara
Polisi Dengan Penyvidik Pegawai Regeri Sipil.

Aturan tentang hukum acars pidana telah menetapkan
tentang pengertisan pen&idik dan pelaku-pelesku penyidikan itwo
serts menggarls bawahi posisi masing-masing pelaku penegahkan
hukum tersebut. Antaras lain diungkaphksn secara yuridis bahwa
penyidik pegawsi-pegawal negeri sipil dalam menyelenggarsakan
tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik
Polri. Daslam penjelasan Atursn Hukum Pidana itu dijelashkan
bahwe penyidik menurut ketentuan itu misslnya pejabat bea
dan cuksi, pejabat migrasi dan pejabét kéhutanan.

Untuk mengantigipssi perkembangan masvarakst dan huokum,
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Kgpolisian membust aturan perilsku tentang polisi.
Didalamnys jugs terksasit tentasng hubungannyveae dengsn Penyidik
Pegawali Negeril Sipill. Pengemban tugsas Kepolisian dilshkuksan

oleh pihak-pihak vang antara lain
1. RKepelisian Wegars republik Indone=sils
2, Aparat Kepolisian Khusus
3. Batuan pengawss dan bentuk pengaman swakarss lainnysa,

Undang-Undang H®o.28 Teahun 1887 tentang Kepolisian
memberikan gambasran dsn sketsa tentang hebungsn  koordinasi
vang dilshukan Poli=zi dan Penyvidik Begeri Sipil, antars lsain

dalam bentuk :

1. Membsntu pembinasn terus terhadsp alat-alat atau badsn
pemerintah vang dimiliki kewenangsan Kepolisian
terbatas, satusn pengsmanan serta pewbinasn segensp
potensl kekuatan keamansan dan ketertiban wmasyvarakat
swakarsa.

2. Berssms instansi terksit mencegah .dan menanggulangi
tumbuhnyvs penyakit masvarskat dan aliran  kepercayvaan
vang dapst wmenimbulksr perpecahan =aztan mengancam
persatuan dan hkesatusn bangss.

3. Menvelenggaraskan koordinesi dsn pengawsssn terhadsp
setiap tindsksn pelaksanaan penyidikan oleh penyidik
pegawal negeri sipil.

Herngaktuslisssiksn hubungan dengsn penyidik pegawal
negeri sipil seringkali dalam pelaksansannys berbentvk surat
kepvntusan bersams, sepertil

1. Sur=at EKepuitusan Bersams Panglims Angkatan Repolisian

Jakss Agung dan Gubernur Bank Indonesisa tentang

pembentukan Team Pemerikss Khusus Bsnk-bank.

2. Keputusan Bersams Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian

Republik Indonesis tentang Pengamansn Usaha Undizsn Dan
Pengumpulan Dans  Sosial yvang disingkat Polsus Dana

Sos,

3. Keputussn Bersama Menteri Pertasmbangan Republik
Indonesis dan Kepals Kepolisian Republik Indonesia
tentang pengansnan rertesmbangan timah (Momo

Kelans,1984;87 ).
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BAB 1V

TEHUAR-TEHUAR PENELIYIAN DAN ARALISIS

A. Keterkaitan Polisi Pamongpraja Sebagai Penyidik dsalam
Undang-Undang.

Menelusuri keterksitan polisi pamongpraja éebagai
penyidik dslam Undang-Undang, menggifing'kita ke dalam suatu
dasgr pgntang dasar yuridis pembentukan polisi pamongpraja.
Eﬁlisi Pawongpraia di bentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan
yéng antars lain

1. QU No. & tshun 1974 tentang Pemerintshsn Daersh.

Z. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesis
tentang Polisl Pamongprais. |

3. Instrnksi MHenteri dslam Megeri Nomor 33 Tahun 1890
tentang FPembinsan dsn Penataan Satuasn Polisi Pamong
praja.

4. Rancangan Keputusan Menteri Dalam HNegeri tentang

Ferlengkapan Polisi Pawmongprajs.

Rencangan Keputusan MHenteri Dalam Hegeri tentang

n

Fenyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatiban Polisi Pamong
praja.

Untuk pembentukan polisi pamongpraia di Rotamadia
Padang, dasar formal vyuridisnyve adalah 3Surat Keputusan
Walikotemadia Kepals Dsersh Tingkat II Padang No. 11 tshun
1898, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerija
Kentor Polisi Pamongprzjz Kotamsdis Daersh Tinghst 1I

Padang. Tugas, wewenang dan kewajiban polisl pamongpraja
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terdiri dari

Tabel I

Tugas Wewenang dan Kewajiban Polisi Pamongpraja

No.

Di Dalam Ketentuan

Tugsas, Wewensng dan kewsjiban

v

JTentang Pokok-Pokok

U No. 5 Tahon 1974

Femerintahan di Dsersh

Rancangan peratursasn
Pemerintah Tentang Fo-
lisi Pamongprais

Instruksi Menteri Da-
lam Negeri Ho.33 tahun
1980 tentang Pewmbinasn
Dan Penatssn Ssatuan
Polisi Pamongprajs

Hembantu Kepals Wilsvah, melak
sanaksn wewenang, tugss di bi-
dang Pemerintahan Umum.

Membantu Kepsls Wilayah me-
nyelenggarakan Pemerintahan
umuam, terutams di bidang pem
binaan ketentraman dan keter
Liban.

Mengawssi pelsksanasn Pera-
turan Daersh Keputusan Keps-
ls Daersh, Peraturan Perun-
dang-undangsan Pusat.

Mencegah masysrakat tidak
melakukan pelanggaran terhs-
dap Perda, Keputusan Kepals
Daersh.

Melshubkan penindaksn terba-
tas.

Menjunjung tinggi norms hu-
kum, agams, susila dan HAM

Melakuakan Koordinssi dengsn
Folri.

Membeantu Kepals Wilaysh me-
nyelenggaralkan pemerintahan
nmuam Lteruvutamz dalam bidang
pembinssn ketentrsmen dan
ketertibsan.

Melakukan koordinasi dengan
sparat-asparst ABRI.

Melahkuohan tindaksn terhadsap
pelanggaran Perds, ¥epultusan
Kepals Dserah.




A - Menjunjung tinggi norms hu-
kum, HAM.

-~ Menversahkan kepads penyidik
vang barwenang, spsbila pe-
ristiws itu didugs tindsak

pidans. »,

4. {Surat Keputusan Wali- |- membantu Kepsla Wilsygh me-

kots Kotamasdils Tinghkat nyelenggaraksn pemerintshsan

1T Padang tentang Pew- nmuam, terntsms di bidang pem

bentukan Susunan Orgsa- binaan ketentusn dan keter-

nisasi dan tsts Kerlja tiban.

Kantor Polisi PFPamong

praja Kotsmadis Ting- |- mengawssi, mencegah dan me-

kat I1 Padang nertibkan pelanggarsn Ferdsa,

heputnssan Kepsals Daersh.

~ Fengendslian pemberian ijin
Undang-undang gangguan.

~ Pengadministrasian perizinan
tempat usshs galisn C, hibu-
ran, rekressi, reklame dan
usaha informal.

~ Psngamanan hkhegiatan protoko-
ler, tanah negars/sengheta,
ohyek vital/asset pemerintah

~ Penertiban terhadap penyslsh
gnnaan fungeil fasilitss kota
sarana wmum, rekreasi, re-
hlswe dan tempat hiburan.

- Pewbinsan dan pengarahan/
penggunsan Polisi Pamong
prajs dan pegawal negeril
sipil.

Sumwber dsats : diolah

Dari tabel I tergsebunt di stas terlihat gambaran tugas,
wewenang dan kewajiban polisi pamongpraja secars umum, mulail
dari U, Peraturan Pemerintzh Pusat, Tnstruksi Menteri serts
Peraturan Dzerah adalsh membantu Kepala Wilayah

menvelenggarakan pemerintahan umum di dslsm pemnbinasn

88



ketentraman dan ketertiban serta melakukan pencegahan,
pengawasan  dan tindﬁﬁkan terhsdsp pelanggaran terhadap
Peraturan daerah, Surat Keputusgan Kepals Dsaerah, kecuali
Suﬁat Keputusan Kepalsa daesrah Tingkat II Padsng,
mencantumkan aturan tentang fungsi pqlisi panongprajs dengan
peﬁertiban terhadepr penyalahgunzsn fungsi fssilitas kota,
Ssarana Jmum, rekreasi dan tempat hibursn. Penertiban tentang
pelaksanﬁan persturan daerah dilaksanahan operasionalnys
oleh polisi pamongprajsa dsn penyidik pegawal negeri sipil.
Fermasalahzn yang wuncul di dalsam praktek sdalah
1. Tidak memberikan pengertian secsrs vyuridis tentang
igtilsh hukuwm "Tindaukan penertiban”, sehingga
pengertiannya menjadi bias. Tindakan penertiban sering
disslah artikan dan dinyatakan sebagsi upsaya pahksa
dengan hkategori penangkspan, penggeledahan badan,
penyitaan dan pemerikssan surat-sorst. Konsep dari
peraturan mengatakan tugas dsn kewaiiban dari Folisi
Pamongprejs adalsh pelsksanaan tindakan terbatas.
Pendeskripsisn secsra lengkap akan tergambar dalam

pembahasan peneliti dalam sub-bab tentang tashktik dan

teknik penvidikan oleh polisi pswmongprsja.

2. Polisi Pawmongpraja kurang memahami  kedudukan dan
posisi =uatu kasus, terutams kasus-kasus dimasukkan
dengsn kategori sebsgai tindak pidana atau suato
pelsnggaran. Di dslam operasional polisi pamongpraja

pads tempat-tempat rekreasi seperti warung-warung
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sepsnjang pantal Padang, mobil-mobil parkir di &ares-
area taman rekressi, hotel-hotel dengan standsr hotel
Melati, tewpat-tempat hiburan (Diskotik, pub-pub dan

coffee house).

3. Pelskssnsan operasional polisi pamongprsais urituk
melaksanakan razis dengan mempergunakan surat tugas
dari Walikots selsly wmenimbulksn diskriminasi tempat.
Diskriminasi tempat maksudn&a -temp&t-tempat vang
dilaskukan rszia hanva terbstas pads hotel-hotel kelas
Melsti desn tidsk pernsh sampal ke tempat-tempat hotel
berbintang.

Ketidskmampusn polisi pamongprajs untuk ,membﬁca dan
memahamni pengertian yuridis yang tercantum dalsm peraturan-
persturan di daersh tentang penyidiﬁan yang dilakuksn,
semahin kasat mata (eksplisit) mengenal prosedur-prosedar

o,

penyidikan vang merehks lskukan diiringi diskriminssi Jindi-

vidqg;ﬁ Diskriminasi individual dsleaw pengertian, billamana
dalasm penanghapan, dan penggeledahan'sefta pemerikssaan surat
oleh goliﬂi pamongpraja di hotel-hotel, losmen, wisnma,
warung sepsnjang pantai, mobil-mobil bergoysng (istilah yang
dipergunskan oleh polisi peamongprajs Kotamadia Padang),
tgrdapat kessus Wanita Tuns Susila (WTS) dengsn orang baik-
baik (termasuk pejabat*}, mshks pelshku veng tertangksp bsassah,

% Informasi ini didapat berdasarkan hasil wawancara pereliti
gengan Sai-Pol Parohgprajs Yotamdia Padang.
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diperlakuksn dengsn cara: WIS dikirim ke OSukaraml (pantil
rehabilibitasi yang ada di Sumaters Basrat), orang baik-baik
(peijsbset dilepas). kalsu seandainys perempusn dan 1ski-laki
orang baik (perempuan tidsk termasuk sebagsi identitas WIS),
penvelesaian kssus dilakukan di kantor: polisi pamongpralia
dengan membusti surat perjanjian dan sebelum pembuatsn surat
perjanjian tersebut, dilskukan pemsnggilsn terhsdap kedus
orang +tus mereks serts pemeriksasn dilskuksn oleh penyidik
pegawal negeri sipil vang ads di kentor polisi pamongprajs,
tiadg memperhatikan posisi kasus tefsebﬁt, apakah perbustan
ity merupsken tindsk pidena (tervtams tindsk pidana cabul di
tempat umum) atau merupakan pelanggaran susila.

Kekuatan atsu kewensngsn polisi pamongpraja sebagal
penertiban tentang peraturan daerah dan bertindak sebagal
penyidik terdspat dalam beberzps ketentuan dan gturan-zturan
pemerintah daerah yang antara lain ketentuannya dalam

1. Persturan Daerah Ho B8 tatun 1870 tentang Usaha Pondok
Wissta Dalsm Daersh Tingkat I Sumatrs Barat.

2. Peraturan Dsersh tingkst II Padang Nomor 3 tahun 1981
tentang Restribusi Kebersihan dalsm Kotsmadia Padang

3. Persturan Daersh tingkst II Padang Homor 2 tahun 1892
tentang Pengaturan dan Restribusi Obyek-obyek Wisata
dzlam Kotamadis Padang.

Di dmslam keterkaiten penyidik pegawal negeri sipil pada
Peraturan Daerah, tindakan vang bisa dilakokan hanys
terhadsp tindak pidans ringsn (misdeameanor) dengsn  BNCaNMun
hakuman 6 bulsn ke bawah (paling lama 6 bulan)(Lihsat,

Tnstruksi Menteri Dalam Negeri Ho.33 Tshoun 1980). Tiada

mengursngi hak dan kewenangsn polisi pamongpraja sebagsal
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kelemahan-kelemahan dan pelﬁksanaan upays paksa oleh polisi
pamongpraia bukanlah bertujuan untuk wmenghskini stau membuat
suaty keputussn, tetapi sebsgal dasar untuk memshaml dan
menjelashan aecere sosiologls peraturan—-pelrstburan vang
ditampilkan oleh polisi pamongprsia sebagai penyidik melalui
konsep-konsep dan teori perilshku dalam ilmu sosiologil.
Penjelasan dan pemshaman secars sosiologis itu akan lebih
terhupas dalsm sub bsb-sub bab penelitian selanjutnys dalam
y

tesilis ini.

dnslisis pendahuluzn yang dspat diunghksphkan adalah
dengan mengadakan pendekatsn secara fungsional dan secara
strnktural terhadsp keterksitasn polisi sebsgsel penyidik
dalam nundang-undang. pada pendekatan fungsional terlihat
poliei sebsgai wnsur sosisl wempunyal kaitan dengan  unsur-
unsuwr  pengswassn  kelertiban  peratnran mpératuran sosial
masysrskat  sementars itu polisi pamongprads juga merupakan
lembagsa sosial wvang berkasitan ersat dengan pengawssan
pelakssnaan peraturen-peraturan di daerah untuk membatasi
perilaku-perilakn sosisl masyarskat di dagrsh. Perkembangan
tugas unsur-unsnyr polisi pamongprais menjamah SEMpPal
memasukilwilayah kewenangan vang dipunyai oleh polisi, akan
tetapl kewenangan vang dipergunakan oleh polisi pawong
praja, tidak seperti perilaku kewenangan yang dilakukan'oleh
polisi pads umamnya.

Ferhembangan perilaky tersebut telsh wenylmpang deri
proses dan prosedur, skan tetapl ssupsai  sasat ini tisadsa

asatupuan tanggapan dsri wmasyvarskat untuk memnpersosalkan
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kelemahan-kelemahsan dan pelaksansasn upaya pakssa oleh polisi
pamcongeraia buokanlabh bertuiuan untuk menghakini stsu membust
suatu keputusan, tetapl sebagal dagsar untuk wmenshami dan
menjelashan gecara  sosionlogis  peraturan-persturan vang
ditampilkaﬂ oleh polisi pamongpraja sebagal penyidik melalui
konsep-konsep dan teori perilshu dalam ilmu sosioclogi.

ologis itun akan lebihb

el

Penjelazsan dan pemahaman secarsa sos
terkupas dalsm sub bab-szub bab penelitian selaniutnys dslam
tesis ini.

Anwlizis pendahulusn vang dapat diungkspkan adalah
dengan nengadakan pendekatan secars fungsional dan  secara
struktnral terhadap keterksitan polisi sebsgsil penyidik
dalam undang-undang. pada pendekatan fungsional terlihat
polisi sebagai unsur sosisl mempunyal kaitan dengan ansuar-
unsur pengswasan kelertiban peratoran -peraturan  sosial
masyarakat sémentara itu polisi pamongprais jugz wmerupakan
lemnbaga sosial vang berkaitan erst dengan pengawasan
pelakssnasn peratursn-persturan di daerah untuk membatasi
perilaku—perilaku sosial masvarskat di daerah. Perkembangan
tugas unsur-unsuyr  polisi pamongprajs menjamah sampal
nmemasuki wilaveh kewenangan yang dipunysi oleh polisi, akan
tetapi kewenangasn yang dipergunakan oleh polis& panong
praja, tidak seperti perilaku kewenangan yang dilakukan‘oleh
Polisi pada umumnya.

Ferkembangan perilaku tersebut telah nenyimpang dari
proses daﬁ progedur, akan tetapi sswpal ssat ini tiada

aatupun tanggapan dari wmasyarskst untuk mempersosalkan
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pefilaku vang ditampilkan tersebuat. Permasalahan vang
murighin timbul sebagai akibainys, akan meniwmbulkan perilaku
penegakan hukum yang tidak mempunvai batas-batas proses dan
prosedur dan bshkan penyelenggaraan pensgakan membawa
kecenderungan dalam wmengawasi dan nenertibkan - setiap
pelanggaran terhadap persturan daerah me lebihi serta
melampaui bahkan di luar kewenangan lenbaga vang
bersangkutan.

Pada pendekatsn struktural, pengdanslisisan terlihst
sdanya gejala perilaku penegakan hubum di- luar proses dan
prosedur perilaku vang telah ditentukan oleh bukum. Gejsla
perilakuE penegskan tersebut tigbul sehagsai skibat adanys
latar belskang konsep perstursn daerah tentang Polisi Pamong
praja dan diperkuat oleh sosio-kultur Hinasng Kabau yang
disebut sebagai “Tungku Tigo Sajarangan” yang menginginkan
pemerinthh mengadakan tindakan untuk membersantas segsalas
bentuk penvimpangan perilsho susils ditempat-tempat uwmanm,
obyek~obyek rekreasi serta penginaspan-penginaspan di  wilayah
kota Padang., Kenyataan vang timbul dalam masyarakat sdanys
adanya penegakan hukum “"gsaya baru” (istilah peneliti) tanpa
mengikuti proses dan progseduy penyidikan yang diatur oleh
konsep hukum acara pidana,

Tiada memberiksn suatu argumen penilaizn, pendekaton
secera sosiologi akan wemberikan penjelasan tentang gejala-
geinls perilsku yang sada dalam masysrakst. FPerhatian vyang
ntama hanyslah memberikan penielasan terhadag obyel vyang

dipelajari dan diteliti. Mendekati hukum dari segdi
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cbyektivitas semats dan bertujuan untuok memberikan
venjelassn  terhadsp fenomens-fenomens hukum yang nyatsa

(Satjipto Rahardjo,1991:327.

B. Teknik dan Taktik Penyidikan oleh Polisi Pamongpraja
Berbeksl kekuatan hukow BSursat Keputusan Walikoﬁa
Kotamadia Padang Wo. 11 tahun 1996 tentzng Polisi Pawmong
prais  untuk menertibksn tempat-tempst hiburan, obyek-obyek
rekressi dsn hotel-hotel =zerts penginﬁpan—penginapan vang
sejenis Poligl Pamongpraja melakuksn razla atau penggrebekan
di tempst-tempst umnm, obyek-obyek rehreasi, hotel-hotel,
losmen, wiswma dan penginapan-pendinzpan. Pengamatan
{observasi) terhadsp tugas vang dilskssnskan oleh polisi
pemongprajs terdspat beberasps indikasi-indikasi kelemshan

daen kerancusn, antaré lain

1. Di bidang persturan @ tidak sda penjelasan resmi
tentang stursn mein (batss-bstss Kewenangan) yang akan
merupskan pegsngsn pagi penyvidik pegawsl negeril asipil
terutams polisi psmongprajs dalam  Surat Keputusan
»wslikots MNo.11 Tahun 1998. Berdsssrkan sk wslikots
tersebut polisi pamongprais melaksanakan tugas serta
dilengkapil dengan surat tudss yang ditands tangani

oleh walikohba.

2. Mengoverdosiskan tindskan, tsnps mewmperhatiksan standsay

keris profesional (professional standard ethiecs), yang
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lazim dipakail dalam pelaksanasn upaya paksa oleh
polisi seperti, penanghapan, penggeledanan dan

pemeriksasan sursat-surat.

Kurang mewshami perbustan stau perilaku-perilshu
menyimpang (deviance behavior) vang diatur hukum
pidsne, seperti penyimpangsn perilakv susila, serta
kurang memahami mansksh yang dianggap sebsagal kategdori
tindak pidsna dsn menskah sebsagal kategorl tindak

pidsns ringsn.

Dzlam wmelsksanskan upsavs pakss, kurasng memberikan
perlindungan worsl (hak azasi) seseorsng, terutama
sekhall terhadasp tamu-tamu hotel  Melati, wisms,
penginapan dan losmen, dihubungkan dengan perlindungan

hah azesi manusia (equality before the law).

Pada lembags polisi pawongpraljsa sendiri, tidzak
ditewukannys teknik dan  taktik penyidikan dalam
melakesnakan upsya paksa, munghkin sebagail peubenaran
(validity) bisa diterims kalsu sedsng diadakannya
mengadakan rszia, kerens di dslam tugas tersebut
terkait instansi lain (Kodim dan Depsos), tetapi kalan
berdssarkan laporsn masyarakat tentang adanya kejadian.
kemaksiatan, menimbulksn permasslszhan tergendiri serts
memuricnlkan fenomens-fenomens vyang nyatsa, spalagi

tidek menzkoordinasikan operssionalnys dengan pihsak
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kepolisian.

Indikasi-indikasi kelemahan yang terakhir disebutkan di
atas, wmemperhkuat ﬁsumsi setelah diadakan wawancara tentang
teknik dan  taktik penvidikan yvesng dikuassi oleh poligi
pamongpraia. Uari hasil wawancara dapat  digambarkan dan
disusun pertanyaaﬁ~pertanyaan antara lain

1. Dalan melaksanakan penertiban, beraps orang personil

ditugashksn dilspangan.

Jawaban dari Polisi Pamong Praja : Dalam melaksanahkan

tugss di bagi dalam dna bentuk

a). Helslui razia dengen sandi “Pekat", menurunkan
petugas 37 personil di tawbah 2 personil daril
garnizun (Kodim) serta 1 personil dari  Departemen
Sosial.

by, Berdasarkan laporsn dari wasyarakat, petugas vang
melaksanakan operasi berjumlah 15 personil.
Pelahksanaan tugas dalam dus  bentuk tersebut
dilenghkapil dengan Surat Perintah Tugas dari
Walikots Padsng.

Snmber data : Polisi Psmongprajs dan diolah.

[ahd

Apalkah deri Jjuwmlah personil polisi panongprajsa
tersebnt seluruhnys bertindsk sebazal penyidik.

Jawab dari Polisi Pamongpradjs @ tidak, dalam susuanan
lembags polisi pamongpralsa han&a dua orang penyidik,
yvang lainnya sebagai Petugas polisi pawmongprsjs  vang

digingkst dengan Sat-Pol Pamongpraje.
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Sumber data @ Poligi Pamongprsja dan diolah.

Apskah personil Polisi Pamongpraia sebelunm menialanksn

tugas pernah diberi pengetahusn tentang ilmu  hukuwm

pidana dan hukum acars pidanza.

Jawaban dari Polisi Pamongprais : pernah, sebelun
petuges-petugas polisi psmongprais wmenijadi sat*Poi
Pamong Praja, pars calon petugas diberiksn penataran
selama  dus bulan, dengan materi pokok pendidiken dan

pelatihan dasar polisi pamongprajz, antsra lain

Pancasila dan UUD 1945

Pengenalan hokum di Indonesis

Orgsnisasi pemerintahan daerah, wilsysh dan dess
Pembinaan ketentraman dan ketertiban

Fewbinsan politik dalam negeri :
Pengetahuan tentang Polisi Pamong Prajs

Kitah Undang—undang hukuam  Acsrs Pidans dan
Peradilan Tata Usshs Negara,

h, Fengetabnan dassr kepolisian

1. Peraturan Daerah

J. Pembinzasn Teritorial

k. Pembinsan Wilsvah

1. Pembinasan Mentsal

m. Pembinsan Rohani

n. Etiks Femerintahan

Sunber data : Polisi Pamongprsjs dan diolsh

B+eodop

Selain bekal pengetshusn dasar huhuwm pidana dan  hukunm
acara pildansa, pernahkan diberikan bekal pengetahuan
tentang teknik dan taktik penyidihkan

Jawsban dari Polisi Pamong Praja : pernah, tetapi
tidak dalam bentuk praktek, hanys pengetahuan dagar
dalam penataran tentang materi Kitab Undang-Undang

Hukum Acsara Pidansa, pengetabuan dassr Kepolisisn serta
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teknik rensnganan ketertiban.

Sumber dats @ Polisi Pamongpreajs dan diolah.

Bagaimanakah cara dan langksh-langksah yang pertama

dilasksasnzakan oleh Polisi psmong Prajs dalam wmelakukan

upayva pakss terhadap adanyva laporan atau sanggapan

telah terjadi perbustan a-susila pads sustu tempst.
Jawaban Polisi Pamongprajas @ Cara dan langkah vyang
pertams dilakukan, wmenghonfirmasikan dengsn Waks Sat-
Pol Pamongprsaja, menviapkan persalatan lapasngan seperti
pentungsn karet, helm, borgol serts atribut 1ainny§,
langsung menuju tempat vang dicurié&i dengan personil
15 orang. Untuk mengsdaksan penertiban,‘ sekaligus
penggderebekan. Untuk pemberantasan Wanita Tuna Susila
(WT5)y «cars dan langhkah pertama dilakukan adslah
wenggunakan pancingan atan umpan vang dilsksanskan
oleh salash seorang petugss berpszskaisn sipil (preman)
selanijutnys disdakan tawar menawar tentang harga,
gemudian WT5 dibsws dengan mobil pribadi, selsnjutnys
dibawsa ke Kantor Sat-Pol Pamongpraja.

Sumber dats @ Polisi pamongprajs dan diolah.

Teknik dan taktik sapsksh vyang dipergunskan dalam
melakohan penzangkapan, pendgeledsahsan, pemeriksssn
surat di tempat-tenpat penginspan, obyek-obyek
rekressi serta mobil-mobil bergéyang,

Jawaban Polisi Pamongprsis :  teknik dan taktik
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penangkapan yang dipergunakan ditempsat penginapan
(hotel melati, loswmen, wisma) setelsh sawpsi di tempat
kejadian, memb>eritahukan kepada resepsionis atan
manajer penginapan tersebut tentang maksud kedsatangsan
sat-Pol Pamongprais untuk mengadakan peneriksasan
hamsy-kamar tamu, karens berdassrhan laporan
masyarakﬁt penginapan tersebot telah dipergunakan
untuk berbuat maksist. Tanpa menunggu tanggspan dari
resepsionis atau menejer penginapsn, petugas langsung
mengetuk pintu  kaswar tewa dan seluruh  kamar di
penginapan tersebut diperiksa, dan digeledah. Kamar-
kamar yang terdapat pasangan msnusia berlainsn  Jjenis,
langsung diidentifikasi dan ditsnyakan surat nikahnya,
kalsn sesndainys pasangan tersebut mwmengaku sebagsai
suami isteri. Bagi pasangan vang tidak biss
membuktikan surst-surat, dibswa dengsn mobil patroli
Lterbuka ke kantor Sat-Pol Pamongprsia, untuk diperiksa
lebih lanjut., Fenanghspsn den penggeledahan ditempat-
tempat cobyek wisats dilakonksan dengan cars penyergaparn,
sehingga banyak dari mereka yang tertangkap basah
(tertanghkap tangan). Karena tidak mengetahui adanya
penggerebekan pada malam hari, mereka vang tertanghap
langsung ‘dibawa dengsan mobil pgtro}i Sat-Pol Pamong
rreiz dengan alat bukti pakaisn dalam pris dsn wanits.
Fenanghkapan chan pengge ledahan di mobil-mobil
bergoyang, dilakuksan dengan cara wengsdshkan serbusasn ke

mobil vang dicurigai langsong wenggedor kasca, dengan
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perintah agar pintu mobil dibuks, setelah pinta dibuks
petugas langsung nemeriksa dan menggeledah mobil

dengsn lswpu penerangan (senter), memeriksa  surat-

surat bukti diri serta menggiring mobil tersebut

heserts penumpangnya ke kantor Sat-Pol Pamongpraja.

Sumber datas @ Polisi Pamongprajs dan diolah.

Apzkah dalam melakukan penanghapan, penggeledahan
serta pemeriksaan surat, pernan dijumpai kasns,
Limbalnys perlswanan darl orang yang dicurigai.

Jewaban dari Polisi Pawongpraja : pernah, bahkan

sering dijumpal.

Langkah dsn  sntisipasi apakah vang dilakukan untuk
mengatasi perlawsnan tersebut.

Jawaban Polisi Pamongpraja : Sat-Fol Pamongprajs Ltetap
harus membaws sSi pelake ke Kantor Z8at-Pol Psmong
prajz, walaupun timbul unsur kekerassn dan sering dari
perlawanan baik secara pisik maﬁpuu non pisik datang
dari i1 pelakn yang mémpunyai ‘keduduhan (pejabat)
serts &lat negars, sehingga vang -dapal dibaws hanys
pelaku perempuan.

Sumber data @ Polisi Pamongprada dan diolah,

Dari uraisn-uraian wawancara dengan penyidik sat-Fol

Pamongprajs tersebut terdapat perbedaan yang kontras antars
teknik dan taktik penyidikan yang dipergunakan oleh Poligsi

Polri sebagai penyidik dengan teknik dan taktik penyidiksn
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vang dipergunakan oleh polisi pamongpraja, seperti terlihsat

dalam tabel di bawabh ini:

Tabel 2

Perbedaan Teknik Dan Taktik Penyidikan

Antara Polisi Polri Dengan Polisi Pamong Praia

Teknik dan taktik FPenvidikan

Polisi Folri

Polisi Pamongpraisa

2.

Langkah Pertama

2.

Di

Membuat Surat Penang-
kapsn lengkap dengan
identitss i pelaku,
kecumll tertanghap
tangan.

Hempersiaphan perals-

tan

1. alst potret

2. tape recorderx

3. zlat @idilk jari

4, mlat pengukur,

5. alat~-salat wencetak

Hempersiapkan pribadi

1. senista

Z. borgol

3. pewbantu penyidik-
an.

tempat kejadian

Penangkapan

1. Di tempsat umum,
dengan teknik dan
taktik jitu, cepat
disertal pemborgnl
an

2. Dslsm ramsh atau
ruangan, taktilk
dan teknik, penyi-
ik memegsng sen-

1. Langhkah Pertams
2.

b,

o
s

b,
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Surat Tugass untuk pener-
tiban.

Mempersisphkan alat

1. Pentungan karet

2. Helm

3. menter

tempat kejadian

Penangkopsn .

L. Di tempat amun : se-
cara bersama lebih
kurang 15 personil,
mengepung =i pelakn

o

Dalam ruangan :@: seca-—
ra bersama lsbih ku-
rang 30 personil me-
tup jalan keluar, ter
masuk pintu kamar-
kamsr penginapan

3. Hembswa =i pelaku, di
hawal petugas Sst-Pol
Panongprajas di atas
mobil terbuks (mobil
pick up) patroli

Penggeledahsn

1. Rumah/penginspan
lebih wenonjolkan pe-
nanghkapan si pelaku
dan mengumpulkan alat




jats, siap ditem- bukti.

beakksn. 2. Mobil : melakukan pe-

3. Membaws i1 pelshku merikssan terhadap
dengan cars membe- zpa yang terjsdi di
rikaen instruksi- dalsm mobil.

instruksi kepsadsa
petugss vang mewn-
bewa. A

b. Penggeledahan/lenghsap
dengan surst pengge-
ledahsrn.

1. Rumsh/ruangan, se-
mas penghuni di
humpulkan, ruang
demi runang di pe-
rikssa.,

2. Mobil : penuunpsng
disuruh turun, se-
mus bagian mobil
diperikss untuk
mewperoleh barang
bukti.

Sumber dsta @ hasil wawancsra dan pengamatan, diolah.
Untuk memahzmi personlsn tentang tehknik dan taktik
penyidikan oleh Polisi Pawmong Prads, membutuohkan sanalisis

veng bersifst sosiocologis, dimans terdspat perbedzsn vysang

nvats &ntsrs Ltsktik dsn teknik penyidikan Polisi Folri

dengesn vang dipunyal oleh Polisi pswmong Prazjs. Dus lembags
birokrasi sebsgsi njung tombak bekerjanys hukum, sama-samna
mewiliki tugss menjagas keswmsnsn dan ketertiban. Izu vyang
fundamental untuk melihat konteks permasalahan di atas

Y

sdalah dengan mengadakan pendeksatan sosiologi hukum, seperti
vang dilontarkan oleh Prof.DR. A.A.G. Peters. Hukum sebsgai
bentuh vontrol sosisl dengsn model Polisi pada uwmumnva,

hkum  sebsgai  bentuk sarana engineering sosisal dengean
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mengamnbil model pemerintah dalam memandang hukum

(1988:XVIIL). Untuk mempertajam penjelasan, pemerintah dalam
kontehs pembahssan ini sdalab polisi  pawmongprajia. Dus
kekustan penegak hukum vang mempanyai tujuan berbeda, sosisl
kentrol (diwakili oleh Polisi) dan éngineering ‘ éosial
(pemerintah diwakili oleh Polisi Pamongpraija).

situssi  ini membawa kita dalam dua medan arus  vand
berseberangan, tetapi mempunyal wmusra tugas Yyang sama,
"ketertiban”. Sitnasi dalsw arti mempunyai penilaian pribadi
dan kepentingan diri sendiri, sertai penilaian tindakan
manusia ditentukan oleh penilaian masyarskat. Dengan lain

perkataan penilaian secara subvektif dan obvektif.

Penilauian pribadi

dengsn interpre-

Subvehktif =S
tasi dan konsep
pribadi

Situasi

Fenilsian masys-
rakat yang diten-

Obyektif =
tukan oleh faktor

kebudaysessn

(F. Zrnanieskl dalam Abdnlsyani, L987:77)
Dibavangi nlel unsur sosiclogis, Schuytl

menghonfirgurasikan keterbtiban sebagai pengertian ketertiban

.,
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masyarakat yasng berubah-ubah, tergantung daril susunsn unsur-
unsurnys pada sustu sast {(Schuyt dalam Satjipto
Rehardjo,1883:70). Prof . DR.Satjipto Rahardjc., wenambahkan,
berbicara tentsng ketertiban sebagal suatn yang atan banyak

atau kurﬁng, Jadi bukan adas stan tidak ada. Pads wmasyvarshkast

modetrn, ketertiban menonijolkan bhentuk berbagai ketertiban.

Ketertiban disini berdasmpingsn dengan konflik dan ketidak- -

tertiban (disgrdepr;(1983.:70).

Adanya kunci pembuks jalan untuk ansliszis tentang medan
arus penegaksn hukum sepertid disebut di atas, akan
menggiring pewahaman dan penjelassn ke arah kontrol sosial
dan engineering sosial dengan muarsa (kunci penutup) teori
tentang Lindakan secara fungsional-struktural,

Sosial kontrol merupakan aspek ndrmatif dari kehidupan
sosiasl atau dapat digsebui gebagal pemberi definisi dari
tinghkah laku vang menyiwmpang serta akibat-akibatnya seperti
larangan-larangan, tuntutan-tuntutan dan pemberian. gantil
rugi, dengan lain perkstzan Lkontrol sosial merupsakan
kehidupan normatif daril suatu negars beseris warga negaranya
déngan gaya hukumnya (fthe style of law); (Ronny. H.
Sdemitro,1984;13?), masing-masing gaya ini memilikl carsa
sendiri untuk wmerumuskan perbuatan ygng menyimpang dan
nasing-wmasing memberiksn reszkzi menurut caranya sendiri-
séndiri. Geya kontrol sosial sdalah gays yvang bersifat

pembadanan, pemberian gsnti rugi, penyembuhan (terapeutik)
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dan perdamaian (konsiliassi).

Berdasarkan kontrol sosgisl ini, bagaiwmanapun orang
bertinghkah laku sebsgsai pemegang peran (Relers) wmerupaksn
hasil peniumlahan (Resultante) dsri semus kehknatan yaitn
vang berasal dari orang {(personal force) dan vang Eefasal
dari masyvarakat (Societal Forees) vang ditujuksn pads
pemggang peran itu. Apabila susatu peranan.dalam masyarakat
di atur oleh hubum, maks kekashsn sosial terpenting vyang
beroperasi terhadap pemegang peran sdalash keglatan dsri
pejabat. Chambliss dan Siedman memberikan gambarasn diagram

sebagsai berikuat

Horma Pemegang Kekuatan-kehuatan
- _
<=
Kegiatan Peran
. Sosial dan perso-
Fenerapan sanksi nal

(Ronny.H. Scewmitro,l1882:51)

Pengan dipelajarinyse huhkhum sebagai bentuk kontrol
sosial, penekanan tindakan-tincdakan adalah pads suwmbangan-
sumbangan hukum tentang penyelesaisan pertikaian,
peteliharaan tats tertib, perlindungan dari kejsahatan dan
delikuensi, dengan fpkus mekanisme-mekanisme sosial dari
komformisme kontrol sosial merupaksan dimensi dari manusisa

sebagal makhlok sosi1al dalsm melakukan bubungan-hubungan.
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Dimensi ini merupakan dimensi moszial dalam kehidupan manusis
dengan unsur-unsurnya sebagail berikut :
" 1. Ketertiban

2, Sistem Sosial

3. Lembaga-lembaga sosisl

4. Pengendslian =osial (kontrol sosial)

Ketertiban merupskan suatu bukti ewpiris, bahwa manusis

.adalah makhluk so=sial dan bahwa manusia itu selalu didorong
untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dengan sesamanysa.
Jslur-jialur untuk melskuken huabungan - yvang dewmikian  ditu
tampak dalawm bentuk-bentuk yang lazim : lalu lintas,
kendaraan, perdagsngan, rekreasi, serta perbuatan-perbuatan
yvang negsatif, wencuri, menipu, a-susila, Tetapi pengamatan
kita adalsh tidsk tajam, apabils kits tidak sehsligus
melihat Juga, hatwa bubungan antara anggota—-anggota
masyarakast itn  buksn hmbangan yang hacau gifatnya. Lihat
sajs, betapa teraturnya lalu lintss kendsraan, demikian pada
perdagangan, bisa dengan teratur tersalur kepada mereks yang
membutuhkar.., Seksrang diamsti hubungan-hunbungan sosial  yang
berupa pencurian, penipuan, s-=gsusila, spa sebabnya, segera
digolongkan pada perbuatan  yvang negatif stan  perbuatan
menyimp%ng. Pukanhal ity werupsaksn petunjuk bashwas  lala
Lintas Qbsial tidak acak-scakan gifatnva, meiainkan mengenal
sunatu keterasturan ftertentu, itulah sesulgguhnys vang

merupakan tulsng punggung dari timbulnya hubungsan-hubungain

sosial  vesng bagaikan mengalir dengan  tevtib, {Satjipto

Rahardjo, 1891:127).
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Sizmtem soszial merupsbksn péngiﬁtegfaﬁian kepentingan-
kepéntingan, kebutuhan-kebutuhan orang-orang, sehinggs ssato
sama lain terjalin ke dalsm sustu pola tertentu. Cara heris
sistem sosial yang nyata seksli diantsrsnvs dilakukan
melalui pengaturan oleh tata hukum, dinvatzkan secsrs jelas
dan  tegas dalam bentuk peraturan-perstursn hukum yvang ‘pada
hakehkhatnys merupakan streotip-streotip hubungan antars
orang-orang dalam masvarakst mengensai berbagai macam hal.
Sebagaimana dirumusksn oleh E. Adomson Hoebel, maks Fungsi

tata hukum adalah

1. Menetapksn hubungan-hubungan santara anggota—-anggota
nagsyvarakat vang menunjukkan msns tipe-tipe perbuatan
vang dibolehkan dan mans yang dilarang.

2. Mengalokasikan kekuasaan dan wemsrineci dengan Jalan

sispa  yang boleh secars sah wmenialsnkan paksasn satan

siapas dan sekaligus melakukan penentuan sanksinys vang
efektif.

3. Fenyelesaisn senghelta-sengketa.

4, Hempertahankan kemampusn sdaptasi dengan cars menetap-
karn kembali hubungsn dalsm wasyvarakat msnsksla kesdaan
berubah. (Hoebel dalam Nurdien HK,1983:88).

Setisp sistem sosial memerlukan usaha ataw cars-cara
untuk wmemeprtahankan diri. Oleh ksrena itu biss dikataksn,
bahws selring dengan sdanya suatu sistem sosisl, pada saat
itu pula sustu sistem tersebut mengembangkan cara-caranya
sendiri untuk mewpertahankan divinya. Dengan lsin perkstsan,
kebutuhan untuk mempertahankan diri dan kemudisn ussha-ussahsa

veng dilskuksn ke arah itu, adalsh interen dengan sistem

sosial 1twn  sendiri, inilah vang disebut dengan kontrol

sosial.
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Mengapskah pengendalian sogial (kontrol sosial) itu
diperlukan =istem sosizl vang wmewmpunyai kemsmpusn untuk

menvelenggsarakan kehidupan berssma secara terstur. Proses

itu dapst teriadi, karena para asnggots masysrskat, memsatuhi

petunjuk-petunjuk vang diberikan oleh masysrakat,. vang
disebut sebsagal norma-norms sosisl, tetapl dalsm  kenyvataan
tidak semns anggotsa masyvarakat selalu bersedis untuk
menandukkan diri dan menyesusikan pingkah lakunys kepads
petunjuk-petuniuk tersebut. Orang-orang inilah yang disebut
sebagal anggoté~anggota nssyarskat berkelshusn menyimpsang.
Oleh karens itu, apabils sistem sosisl ingin berjalan dengan
haik, meks sistem sosial itu harus bersiap dengen mekanisme
menghadspi kemunghkinan-kemunghinan seperti itu. Kontrol
- mpsisl merupsksn mekanisme dewmikian  itu. Secéra singhat
mermrut Berger & Berger, bahwa kontrol sosial wmenyalurkan
tingkah | laku orsng-orang agar sejslan dengan kemauan
masvarskat (Satjipto Rahardjo,1891:131).

Rudolf Von Ihering mengemukshsn pendspsat, dengan @ Laws
were only one way to achieve the end namely social control.
Fungsi hukum sebsgsi mekanisme pengendulisn sosial (zosial
kontrol) berups sustu proses vang telsh direncanakan lebih
dshulu dsn berguns untvk menganjurkan, mengajsk, menyuruh
bahkan memakszs anggota masysrakat agar supays mematuhi
norma-norms stsu tatz tertib hukum yang sedang berlsahku.

Carsa menyelendgsrakan kontrol sosial dapat
diklasifikesikan dslasm tigs kategori yaitu yang bersifsat

pisik, kebendsman, simbolis Lketigs macam cara tersebut
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merupshkan sarans dan penguass untuk mencspai  tuiusn éy&ng
berbeda-beda. Caras vang bersifat fisik bertajuan iagar
anggota-anggota masyarahkst turut dasn mengslah cara—car&;yang
bersifatl kebencian bertujuan agar anggots-anggots masyarakat
sebanyask munghkin mematuhi norms-norms yang beriaku,
sedangkan yang bersifat simbolis bertniuvan untuk menyapukan
anggota-anggota masyarakat. (Ihering dslam Ronny.f H.
oumitro, 1984:5),

Di daulsm sisten persdilan pidana vyang terdiri :dari
Polisi, Jaksa, Hakim dan lembags pemasyarakstan. Péliﬁi
nerupsksn pemegang persn melaksanakan sistem tersébut.
Empiris yang dihadapi Polisi sebagail petugas penegak hﬁkum,
tidahk hanys hetentuan-ketentuan tmhkum vang _ dijal%nkan
sebagal pengontrol sosial tetspi ada suatﬁ siasat iatau
strategi vang wereks kuasai yakni, taktik dan téknik
penyelidikan, sehingga tuntutan dari hukum pidana teréebut
dapat bersifat sebsgsimans yvung diinginksn oleh masyarékat.
Teori Weber tentang hukuwm, memperkuat argumentasi di iatas
Weber menyatakan bahwa, suatu tuntutan bessr disebut seﬁagai
hukur spabila secars eksternal ia dijamin kemungkinan, ﬁahWa

pakesasn (pisik sLtau psikolegis) vang disnjurksn nntiak

[ 1

memenuh{ tuntutan ataun wenindak pelanggaran, akan ditetépkan
nlelt suatn rerangkst terdiri dari orang-orsng vang kﬁusus
menyvempsthkan diri untuk melakukan tugas-tugas teréebut
(Weber dalsm Satjipto Rshardjo,1991:294). !

|
Nalaupun polisi merupaksasn sub-sistem dari sisten

persdilan pidana, Weber menyebuthkan bahwa orang-orang dspat
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nempunyai motif vang berbeda-beda untuh bertindak menurnt
apa yang diharuskan menurat hukum, bedanvs orientaszi kepadsa
ketentuan-ketentuan hukum hanyalah merupaksn sslah satu
motif, ol lain pihak mereks bisa saja berorientasi kepads
riorma  huhkuwm, tanpsz mentaatinva. Adanya petugss penegsakan,
ﬁang nengakibatkan peranan hukum sebagai suatu penentu  yang
nyata dari suatyu  teori sogial, bukanlah merupakan
peftanyaannya yva atsu tidak, melasinksn merupakan pertanyasn
lebih ataun kurzng. Weber menunjukkan hal ini dengan
wenyebutkan dua kasus marginal, mengenai hukum yang dijamin
secars pakss daslam sustu kasus alst penegak hukumnys
bukanlah =uatu badan khasas, terdigi dari sewmus angdota
magsyarakat, dslam kasus yang lain petugas penegaknys  bukan
SD&£U badan vang netral, yvang terdiri di ates semus pihak
melainkan terdiri dari snggota-asnggota helompok vang
beraso@ﬁazi dengan galah satu pihak (Weber dalam A.A.G.
Peters, 19688, 375).

lingkapan Weber tersebut di atas menjadi kenystasn
Secéra empiris tentang penegak hukum di  Suamaters Barat,
khasusnya Kotamadis Padang. Adanva pranats  sosisl sébagai
lewbaga penegak hukun vang berasal dari pemerintah vang
berkuass bertujusn menertibkan pelanggaran terhadap
peraturan-peraturan daerah, jugs melakssanaksn kKontrol sosial
tetapi hanys  terbastss pasda  peratursn-peraturan daerah,
tetapi ada sisi lain yang menarik untuk dianaslisis, yakni
ads bebsraps sturan-sturan vsng bersifat wmemskssa berlakunys

clan diatur dalam =sturan-sturan vang berlskunys secars  umam,
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Serts wewenasng penegakan hukumnya lebih berkompeten
dilshssnsken oleh badan stasn lembsgs netrsl vang bertindak
mnelaksanakan kontrol sosisal dan menpunyai scars vang
bersifst formsl (Polisi).

Seperti telsh diketshui bahws birokrssi stzsu * lembags
vang berdiri ztsw lszin perkatasn lembsga yang dibentuk oleh
pemnerintah vang berkusss, dslam pandangan sosiologis
menjadikan huohkum berfungsi untuk ssrans englneering sosisal.
Sslsh s=atu lembags vang dibentuk pemerintah adslsh Polisi
Pamong Praja vang bertugas menjaga ketentraman dan
khetertiban. Dari ha=sil wawsncsrs, dapst disnslisis bshwa
secars ttidak langsung pamong praja dslam melsksanakan
‘;enegahan makm telah mewbust hukum sebsgsil ssrsns perubahsn
sosial (engineering social)y. Membuat perilsku tersendiri
dengsn ciri-ciri kherakteristik tersendiri serts mewmbust
teknik dan taktik penvelidikan yang berbeda dengsn Polisi
dalam sistem peradilsn pidans.

Melaluli pendeksatan dari sudut birokrasi (organisssi)
Chambliss den Siedman (Chembliss dan Siedman dalsm Sstjipto
Rahsrdio,1986:73) menvelidikl diskrepansi vang terdapat pads
huakum dalswm peratursn dengasn bekerls hmkuom dalam mssyarskal,
Di dzlam mengsnslisis penerspan hukum peads masyarskst yang
kompleks, Chambliss dan Siedman wenystshkan, bahws ciri pokok
vang membedskan masvarakst primitif dan transisional dengan
mésyarakat kompleks adslah birokrassi. Massvsrshkst modern
bekerjs melaluil organisssi-organisasi ysng disusun secara

formal dan birokrasi dengan mahksud untuk mencapsl

112



rgsionsalitas secara maksimal dalam pengsmbilsn  keputusan
gserts efisiensi kerjs yang berislsn secars otomelLis.
Demikian puls hukum di dslsm wssyarakst modern tidsk luput
deri pengsrah birokratisesi iin. Diciptaﬁanlah diferensiasi
dalam Tungsi-fungsl dengsn wasing-masing mendapathan

tugas—-tngasnya sendiri veng meliputi berbsgai segi

bekerijsnys hnkuwm. Diferensiasi dalsm fungai-fungsi serta
venetapan tugas-tugss vang harus dilaksanshan
ditetspkan dealsm peraturan—-peraturan hukum. Setiap

linghkungsn pekerjsan vang tersusun dalawm organisasi itu
bekerian dengsn tujunan vang telah ditentukan. Tujuan-tujuan
ini ditetspkan dzlsm ketentusn hukum positif sekaligus jngs
menentukan hubungan antars organisasl vang satu dengsn vang
lainnya.

Keﬁoli&ian diberi tugss untuk mensngesnl pelanggsran
huknm, keiszkssan disusun dengan tujuan untuk memperziapkan
pemeriksean  perkars di depsan pengadilsn, dan demikian
seterusnyas dengsn setisp penyrsunan orgsnisasi di dalam
ranghs penyelenggarsken hukum. Sekalipun untuk masing-masing
unit orgsnisssi  itu telsh ditetspkan Ltujuannya gsendiri-
sendiri, namnn  setisp orgsnisasil  ituo  dapat mengalani
penggantian tujuvan (goals substitotion/goal-displacement).
Setisp orgsnisasi itw behkerja di dalam konteks sosial vyang
tertentu dan organisssi stsupun perorangan vang menjalankan
orgsnisssi  itn melihat, bahws menjalankan suastu kebljiskan
stau kegistasn tertentu dirasshkan lebih menguntungkan

dsripads menislanksn vang lain. Dengan demikian Chambliss

113



dan Siedmnan (Chamblizs dan Siedman dalam Satjirto
Rahsrdijo,1986:74% melihat adanya kecenderungan pada setiap
orgesnisasi untuk menggantikan tujuan-tujuan resmi
sebageinans ditetasphkan delsm persturan hukum dengan
kebijakan dan kegiatan sehari-hari vang dirssakan sakan
meningkat secars wmeksimal hkeuntungan vang diperoleh dan
menekan sampaiminimum hsmbatan-hawmbatan terhadap bekerjsnya
orgenisasl itw. .

Prinsip ataun kecenderungsn ini oleh Chambliss dan
Siedman dilihat pencerminannys di dalam administrasi hukom
pidens. Dizitu ovang-orang yang mengzlami penshanan sampail
dengsn penjatuhasn keputusan olen hskim adslah mereks vyang
disnggsp paling tidak mampn untuk menyawmbanghksrn sesustu sgar
tidak mengalami penindakan oleh hukpm._Di dalam kategori ini
terdap;t puls mereks yang spablla terhadapnya dilakukan
penindakan oleh hukun, tidak sksn menyebabkan timbulnya
.. gEangduan ‘ pada organisasi-organisssi veang menjalankan
penegakan hukum. Kedus penulis itu Jjuga menyebutkan praktek-
praktek  vang dilakukan atas dagsr pertimbsngsn pragmatis
sepagal suatn gub-culture organisasi bersangkut&n.
Sehubungan dengsn penewuan-penemian di stas dikataksn oleh
mereks, bahwa deskripsi tentang apa vang diperkirakan aksan
_ferjadi (vaitu sebsdaimans yang terisdi dalsm peraturany.
Sesungguhnys hampir tidsk menaniukken spa vang sesungguhnya
vang terjadi di dalam kenyatssn sehsri-hari. Aps  yang
sesungguhnysa harus kita perhatikan bukanlah hanys cetak biru
sisten hukum, tetapi Lingkah 1sku pars pelshu vang

sebenarnva (dalsm hal ini para pejabat hukum) dari haril ke
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heri. Dengsn demikian sps ysng dikemukshkan oleh Chambliss
dan Siedman sdslah kenvatsan vang sama juga diungkapkan oleh
Sholnick, spabils yang disebnt belskangan ini mengatakean,
bahwa di dslsm wmenjzlanksn pekerjasannys pars petugsas
kepolisisn mengembsngkan sendiri seperangkat norma-norma
informal atan sasas-asss vang tersembunyl sebagaé Trespon
terhsdsp hukom pidsns formsl (Chambliss dan  Siledman dalam
Satjiﬁ£o Rahardio,1986:75).

Berkaitsn dengsn has=il penelitisn di  atssg, secars
progresif dapat dideskripsikan dengan pendekatan teori dalam
sosiolozi hmkum vang dapat dihubungkan dengsan tindskan vyang
dilskuksn oleh Polisi Pamongpraja. Sepertl dinyatskan oleh
Radeliffe-Brown dengan mengsrtikan hukum sebsgail kontrol
sosial melslui penerapan sistematis kekuatan masyarakat vang
diorvganigasikan secsys politik (Radeliffe-Brown dalam

Satjiipto Rahardjo,1981:281). Mempelajari untuk memahanil

tentaeng “law-in-action” szms pentingnys untuk mengdetahi
“Jaw—in-books”. Anggspsn wmengenai beroperasinya hukum itn
tidak sepsisi  dengen  keadsan  yang sehenarnys terjedi

menyebabkan timbulnya perubsashan hukum dan nasyarakat., Titik
tolsk pernnlizsn  ysng biss dikembsnghkan adalsh teori vang
diungkapksn oleh Austria Eugen Erhlich, tentang hukum yang
hidup dalam masysrakst. Horms rakum negsra vang ditetspksn
oleh vang berwenang (pembuatb undang-undangy vyang terutama
menyanghui lhkepentingan. Kenegarsan merupsaksn politik  hukum
[neg&ra, sedanghkan veng hidup dan berkembang dalam masyarskab
dissmskan, Kessdsran huhum masysraksat (Erhlich dalam Sudjono

Dirdjosiswono,19883:86). Untuk melihat dan mewpelajari
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bekerjanyva hukum dalswm masyarskat, perlun melihst huokum
asebagal .instrumen urituk mengatur masysrakst (as a tool for
s&cial engineering) vang dipergunsakan oleh pembuat undang-
undang, hukum pejsbat pemerintah'selakq social engineering
untuk mencapal tujuan tertentu. Dengsn sliran Sociological
Jurisprudence mempelsjsri fungsi. hukum  dari segl 8Z8s
kemasyarakatan dan faktor-fsktor politik sosial serts
politik ehkonomi, wotif-motif psikologi dan faktor kepufusam
yéng non yuridis (ajaran dari Roscoe Pound).

Ajarsn dari Roscoe Pound tersebut mendekati kenyataan
terhadsp tindskan-tindakan vang dismbil polisi pamong prajs
Kotsmediz Padang, dimanz tindskean rakumnya sebagal salat
untuk mengatur masyarakat (sebagal sarana untuk mengatur
masy&rakat*). |

Menurut Parsons tindskan itu secara logis menyanghut
beberapa hal : 1), Tindeakan mengisyaratkan sadanya pelaku,
2. Tindakﬁn harns sda tegursn. 3). Tindakan harus dimulail
delasm situasi. 4). Situasi yang tidak bisa dikendaliksn oleh
sipelaku dan situssi yang wizs dikendszlikan oleh pelsku.
Pengetahuan mengenal hal ini sdalsh perlu bagi pemahaman

%Di Indonesiz, Prof.DR.Mocktar Yusumaatnadia, telah mesbangun teori hukum pesbangunan yang gibangun
¢i atae teeri kebudsyaan dari northrop, teord orientasi kebijaksanean|{policy-oriented) dari
Mc.Duugal dan laswell dan teori Roestoe Pound. Merurut Mochtar, tukue serupaksn keseluruhan asas gan
kaigah-kaigak yang mengatur kehidupan ganusia Balap mesyarakat jugs mencakup lembags-lesbaga (insti-
tuticn) dan proses-proses {procesess) yang ewujuskan berlakunya kaidah delas masyarskat {kenyataan)
Teori Hukoe Pesbangunan Hochtar lebih serupakan tranciorsssi dari hukesnys sendiri, ditambah dengan
transiorassi dari hukuy Roescoe  Pound, Tetapi hal yang cangat penting diberi perhatian adalah
pentransforsasikan teori hukum Pound. Mochtar demgan sangat ketat menyatzkan bahwa iz menolak  konsep
gekanis dari konsepsi "Law as & tool of social ergineering” dan harenanya menggantikan istilah alat
{a {pul) itu dengan istilah sarana {iihat.Lili Rasjidi,{993:126},
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Jalannya tindakan yang nyats. Apz vang esensial bagi konsep
tindakan islah bahwsa harus ads auaﬁu vorientasi normatif,
Bukan berarti bahwa ini harus dari tvpe tertentu (Parsons
.dalam Peter Hamilton, 1870;74).

\ Untuk lebih dipshami tindakan tentang teknik dan tsktik
penyidikan  yang dilakukan oleh Polisi Pamongpradia maksa
magyarakat harus dilihat sebagsi sushbu sisten sepertl vang
divnghkapkan oleh teori struktural~fungsional, vyang terdiri
dﬁri bagiénwbagian vang saling berkaitan dan sszling pengsruh
mempengaruhl secara timbal balik. HMeskipun integrasi sosial
tidak aksn vpernah dapat dicspai secars sempurns shkan tetapi
secara  prinsipil sistesm sosial selalu cenderung untuk
bergeralk ke arah keseimbsngsn vang bhersifat dinamis.
Disfungsionalisssi, ketegasngan-ketegangan dan penyimpangan-
penyimpangan  selsaln  terjadi, sksn tetapi  dalsm Jangka
panjang keadaan 1ni akan dapat distasi melslui penvesusaian-
penyvesuaian  dan proses institusionalisasi. Perubshan-
perubahan secara drastis hanys terjadi pada bentuk luarnya
saje, sedanghkan unsur-unsur sosial budays  yang wenjsadi
dagarnya Eidak benyak mnengalami perubahan-perubyshan.
Perubshan-perubahan sosisl terjadi melalui tigs kemunghkinan
vaitu : penyesualan-penyesusian  oleh sistem wmosial itu
gsendiri terhadsp pengsruh dsri lnar (extra-sistemik—change),
perubahan-perubahan melalui proses diferensiasi  struktural
dan  fuangsional serta perubszhan-perubzhan karensa pensmnuan -
penemzan  baru oleh anggota-anggota masyarakat ity  sendiri

(Ronny . H. Soemibro, 1884 : 32).
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C. RKharakteristik Pekerjaan Polisi Pamongpraja Sebagai
Penyidik Dalam Melaksanakan Upaya Paksa.

Sehubungan dengasn khsasrakteri=stik pekerjaan polisi
pamong predsa terlihat dari hasil penelitian melalul
WaWaENnCsY 8 dengan Waks sat-pol Pamongprajs.  dasar
bertindaknya wpolisi pawmongprais adalah peraturan-peraturan
degerah vang berssngZhuoitsn dengan kewenangan tugasnya dan
tugss tersebunt diperkuat dengsn surat keputusan Menteri
Kehakiman No. U04/07/1984 tentang Buku Petunjuk lapangan
tentang penyidik dan kewensngannva, bahwasanya penyidik
pegawsl negeri sipil kewensngannys terletsk pada undsng-
undang vang mengaturnya, penyidik polisi kewenangannya
terletsk Cdidakesm hetentuan KUHAP dan UU No.28. Tahun 1997
tentang Kepoligian.

Berbicars dalsm hontehks permssslshsn  den persoslan
tentang karskteristik poli=zi pada amamnysa dapsat di
tlustrasikan dengsn pandangsn Bitiner, bahwa Seseorsng
Bolisi dungs bukan secrang ilmuwan vang senantiasa menyimpan
sikap hecurigaan ilwmish dan wmempunvasi keinginan tahu  vang
hesar terhbadsp segalsa segi dari masalah vartg dihadapinyvsa.
Delsm hel inl =seorang polisi bukanlsh shli s=sosiologil stau
kriminologi yang senantisss azksn mengamatl dan menanyakan
setuntazs-tuntasnya mengenal sebab-sebab serta latar
belak&ng seseorang vang melskukan kejahatan. Barangkall pars
ahli ini =skan menghubunghkan sebgb—dgbab tersebut pada
kétiagaan keknassan  soslial dsn ekonomi  dalam masyarahst.

Tetapi, bagi polisi hal-hal dsn hubungan seperti itu tidak
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menjadi VrNSANTYA, dan karena itu tidak periua
diperhatikannya. Pekerjéannya acdalah untuk mengontrol
kejahatsn (Bittner dalam Satiipteo Rahardjo, 1983; 100). Hal
ini werlaku untuk sewos perbuatan dan  perilaku vang
nenyimpang dalam masyarakat( termasuk perbuatan g-gusila).
Pengamatan (observasi) vang dilskukan terhadap polisi
pamongprais  Lentang pewberantasan kemaksistsn di Kotamadya
Padang, ads beberapsa kharskbteristik yang menonjol, antars

lain @

1. Tentang penerimasn laporan, laporan yang diterima
berassl dari pemuks masyarakat. (R¥, RT, Lurah atam
Kepala Dessz), jadi tidak seperti laporan atau
pengaduan  yang diterima polisi, dapat dilskukan olah
semua orang untuk melapor.

2. Kesepakatan untuk melaksanakan upaya paksa terhadap
perbustan s-susila, bsik itn ditempat- tewpsf umum
obyek-obvek rekreasi, hotel-hotel, penginapan, wisma
dan loswen-losmen oleh Sat-pol Pawmongprajs adsalah
melalui kesepakatan Tungkua Tigo Bajarangan.

3. Hembedskan tempalt penggrebekan (rszia), sntara hotel
berbintang dengan penginapan Melati dan boleh
dikatakan polisi Pamongprsia cenderung melakukan upaya
pakza pada tempat-tempat melati.

4. Henvamarsabakan semua Kasus  vang  dijumpal, tanpa
mempelajari dan menganalisis, apakah kasus tersebutb
masik dalaw ruang lingkup (batas-batss) Peraturan
daeralh atau sudah merupaksn pelanggaran terhadap
ketentuan hukum pidsna (perbuatan s-susila yang disatur
dalam KUHE).

5. Keberhasilan kerja Sat-pol . Pamongprajs, ditandai
dengan pemeriksaan dan  penyelesailan kasns vang
dilahkukan melalui ypensnghsapan, penggeledshan dan
pemeriksaan surat-surat terhadap kasus a-susils
(maksiat), di satu pihak {masyarakat) mendukung proses
dan  prosedur 3at-pol Pamongprajs tersebut, karena
1atar belakang sosio-kultur mssyarakat Sumatra Barat
(Minangkabau), di lain pihalk, pribadi yang Tersanglut
dslsm ksens (pelaku)), merupakan penjatuhan woral yang
sangal, berlebihan (hak asasi) daril proses dan prosedur
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vang dijalsnkan oleh poligi pamongpraja {terutama
pemanggilan kedus orang tus, istri, svawmi dan HNimik
Hamak sosio-kultur) ke kantor Sat—pol Famongpraja.

Dari hasil pengamatan (observasi) tersebut terdapat
fenomena-fenomens Lerhadap perabshan-perubahan masyarakat
dan ftwkuwm. Di dalam optik sosiclogi merupakan sgatu obyek
sosiologis yang menarik untuk  diswmati, terutama  tentsng
karakteristik-karakteristik itu akaﬁ ménimbulkan fenomena-
feﬁomana vang mewmbswa perubshan sosial di wmasyarakat untuku
bisa wemahaminya.

Bila dizwsii lebih landjut polisi pamongpraja  Jugs
mernpakan  sustu  lembage-lembaga Hukom, walaupun terbatas
pada  raang lingkup peraturan-perasturap daerah, tetapi padsa
prinsipnys  mengemban tugas wewujudkan tujuan-tujuan hinkum.
Tujuan itu 5efing diramuskan mewuniundkan dsn menciptaksn tshta
tertilh dalsm masvarakst. Dengan demikisn, wmaka aps vang
disebut sebsgai  Lembaga polisi  pasmongpraia  ito adslah
pengorganisasian  kegiatan-kegiatan untuk mengemban  Lugas
sedemikisn  itn. Berssma-ssems dengsn lewbsgs  lainnye, waka
Sat-pol  Panongpraia men@éﬁﬁembangk&n hehidupsnnys sendiri,
dengsn demikian terbentuklah sewmscam lingkungan kebudayaan
sendiri sekitsy organisasi-organisasi tersebut.

Gebapsi sustu organisssil yang disusun secara ragional,
maks polisi pamongprajs jugs tidak  lupat dari melakukan
tindahan-tindakan vang didassrkan pada pertimbangsn-
pertimbangan vyang lazim dilskuksn oleh organisssi polisi
pamongprsais bLersebul. Henurut Prol .Dr.S%atjipto Rahardjo,

pertimbangsn-pertimbangan ragsional itu adalab
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i. Berusahs memperoleh hel-hal vang menguntunghkan
organisasinyas sendiri sebanyak mungkin.

2. Berusaha untuk menekan sawmpai  kepads batas-baltas
minimal beban-beban yang wnenekan pada organisasi
(19865:685).,

Apabila diikuti perkewbangan yang téerjadi dalam lembaga
polisi pamongpraija, meningkatnya beban pekerjéaﬁ ‘ vang
Qiemban, alkan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam
organisasi penyelesaiannys. Pada waktn membicarakan masalah
organissai, telsh disinggung bahes organisasi itu selaly
menpunyai tujuan. Hal yang menarik untuk ditonjolkan disini
sdalah bahwa organisssi tidak hanys wempunyai tujusn formsal
melainkan Jugs tujnan informal. Pada waktu ditunjukkan,
bahwa organiessi bekerja dalam masyarshat dan  oleh karena
itn terdapat hobungan vang erat antars keduanya,-yaitu dalam
hehtuk asaling mempengsarubi.

Tujuan Orgsnlasssi dirumuskan secars formal dan
mefupakan bagian dari struktur organisasi itu. Dari  tujuan
itn diketshui apa ysng dikehendsaki dan ingin dilakukan oleh
organisasi  itu dalam masyarskat. Apablila kita berbicara
mengenai  organisasi  penegakkan hukun waka dari tujuasnnya
aksn dapat diketahui petunjuk-petuniuk wengenai bekerjanya
organisasi tersebutl. Organigasi  itua didirikan untuk
melakukan sesuatn  dan melskuakan sesustn itu tentulah  di
arahkan kepada suabu  toujusn  tertentu. O0leh Lkarena itu
spabila kits ingin wenganaliss tinghkab Lakn suatu organisasi

penting\ unkbuk menperhstikan tujuannya {Satjipto
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Réhardjo,1983:58). Penegakkan hukum wemang dilskuksn oleh
orﬁng—orang, tetspl segera harus ditsmbahkan disini, bahwa
penegakkan hukun zdzlah Juds suaﬁu hegiatan organisasi,
dengaq demikian, makz tindskan orang-orang tersebut tidsk
biss dilepsskan  dari organisasi Lempsat merekﬁ "meniadi
snggotanya.

Tujusn organisssil (termssuk polisi pemongpraja) di
dalam penegakan hokum buksn menentuken Dbagaimana tingkah
1sku kharshteristik pekerjsannys. Hzl ini disebabkan hkarens
polisi pamongpraja (organisasiy itu harus hidup d4i tengah-
teﬁgah nasysrakst dan melsysni masyarskst tersebut melalul
penyesuaiﬁypenyesuaian. Olen Chambliss dan Siedman proSes
penyesnaian menimbunlken gejsls vang disebnt éebagai GFoal
Substitution dan Goal Displacement. Dalasm Goal Substitution
wsks tujinsn yang formsl digantiksn oleh kebijakan-kebijakan
dan langkah-landkah yang skan menguntunghkan organisasi di
satn pihsk dsn di l=in pihak vang meneksn sedapat mungkin
sncaman terhadapnya. Pade Goal displacement tujuan—-tujuan
orgenisasl yang sudsh diterims dan disetnjul ditelantarksn
dewi tujusn ysng lain (Satiipto Rehardio,1883:58).

Munculnysa rharakteristik pekerjasn Polisi Peawmongprsala
aebsgai penyidik, dilatar belsksngi perilaku penegakan hukum
vang dilsksanaksn. Menurut Weber penegaksan rakum mempunysi
tahap-tahap perkembangannyva, kecenderungsn umait perkembangan

mhkowm modern sdalah untuk menjadi mekin rasional,
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perkembangan itu wmelslui tahap-tahap sebagail berikut

B

Pengedsan rukum melslul pewahyuan { revelation) secars
wharismatis. Dalam istilah Weber, pengadaan hukum
SEeCaYE demikian itu terjasdi wmelalul apa vang
disebutkannys "law prophets”. Weber berpendabét, bahwa
cars pengesdaan hukum seperti inilsh, ygitu melalui law
,prophets, vang bensr-benar dapat disebut sebagail
pengadsan hokum vyang hkrestif, vaitu menclptakan
sesustn dsri nol. Pengadasn hukum seperti dilskukan
oleh hukum, bagaimanapun originilnysa, tetaplah

bertolsk dari ksidash-kaidah hukum yang ada sebelumnnysa.

Penciptasn dan penemaan hukum secars empiris oleh para
legal honoratiores, valtu penciptaan hukum oleh parsa
Kantelarjuristen (Cantelary Jurisprudence)y. Cars ini
mengandung suatu seni dan ketrampilan untuk
menciptakan dan melskuksn inovasi hukum. Di sini dapat
di lihat, bahwa tahap ini Weber wenunjuk padsa
pengadaan  hukum  yang tidek begitu saja Jatuh dari
kesdasn entah berantah, melsinkan hukum yang tercipta
melslni teknik-teknik dan ketrampilan tersendiri.

Dalam penciptasn ini ia terilhkat dengan preseden.

Pembebanan ( imposition) hukum oleh kekuastan-kekuatan

sekular dan teokratis.

Tshsp vang teraskhir adalash penggarapan makum secars
sistemgtis dan penyelenggaraan hukum yang dijslankan
SEeCHsYs profesional oleh orang-orang mendapathkan
pendidikan hukum secara  1lwmisn dann logis formal.
(Weber dalsm Satiipto Rahardjo,1883:;39)

Deri ursian 431 muka dapat diketahuil, bahwa masalsh

penegakan hakum erat hubhungannys dengsan peringksat
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perkembangan dari pengorganisasian sosial, atan oleh Weber
disebut dengan istilsh dominssi. Carm-csrs dan  kharakter
penegakan hukum pada sustk masa  biss berbeds dari
venyelenggarsannys pada mass yang lzin, buksn karens tanps
sebab, melsinkan karens kesdaan nasyarakat berbeda.juga.

Hart(3stiipto Rehsardjo,1983:403 Jugsa memperkust
perbedssn secars dikhotomi yang menghasilkan dus macam
mesvarakst yang mempunysl cars-cara penegakan hukunnya
sendiri-zendiri. Melsluil kehidupan normatif tentang
mesysrskat, yasitu yang didsssarksn psds primary rules of
obligation dasn pads secondary rules of obligation. Padsa
pfimary rules of obligation penyvelenggarssn dan penegaksn
hukuwmnya tidak wmengensl peraturan terperinci haﬁya mengenal
astandsr tingkah 1lsku serts tidask =ds  spesislisasi  dan
diferensisalisasi badan-badan penegak hukum. Kalan
diperhstikan Sat-pol pamongprsia terdapst pads transisi
primary rules of obligation, tidak memppnyai spesisligasi
desn mempunysi perbedssn dengan badsn-~badsn lainnya.

Salah sstn ciri pernegskan hukum dalam masyvarskat modern

veng disnggsp menoniocl adalsh sifat birokratisnys, demikian

menurnut Chembliss dan Siedman szerts Weber (Satiipto
Rahsrdio,1983:45). Pols penegshan hakum birokratis
merupakan jawaban masyarskat modern terhadsp tantangan untuk
mengsmbil keputusan-keputusan dengsn tinghkst rasionallitas

maksimal, tetapi Weber menambahkan adanya kecenderungsn dari

]

3
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perkembangsn hukum modern meniadi Tormal rasional, tTetapi
juga menunjukkan tedensl yang sntl Tormzalistis. Keadsan yang
cukup  bertentangsn tersebut dijelasskan dengan mengstakan,
bBanwe perkembangan kuslitas formal dari hukum_ justru
melahirkan antinomi-sntinomi yang aneh.

Pandangsn dari Weber yvang dinyatsken terakhir inilah
yvang muncul dalsm penegshkan tukum di Kotamsdia Peadang sntsra
bédan—badan penegak Hukum kepolisian dan badan penegak hukum
polisi pamongpraja, sehingga perilaku vang mempola, vang
dipunvai oleh polisi herdasarkan pada éuatu ketentuan ataun
sturan yvang definitif sifatnya menjadi bergeser kepada susatu
tatanan yang wmembualt suato kharakter tersendiri pasda polisi
pémong "prajs seperti beberaps perngamatan yéng peneliti
ungkapkan di atas. Cara kerja dari .polisi pamongpraljs,
secara umum diterims masyarakat, tetapi sebagisn kecil
masysrakat juga mempertentangkan, dasn pertentangan itu bukan
dalam arti prinsipil dari pemberantasan hemsksiatan, tetapl
lebih banvak tonjolannys pada carsa pemberantasan vang
dilsksanahkan oleh polisi panondpralia. Merehks yvang
mempertentangkan hal tersebut terdiri dari kslasngsn prakiisi

hukum di Rotamadis Padsang.

D. Keunikan Penyelesaian Kasus-kasus Setelah Dilaksanakan
Upaya Paksa ODleh Polisi Pawmongprala Dengan Cara
Penvelesaian RKasus-kasus 0leh Polisi Polri
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Mernurut Prof.Dr.Barda HNawawl Ariéf, masalah sgentral
dari huﬁﬁm pidanz adaslah terletak psdea masalah seberaps jeuh
kewenasngan/kekuassan mengatur dan membatasi tingkah lakn
ménusia (warganegsarsa,/ wmasyarahat/ peljabst) dengan hukum
pidans (1994:16).

Pandangan Prof.Dr.Barda Hawawil Arief itu
mengisfaratkan kepads kits, begitu rumitnya sdministrasi
gsistew peradilan pidana (Administration of Criminal Justice
System) . Dengsn =sustuy msta rantal vang dimulal dari
penyidiken oleh polisi, masuk ketangan jakss untuk disjukan
benuntdtan serts  selanjutnys di gelar sidang oleh hakim
sampai ke lembsgs pemssysrshatan. Tlada satu kasuspun luput
dari pantauan hukuwm pidana, apakah itu namanya perilaku
penyimpangan vyang disebut pelangdaran ataupun &ang disebut
dengan kategori perbustan kejahatan, tetapil walaupun
demikian ads kasus-kasus vyang tidask ssmpal digelsr ke
pengadilan karens adanya kebijakan (diskresi)y d=a=ri sub
sistem perazdilan pidans (polisi atan lembaga lainnya). Jadi
dengsn demikian masalah dasar hukuw pidans terletak di  luar
tubungen tukum pidans  itw  sendiri, veitu pads masalsh
mbungan kekuasaan antars negara dan Wargsa masyarakat, Jadi
perhubungan  dengan  konsep nilail {pandangan/ ideologi)
sosio-filsofik, sosio-politik dan sosio-kultur dari suato
masyarakat.

Untuhk mengganbarkan hasil penelitian heunikan

penyelessian kasus-kasus setelah dilaksanakan upaya paksa
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oleh polisi pemongprajs dengan csra penyelesalian kasus-kasus
oleh polisi Polri, perlu diungkapksn sebagail ilustrasi
tentang penvelessian kasus-kssus oleh polisi polri, teruntams
M
sekali tentang penvelessian dan proses pemeriksaan kasus a-
susila (maksiat). Polisi pada hakeksatnya seearé.'ndrmatif
sdalah pengendsli sosisl dan penjsgas status gquo nukum
pidsna. Setizp kali terjadinya sustu perilskue penyimpangan,
polisi asksn melskukan proses dengsn prosedur pekerjasn vyang
telah ditunjuk ocleh undang-undeng untuk hal semscam itu.
Polisi vang semula merupakan gambaran umum dari penjagsa
fkeamanan dan ketertiban menggerakksn salah satu  satuan
fungsinys vyskni ssatuan fungsi reserse. Untuk wmelskukan
penyidikan dengsn mempergunakan upaya pakss, ménangkap dan
menahan serta wmelakukan proses pemefiksaan terhadap si
pelakn mengumpulken barang bukti, membuat Dberita sacara
pemerikssan melanjutkan (mengirimkan) kepada Jaksa untuk
disdshan penuntutsn. Tujnan diberlskukannya tugss sepertil
itu sdalah untuk melindungl harkat dan martabsi manusia dari
gangguan—gangguan perilaku lembazgs yvzng tidak bertandgung
jawab. Selaniuntnys dalsm ketentusn acara pldana jugsa
ditegashan tentang hkoordinasi dan pengewasan terhadap
penyidik pegawai negeri sipil yang wmelakukan penyidikan.
Tidak terkecusnli polisi pasmongpreja vang dalam lembags
pemnerintah 1tu sads bebersps orang penyvidik pegswal negeri

sipil.
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Hazil tewmuan penelitisn méngungkapkan adanya keunikan
Lerhadap .penyeleﬁaian kzsug-kasus oleh polisi pamongprajs,
baik melalui hasil wawancars maupun melalui hazil pengamatan
terlibat (Observation Participant) dan pengamatan tidsk
terlibat (Observaltion noir Participant). (Réngy‘ H.
Soemitro,18990:65).

Dari 208 pelsku vang diduga melasknksn s-susilsa selang
kurun  waktu April 1996 sampai Juni 1897, terdapat Wanita
Tuna  Susila (WIS di dalamnys 85 orang, sisanva pasangan
muda—mudi, pasangan perselingkuhan (perselingkuhan dengan
istri orang, perselinghknhsn dengan suasmi orang lain) dan
banyak lsgi vang lainnya. (Sumber Data: Polisi Paunong
prajial.

Cara penvelesaian kasus sntars lain dilakukan dengan :
1. Terhadsp Wanita Tuna Susila (WTS}; gsebanyak 53 orang

dikirim ke panti rehabilitssi Andam Dewi di Sukarami,
sedangkan sisanys sebanyak 12 orang disershkan kepads
pihak keluarganya melaslui proses dan progsedur di
Kantor Sat-pol pamongprais dengan proses dan proseduar
sebagail berikut :

aﬁ pemanggilen  terhadap orasng tua/pihak kelusrgs si

pelakuy untuk datang wenghadap ke kantor Sat-pol

pamongpraia, sehubungan perilaky perbustsn s-susila
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'yang dilskubkan oleh =i pelsku vang tertanghkasp oleh
polisi pawmongprais

Membuat surat perianjisn dihadspan orsng tus, pihsk
keluarga, Waka Sat-pol Pamong Prajs, sgar si pelakn
untuk tidak mengulangl perbuatsnnya di  wilavah
Kotamadia Padang.

Surat perjanjian tersebut dijsdikan arsip oleh
polisi pamongpraia. '

Bagi wyang dikirim ke Panti Rehsbilitasi, poli=i
pamongpraja bekerjasams dengan Departewmen Sosial
untuk wmelakukan pewmbinaan terhsdap pelakua.

Penggunaan uapays pakss oleh polisi pamongprajs  pada

tewpat-tempat vang antara lain

Q.

B

.

Hotel Bungus Beach

Hotel Carolin

Penginapan Krnock f[nn
Hotel Kartihka

Music Hoom Palsnta Garden
Hotel Bawmudra

Hotel Aldills

Wiams Dangau Mande

Hotel Benyamin II

Hotel Survs

Hotel Parmin

Warang Kelawmbn (Warkel)
Wiswma Saleh

Restoran Rembulan (Marina)
Panti Pijat Tanjung

FPanti Pijat Biby

Hotel Bandung

Terhadap pasangan muda-mudil, perselingkohsn baik

dengan istrl orang lain, maupun dengan svani orang

tain., Penvelessian dsasn pemerihkssan  kasus  dengan

cars
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a. HMembaws pelaku dengsn mobil patroli ke Kantor
gsat-pol Pamongpraja beserta barang bukti, berupsa

pakaisn daleaw =i pelaku.

b, Hemanggil keluargs pelaku, orang tua bahkan mamak
{(panggllan kehormeitan terhadap adik atsn  hkaksk
lelaki dari ibu dalam strata sosio—kulﬁurﬁ Hinang
Kabau) untuk dibina oleh orang tua, pihak keluarga

atau mamak dari pelaku.

¢. Dihadapan pihak keluargsa, polisi panongpraja
menbuast gsaral perjaniian untuk si pelaku,
bermaterikan tidalt  akan mengulangi parbuatan

tersebut,

d. Salinan surat perianiian tersebut untuk arsip

polisi pamongprais.
Heunihan renvelegalan kasus-hkasus oleh pdljsi pamong
praja  ini  wanecul, pada wakty dihubungksn  dengan  sisten
peradilan pidana, terutamz dslam ketentusn acara pidananya,

terdapst indikasi penviwpangan yvang sntara lain

1. Kewenangan menerima Jlaporan atag pengadusn, sering
datangnys dari penuka wmasyarshkst (RT, RW atsun  luxah)
dan  tidsk mengenal pengaduan dengan delik aduan
relstif dan delik  aduan absolut  dalam perbuatan
a-susila.

2. Melakuksn uapava pshkes tanps dilenghkapi oleh surat
penanghkapan, surat penggeledshan vang diketahui oleh

pengadilan,

3. Mempunvai kecenderungan melakukan hkoordinasi dengan

Kodim (Garnisunl, Departemen Sosial daripads
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roordinasi dengan Polisi POLRT.

4. Munculnvsa penyvidik pedsvwsi negeri sipil, selain
penyidik Polri adslsh adanyas anggepan bahwa kssus vang
ditangsni bersifat kbhnsusg, oleh karena penyidik Polrid
tidak Dbegitn menguassi bidang kejahatan tersebut,
wmpamns  perbankan, perpsiskan, listrik, 1aut atau
perumka, telapl wempunyal hubungan koordinasi dengan
polisi

5, Materi Kasus : Polisi pamongpraja kurang wmewmahami
tentang perbuatan dengan kategori melanggar kesopanan
stban  kategori pelanggaran sasila  (seperti perbustan

zinah, perbustan cabul dsn lain-lain sebagsainya).

5. Hengadsakan svatu terchosan, melaluil sistem pendekatan
masyarakat Lanps melalul sistew peradilan pidana. Hal
ini dibuktikan dengan tiada satu kasuspun sawmpai ke
pengadilan.

7. Hembuat snstu penvelesalan dalam beotuk lain  Lterhsadsp
kasus-kasus s-susils dengan slasan pembinsan  terhadap
masyarakat dan sering penvelesslan hasus-kasus

tersebnt berakbhir dengan perjodohan i depan Sat-pol

Famongpraja (semacan lembaga Vang mengatur

periodohan),

Keuanikan proses dan penyeleséian. hasus—kKasus oleh
polisi pamongpraisa, masyvarskst pada dasarnya menerims
perlakaan-perlakuen vang diwmuanculkzn oleh pollsi panong
prais, terutasms dari kalangan pemuks masyarakst vang terksit
dalamn sosio-kultur Minang Kaban yakni Tungkua Tigo Sajarangan
(Ninik Mamak., dAlim Ulama serta cerdif pandsiy. Wawancsra

dengan Minik mamak, berdassrksn pensrikan samnpel secsrs bola
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@slju bergelinding (Snow Ball sampling) dengan mempergunakan
pengambilan sampe i secara  sederhana (Limple Cluster
Sampling) wenuju hkepada kelussan kewencshupan rentangan
informasi. Dimnlsi dari ketua Lembags Kerspatan Adst  Alan
Minanghkaban (LKAAH) diwakilil olehl bapak Drs. Bani Amin.
He=sil wawancars dengan ketus LKAAM, pada dasarnya mendukung
proses dan penyelesaisn kasus-kasus kemshksiztan dengan latar
belakang penantanan atau pengamatan dari ninik mamak
terhadsap obyek-obyek wisatsa, terutama s=sepanjang pantai
Padang vang pada sore hari dan malsm  hari memberikan
pemandangan vang tidak baik, seperti mobil-mobil hergoyvang,
pasangan muda-madi vang sedang herbust  tidak senonoh di
tempat-tewpst vang sepi. Berdasarkhan peristiva  tersebut
ninik mamak menyvarankan kepads pemerintabh untuk memberantas
perbuatan-perbustan itua.

Hasil wawsneara dengan Alim Ulama, dalam hsl 1ini
wawancar; dilakukan dengan Ketua HMHajelis Ulams Indonesis
cabangd Padang (MUI-FPadang), Bspah Aguslir Huor, Dapat
diﬂimpulkan bahws menurut sgama bagslimans pun bentuk
ﬁémakﬂiatan adalsh menodeil agsme dan perasssn  sgama. Oleh
karena ity MUI mendubkung proses cdan penyvelessian Rasus-kssusg
kemakaistan oleh polisi pawongprais. Ditambshkan oleh MUI
bahwsa perbuatan maksiat itu melanggar kesusilaan, sapslagi
daerah Kotamadia Padang sebagai daerah vang wmenjuniung
tiﬁggi adat-istisdat, perbustan tersebut mewmbust malu
masyvarakat sdat Hinang Kabau,

Walsupun ada dubuongsn  wmoral dari Tanghku Tigo
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Sajarangan, tetapl tidak seluruh 1ap‘san'masyarakat menerins
perlakuan vang demikian, terutama vang datang dari praktisi
hukuow (pengacara). Dalawm hal ini wawancars dilaknksn  dengsan
lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LEBH), peneliti menentukan
sanpel LEBH-Trisula, Lembsgs Bantuan Hukum (LBH): Cabang
Padaég. Haail dari wawancsra dapat diungkspkan sebagai

berikut

1. Penggeledahan terhadsp kazwer-kamar hotel, penginapan
dan losmen oleh polisl pawmongprajs tidak dapat
dibenarkan oleh para praktisi hukaw, karenz tidak ada
dasar yvaridisnys dan  cenderung . melampauil hatas

kewensngannya sertas melampsn btugas veng dijslanksnnyz.

2. Polisi Pamongpraisn ssbalknya kembali ke pokok tugas
dan wewernsng vang distur dslam  surat heputussan

Walikota tersebut, karens pelaksanaan tugas dan
wewenangnya termasuk wmembedszkan pemeriksasn  tempat
antarsa hotel kelas melsti dengsan hotel kelas

berbintang.

3. Tidak menvetuini pemerikssan  orang  (pelahu) clan
penggeledahan  serts penyelessaian  kasus  di Kantor
FPamong Prajs, karena tidak adsa slasan hukumnya serta
kasus vang diselessikan, sebensrnys merupakan unrusan

tngss dan wewenang Polisi FPolri.

4. Ysng dimaksud dengan penertiban oleh polisi pamong
praja itu apa, bentuknys bagaimans (sebagal contoh,
orang tidur di hotel, tidak =add kewsnangan polisi
pamongprais menertibken. tempst diskotik, apanya  vyang
harus ditertibkan, hostess-hostess yvang bekerjs di

diskotik tersebut, terbatas melaysnl tama-tama  untuk
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santai, bukan untuk buka-bukasn serta bukan untuk
melakukan hubungan seks langsung di ruangan diskotik
tersebut.

5. Dari dua orang klien ysasng mengsdu ke LBH dan  LKBH
untuk menuntut Polisi Pamongprais, (karena mereks
diperass di  Kantor Polisi Pamongpraja (klieﬁ LEBH-
Trigula) serta  seorang wanits vang Lidsak bilsa
menperlihathkan gsurat niksh, karens berasﬁl dari
Propinsl lain {(HMedan), kemudian diperlakukan secars

tidsk baik di Kantor Polisi Pswongprsia.

Berkaitan depgan hasil penelitian tentang keunikan
peﬁyeles&ian kasus-kasus oleh polisi pamongpraia, maks dapat
disnalisis, Dbahwasanya penegsakan hukvm yvang dilakuksn oleh
polisi pamongprals, merupaksn  perlussan wawasan dari
pengertian  penegakan hukow, sepertl diungkapkan oleh Prof.
Soedarto, kalau penegakan hukum itu disrtikan secars luas,
makza penegakan hukum Jjogs menjadi togss  pewbentuk undang-
undang, hakin, instansi pewmerintah, aparat ehseku=si  pidana
(Lg981:112). DI samping itu bidangnyva luas sekali tidak hanya
bhersanghut paut dengsn tindaskan-tindshkan terhasdap kedshstan
tetapl  Jugsa wmenjags hkemungkinan skan terjadinva kejshatan
(prevengi), maks banysk badsn vasng terlibat asntara  lain,
pembentuk undang-undang, polisi, kejakssan, pengadilan,
pamongpraja  dan aparstur ehksekusi pidans serts  orang-orang
biasa (lihat, 3cedarto,l981:113y,

Usahs wencegah i1tu adalah bagian dari politik  krimins)
vang marupakan. kebijakan welaluni perundsng-undangsn  dan

badsn resmi, vang bertujnan menegakhan norms sentral dari
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masyarakat. Pads hakekatnys merupshkan bagian integral dari
upaya perlindungsn masvavakst (social defence) dan upays

mencspal kesejahterssn masyarakat | (social welfare) stau

depat dikatakan politik kriminsl bertujuan  “perlindungan
L
wasyvarakat untuk mencapai kesejahtersan masyarakat™ (Barda

Newswi Arief, 1896 : 2).
Keunikan penvelesaian kzsus-hkasus oleh polisi pamong

praia kemunghkinan lebih cenderung diéebut sebagai penegakan

hukum oleh poliszi pamong prajs dﬁlam hal pewmberasntasan

kemakaiatan., Orang boleh =ajs mengajukan argumen, wWalan

4 . .
secars umnm  masyvarakat berdassarkan sosio-hultur menerima
perilakn polisi pamongprais, tetapi harus diperhatikan

i
pensr-benar penilaisn  antara tujuan penegaksn  hukun oleh

polisi dengan berpedomsn pada Tribﬁata dan Caturprasetya.

Tribrazta bersrti tigs pernyataan at%u tiga Jalan

1. Rastramsewskottama, abdli antama nuﬁa dan bangsa

2. Wagarayenotbama, wargs utams nuss dan bangss

3. Yana sanucasanadharns, wajib mehiaga ketertiban pribadi
dan rakyat :

Catur prasetya berarti empat tekad

Satyas Haprsbu @ setis kepada Républik Indonesia

1 :
2 Ginenng pratidina : mengsbdil dén mengagunghkan negara
3. Hanvaken wuasuh ¢ mengenyahkan% musuh negars dasn WASYE
rakat ;
4. Tansatrisnz : ftanps terpiﬁat pads sispapun dalam
mejanlankan kewajiban (Soedarto, 1981
y 117> !

Mengamati pergesevan hukum yang dilaksanakan olen

polisi pamongprais, mendeskripsikan peraturan-peraturan
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daerah serts surat keputussn vesng sda di  Kotamadia Padang
merupaksn sustu perintah, sehinggs secsrs teoril diunghkapkan
dengan kaidsh hukum sebsgsi perintah, walsupun isi kaildah
tukum itu mempengsruhi wilaysh penerapan (J.J.H. Bruggink,
1996 : 88). Beandaminya suatu perintah dijalankan (situasi
penegaksn hukum  itu maskin mendekati padsz snstu perintah
dengan adanys surst tugas yvang ditanda tangani oleh Walikota
untuk tugas penertiban oleh polisi pamong praja). Dengan
demikisn perintah merupskan suatu kaidah perilaku*, vang
sangat benyak memwenuhi unsur-unsur normstif untwk bisa
memssnki wilavah kaidsh hukum, termasuk jugs perintah untuk
melahsaéakan esusrEn  Giskresi, terutams yvang datang dari
penegsk hukum secara luas, di dalamnyvse terdspst polisi
pawmong prejs. Deskresi pada polisi pamongéraja dapsat
dijela=skan secsra sederhans. Menurut Prof.Roeslsn Saleh
sdslal kemunghinan menentukan sendiri keputusan vang diambil
dari beberapa kemunghkinsn sebagsail alternatif (1888 ; 1553,
Deskresi akan menjadi masalsh dslsm  hubungan hemanusiasan,
yaitn bilsmsns &ds perbedsan kekuﬁtan. antars pihak-pihak
_yaﬁg persanghutsn, pada umunnys kesdsan-keadssn seperti itu
melibatksn hubungan sntara pemerintah dan wargse negaranya,
dehinggs masslah deskresi inil lebih khusus diarshkan pada
¥Nerurut 3.9, Bruggink, haidah perilake dimejudkan dalam beberapa spenk aplars lain i
4, Perintah 1 merupakan kewajiban uniuk nelakukzn sesuaty
7, Larangan 3 kewajiban untuk tidak melskukan spsuatu

3. Pesbebasan 3 pesbolehan umtuk pelakukan sesuaty
4, 1zin & pesbolehan uniuk melekukan sesuatu yang SEcara umum dilarang (1ihat:1936;100-10G3),
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tindskan-tindakan penguasa (Roeslan Saleh, 1988 : 1588).
Kalau sudah demikian cars yang ditempuh oleh polisi
pamongpraja terhsdar hukum pidans atan hukum ac;ra pidans,
maks lebih banysk penvelessian dan pemashsman terhsadsap hukan
pidana vang muncul disnalis secars sosiclogis, @' karena
sesiologl hukum skan lebih banvshk memberikan pemahaﬁan dalam
hubungan sntars praktek huokum pidans dan kenyatsaan
masyarakat. Seperti hslnvse perilakn s-susils, sehinggs

timbul kecenderungan untuk mensnganl penyvimpsngsan Secsrs

lebih sistemastis, RKesadasran skan hel itw  menyebsbhkasn pars

-ahli sosioclogi hukum melskuksn stvudi mengensi resksi vang -

fimbul terhadsp penyimpsngan, sebagal bagian integral
penyimpangsn ito sendiri (boerjono Soekamto, 1885 ;  76).
Sebagail contoh, Emile Durkheim dalam teori dus hukam evolusi
pidana (Lihst Emile Durkheim dalsam AAG. Peters, 1988 : 37).
Apabilas sekarang ini vang merupskan hejzhatan-keijahatan
utéma adalah serangan-serangan terhadap ofang—orang, nEwmun
masih ads ruls serangan terhsdap hal-hal kolektif
(kejahatan-keldahatan terhadap keluargs,  terhadap istiadat,
terhadsp negara), Mmkuman-hukuman veng dikenshksn kepada yang
disebut terdahulu secars berangsur-sngsur diperlunak (Emile
Durkheim dslam BAG Peters, 1988 ; 39), tetspi Gunnar MHyrdal
didalam bukunva "The Challenge of World Proverty”
méhgungkapkan bahwa, penegskan hukum pidana ituw dipengaruhi
oleh tradisi otoriter vang telah ada sebelum mess
penieajahen, dengar datangnys Rolonislisme itn malah

diperkuat oleh pemerintahan secars kolonial dan dislihksan
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wepadsa paternalisme. Dalsw sistem vang demikisn ini, rskyat
menjadi terbisss untuk diperintah tetapl Jjugas sedspat
muanghin berusaha uwntuk wmenghindarkan diri, itu SEms,
menvebabkan bahwa kontrol oleh masyarakat terhadap bindsksn-
tindakan pemerintah mejadi  lewsh (Gunnar Hyrdal . dalsam
Sstiivto Rahardio, 1983 ; 49).

Tempabnyva obononl politik magih lebih esar daripada
vang dipunvail oleh hukum. Secara teoritis Lkesdsan ysasng
demikian itu bima didokung oleh pola sibernetik Parson yvang
menvatakan, babws sub-gistem politik wempuanysi energi  yang
lebit bessy daripada hukom, Jika diketshuai, bahwa fungsi
politik untuk menentukan tujuan-tujoan yang dikehendaki oleh
maayvarakat serts  kemudian memobilisasil masyarskst uontuk
nencapainya, maks Dbisa dibayangkan, bahwa daiam situasi
dimans  kesibuban masih berada padas peringhai pewbenshan
batanan politik secara wendassr, otonpmi hubum  wenjadi
dikesampinghkan Satiipto  Rahzardio, 1983 :  40)». Bshasan
pandangan Prol . DR. 8atjipto Rahardjo itu dapat ditambahkan,
hahwa dalam perkembangan  hokuon  modern danh parubabhsan
masyarakat dewasa ini tentang soal hubungan antsra tertib
hukum dan tertib sosisl kian lama kian menjadi  permasalahan
pokok terutama terhadsp akibat-akibat vang dapst ditimbulkan
oleh hukuﬁ terhadsap sikap-sikap dan tingkah laku warga
masyarskst terhadap organisasi dan Lingkungsn hidup manusis,
$erta terhadap ketrsmpilan dan kekussaan.

Pembicaraan tentsang hmbungan timbal balik antars snssir

Lertib hukuam dengan anasir tertib sosial, sering
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dikedepankan olebh pars ahli sosiologi hukum (sosioclogicsl
varigprudence) terwasuk didalamoys alirsn sosiclogil sedarah.
Tanps mengurangi penghargasn Rits  pads alirsn sedjarsh,
masvarakst wodern sehkarasng ini. pandangsan ILebih dicurahkan
vads naselah  pengaruh  timbal balik antara  bukunm dan
perubahan  masyvarakat (lihat: Julivs Stone dalan Sﬁetan&yo,
1976 1.

Henjembatani analisisg tentang penyeleszian  hkhasus-kasus
oleh poligi panengprajs, secara sosiclogis didezkripsikan

melelni pendekatan-pendekatan  fungsional, di  ssmping itu

waknse sursit  keputusan walikota  tersebut  Jugs didekati
bﬁrdamar 21 Fungsi-fungsi dazar prsnata-pranata huhkum,

bagaimans pranata hokow ity (lembzgs polisi Qamongpraja)
penperoleh  tempat vang cocok dalam bagan kerjal keseluruhan
sthrulktar sogial.

Dntuk  dapst berfungsinva suatu atursn  bmkuw, Hoebel

menyinpnlkan  ads expat fungsi dasar, antara lain

1. Menetapksn hubungan antara pavs anggota masyarakat dengan
menuniuikkan  denis-jenis tinghkah laka yang diperkenankan
dan aps puls vang dilarang.

2. Henentulkan pembagian kekoassan dan  menerims siapa-
gispakah vang boleh secars reswmi melshuhkan pa%jaaan serha
giapa-giapakah vang harus mentaatinya dan sekaligus
memilihksn ssnkesi-sanksi vang Lepat dan efektif.

%

3. Menvelesaikan sengkets.

4. Mewelihars Lkemampuan masvsrakat untuk menyesusikan diri
dengsn  kondisi-kondisi kehidapan yang berubsh, dengan
cars meramaghan hrmb 11 hubungan-hubungsn sntara para
anggota masvarsaks itn (Hoebel dalam Diaradin Sarsasgih,
1976 @ 13,

Parsons Jjuga mengungkepkan antars  tertib  hukum  dan
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tertib s=osial vyesng fungsional. Dengan wmemsandang hakum
sebagail suaty mekaniswme kontrol sosial yang bersifat
integratif. Inil berarti unink mengurungil unsur-unsur konflik
potensisl vang ada di masyarakst dan wmelicinkan proses
pergsnlan  sosial. Untuk dapat terintegrasi dengan ‘baik,
suatu sistem siuran dan lembaga-lembags khusus vang

. menyelenggarahan, wmenurut Parsons sda empat massalah  yang

harus diselesaikan terlebih dshulu yaitu

1. Messsalsh legitima=i (yang menjsdi landsssan untuk mantastil
aturand.

1

2. Masalazh interpretasi (yang akan menyangkut sosl penetapan
hak dan kewsjiban subyek, melalui proses penerapan
sturan-sturan tertentul.

3. Mmsslsh sanksi (vang renegashan ssnksi-sanksil spakah yang
skan timbul spabila ads pentsatsn dan sanksi spa puls
ysng akan terjsdi apsbils ads peningkatan) terhadsap
sturan serta seksligus menegsskan sispsksah yang akan
menerapkan sanksi itu, dan

4. Mzasalsh yuridiksi (yang menetapkan garis-garis kewenangan
veng kuass) menegskhkan norma-norma kukum dsn  menyebutkan
mecam-mAacan perbustan, orang-orang, peranan-peranan, dan
golongsn spa vang hendsk distur oleh peranghat-perangkst
norms hukum itu (Parsons dalam Diaradin Sarsgih,1976;1).

Keunikan penvelessisn kasus oleh polisi pamongprala
dengan cara lain dari ketentuan formil hukum pidana tanpa
memperhstikan gnsur-unsur pidans, membaws  kits kepads
kemiripsn penyelessian kssus di dalam hukum perdatsa yang
lazim dengan penyelessian sengheta dalam bentuk lain

{Alternative Pispute Resolution) atau pendekatan

penyvelessian dilusy hukum oleh Mare Galanter disebut sebagai

Justice in many room. Penegakan hukum penuh  dengan nuansa

sosiologis olen Jerome H. Skolnick dimebut sebsgai Justice
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Without Trial.

Biiamana hal tersebut tetap dipertahankan oleh polisi
pamongpraija, perlulsh diingat kembali pandangan Parsons
tentang untuk berfungsinya aturan hukum, harusiah
diselesaikan terlebih dshulu empat masalah pokok. Hal ini
bertujuan agar segl lsin dari hukum pidana tidak terlalm
jauh penyimpsngannyva dari aturan-aturan hukum vang diterima
masyarakat secara luas, walaupun ada pendapat para sarjaﬁa
seperti Mare Ancel mengganti hukum pidana dengan sesuata
vang lain, berbentuk hukum tindakan.

Melihat kenyvstssn vang ads dalsm masyarshkat dewasa ini,
pembentukan undang-undang tidsk 1lagi mengikuti :saja
‘ mel&inkan jugsa memelopori perubahan-perubahan itu. (Roeslan
Sgleh, 1984 l; 42%Y. Di hkotmmadis Padang dengsn surst
keputusan walikotz dibangun dan didiriksn suatu  lembaga
(polisi pamongpraia) dengan tugss dan wewenang ysng harus
dijslankan. Pelakssnaan secars empiris ﬁamong praja berbeksl
surat keputussn tersebut membuat sustu kehidupan perilakuo
sistem peradilan pidana vang lain daripada kehidupan sistem
peradilan pidsnse selama ini, bsahssan dengan dinamika
perilakn vang diarahkan ke sassran yang lain.

Dengan demikisn peraturan-persturan daersh termasuk di
dalsm Surast Keputusan Kepala Wilayah adslah merupakan salat
nntiuk melszknkan kebijsksanssn pemerintazh atan pengusss. Lois
L.Fuller melihat saturan hukum itu sebsgai usaha wmencapal
tujuan tertentu (purposefull enterprise). Keberhasilan ussaha

tersebut tergantung pada energl, WaWwasan (inright),
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ihbelagenﬂia dan hkejujuran (econcientiouspess) dari merelsa
yang‘ mendalankan (Leois.L.Fuller dalanm Batiipteo Rahsrdio,
1986 [ 78). Fuller juga wmenambahkan ads delspan nilai yang
ﬁarus diwnjudkan oleh sustn sturan hukum  dengan sebﬁtan

"delapan prinsip legalitas”, antara lain :

1. Harus ada peraturan terlebifb dalmle, hsl ini berarti
tidak sda tempst bagli keputusan-keputusian secarsza  ad-hoe
atau tindakan~tindakan vang hersgifst arbitrer,

Ny

Peraturen-persitursan itu harus diowuamban.
3. Persturan-peraturan itu tidak boleh berlaku soruat.

4. Perumasan persturzn-peratursn  itu harus jelas dan
terperinei, ia harus dapat dinengerti oleh rakyat.

%, Huhkum tidak wemints dijzlanksnnva hal-hal  vang tidsahk
murggikin.

fe2]

pertentangan sshy sama lsin.

7., Peratoran-persturan harus  tetap, tidak boleh gering
divbah~ubah.

$. Harum terdspst kesesuaisn antaras tindakan-tindshkan pasra
pejabat  hukum  dengan peraturan-peraturan  vang telah
dibust (Faller dalaw Satjipto Rahardjo, 1888  78).

-

.

5. Faktor-fakbor Pendorong dan Faktor-faktor Penghanbal
Hubungan Koordinasi Fungsioual Antara Polisi  Pamongprala

Dengan Polisi dalam Helaksanakan Upaya Paksa
Dari hasil peselitisn, baih melalui hessil wawancars
maupun melslui hasil pengamatasn terhadap tubungsn koordinasi

anatar polisi dsn polimil pamong  praja, terutamsa  dalam
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melashsanaksn vwpsys proses terhadsp pelesku-pelsku s-susila di

RKotzmadis Padang, terdapat beberapa falkior, baik vang

menghambat msupun vang mendorong terlskssnakannys hubungan

koordinssi.

1. faktor-Ffaktor penghambat

Ada beberapa faktor vang menghambat untuk

diasdakannys hoordinasi dengsn polisi, berdasarkan

wawasncars dan pengamatan terunghkap

b.

Menurut polisi pamongpraja, diadsksn koordinasi dengan
polisi, sering tidashk mewbsws hasil stsu lain perkstsan
pada =sasnt disdakan penggrebekan, diberitshukan kepada
pihak kepolisian bahwsssnys polisi pamong praja mau
operasi, sesampai ditempat kejadian pelaku sudsh kabur
(tidak ads  ditempst), kecuéli operasi gabungan
melibatkaﬁ ansur-unsur terkait, seperti KODIN,

Repolisian, Depsos.

Fekhtor bisyvz, wmenunrut polisi psmongprajs, bllamans
disdakan koordinesi dengan pihak kepoliziasn, maks
seinruh blave operssi ditanggung.oleh polisi pamong
praja, sementara itu mereks (polisi pamongprajs) vyang
mendepst usng lelsh hanvs yvang tercantnm dalam  surat
tugas pads waktu operasi itu dilaksanakan.

Berdassrkan pengamatan, ads faktor yang sangat intern
dalam tubuh lembagsa, vakni srogan antar lembaga untuk
mengadsakan koordinassi, hkarena Reberhasilan tugss vVvang
dilakssnakan oleh instansi  tidak tergantung pada

instansi lain, seperti halnys posisi polisi  pamong
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prajs dengan posisi polisi, sehinggs melupakan posisi

serta aturan hulkum scara,

Menurat  polisi, faktor sltawms yang wmennghambat uantuk
diadakannya koordinasi adalah perbedaan ingtansi
penegal  hokum, dimans dslam leuwbsgs polisgi  pasmong
praja  tersebult hanye terdapst dus orang penyiaik dan
tadang  kals dari pasntausn polisil di lapasngsn, pada
saat polisi pamongpraia  mengadakan  opevasi tidak
membawa atsw mengilkutsertaksn penvidik, hanys  petugas
pamongprajsa vang bertugss sebagal patroll dan di dalam
Kitab Ungdang-undang  Hukuw Acara Pidana (KUHAPE
penvidikan pegaval regeri gipill vang harus mengadakan
hubungan toordinasi dan pengawasan  dibawah  penyidik

Folri,

Menurut pandsngsn  cdan tanggepan dari polisi Polri,
gampsai  sasab inl beluw satu kasuspun di laporksn oleh
polizi pamongpraia kepada polisi terhadsap tugas-tugss
vang dilaksanakan oleh polisi pswong praja tentang

penberantsasan kewskeisban, padebal polisi pernah

metbuat  suralb  tegaran secars resmi kepada Walilkots

maupun  Waks Sat-Pol PamongPraja, tentang *htugsass vang
mereka laksanakan Karens hasil penjaringan vang
dilakukan terdspst jduga vnsur-unsur pidana hkesusilaan,
tetspi tidak ada jawaban dari ¥Walikots wmsupun  Waka
Sal-Pol Pamongprais wntuk merealisasiksn surat teguran

tersebhmut .

2. ¥Yaktor-faktor pendorong

Dalam melaksanaskan upays pakss, polisgi  pamongprsjs

seharusnya menpunyai hubungan koordinssi dengan polisi

Polri, barens ads beberaps faktor pendorong untuk
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dilaksnakannya hubungan koordinasi fung=ional itu, antara

ltain

.

Faktor vyuridis, adanyé ketentuan fungsionsl yang
mengatur tentang hubungan koordinasi dan pelaksanasan
penyidikan oleh penyidik pegswal negeri gipil di bawzh
konrdinasi dan pengawasan polisi Polri {Pa=sgl 7 ayat
(7Y RUHAP)} serta untuk kepentingsn penyidikan, polisil
memhgrikan petuniunk kepads penyidik pegswai negeri
sipil  (Pasal 107 ayat (1) KUHAPY. Dalsm hal di  duga,
peristiwa  tersebut merupakan tindak pidans, penyidik
pedawsl pegeri  sipil melsporkan  hal 1t kepada
penvidik Polri {Pasal 107 avat (Z)). Begitu juga dalam
hasl penghentian penyidikan, pemberitahuan tentang hal
it disawnpalkan  kepada penvidik Polri dan  pernuntut
amm {Pasael 109 ayat (39 KUHAP Y.

Vaktor soziologis dalam wmelaksanakan tugas dilapangan
para penegak hakuw, bzik polisi Folri maupun penyidik
pegavai negeri  sipll menenukan  Suasana yang lain,

tidak seperti  sasunsn hurual-loral yang ditentukan

cdalaw snaty  undsng-undang  atsn peraturan mersia
menemnken susssna vang membashayvahan jiwvwanya, aehingga
kelkerasan gering Lerjasdl pads sast upaya pakss
dilabkosnakarn. Prof DR, Satiiplo RKohardio menyebut

mereka dengan penegak hukomn jalansn. Beandainys polisi
pamohgpraja  merass enggan anbuk Lerkoordinasi dengan
polisi, swudah sepnsnbasnyalah diketahui oleh polisi
pamongprads  bahwa  yang berhask menjaga keamanan dan
ketertiban wasyvarakat ini adalah polisi bukan personil
ABRI  selain polisi, tugas utamanya  adalah menjaga
keamanan dan kedaulatan negara. Yang bilse menberantas
dan mencegah melussnya penvakit masyaraskabt inl adalah
poiigi, hal ini disebabkan karena meraeks memsng

penpunyail bugas untuk ditu.
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C. Faktor keselamstan Jiwa pribadi, setiap tindakan
#enegahan fakum  mewmpunysi resiko yvang  tidsk  kecil.
Fada saat berhadapan dengsn pelako-pelaku kejahatan,
selalu  teriadi honfrontasi mental bahkan hkonfrontssi
pisik. Untuk hal dini dibutuhkan pengamanan Jiwa
pribadi seperti  halnya polisi dilengkapi dengan
senjats, borgol, dan lain~lain, serta kemamppén bels
diri. Lebib lagi untuk polisi pawong prajs  dslanm
melaksanakan upaya paksa skan teriadi  efek samnping

(wide effect) yang antars lain terisdinvs sentimen

pribadi, menjuras kepada unsuar dendam harens
menperuslukan sipelako dengan memanggil pihak

keluargs, istri stan susmi serta ninik mamak ke kantor
polisi peamong praja. Kekustan hukum  yang bagaimana
vang harus dipertabankan oleh polisi pawmong praia,

selain kekuatan yang sda pads polisi Polri,

Decars sosiologis faktor penghambat dan faktor
pendorong dapat dianalisis. Terlespas dari faktor penghambat
dan Faktor pendorong untuk diadskannya hubungan koordinssi.
Huokum tidak thanys harus diasrtiksn  sebsgsil sustu  fungsi
sogial melsinkan jugs sebagai suatu struktur vang memiliki
ciri-oeiri  dostitusionslnya  sendiri, vang menenbuksn  ocara
bekerdanyva. Heskipun wunghkin sda suatu kebutuhan sosial bagi
hukum  untok wemainkan fungesi-fungsi sosisl penting, nawman
kebntuhan ity  sendiri tidak menghseilkan caras-cara untuk
memenubinya. Lagi puls fungsi yvang serupa dapat dijalankan
dengan berbagai cara oleh zisten hukum‘ vang seringhkali
karens alasan-alasan historis yang kebetulzn semata-mata,
memiliki organisasi internal dan kebudayasn berbeda dan oleh

karenas ituw  kehidupan  hakum yang dihssilkan akan  sangsat
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berbeds maun tidek maun kita harus berpaling kepads sosiologi

[

hukum di bawah pandangan Max Webex.

Terbentnknya  hubkuwm bsru menurut Hax  Weber tferdapat
dengan dus c¢ars : mercks mancul secara berlahap ataun mereks
dapat dicliptaksn secara sengaja (Weber dalam AAG. ‘Peters,
1983 7 365, Fengaruh terbentuknya hulkum barun menﬁrut Hax

Weber bekeris dengan Ltigs cars

1. Sanksi vang diberikan oleh kekuassanlah vyang pada
akthirnya  wmenentukan  hkemawpuan sosial dasri aturan
Fukum. Keknasasn sering merupakan Faktor penentu dalam
penbentukan hakam,

2. Repentingsn-kepentingsn sadministratif dari  pengoasa
selalu merupakan  suatu  pengaruh hesar terhadap
pembentukan hukum.

Faktor kondisionsl penting dari  kekuassan politik
dalam bentuk bLertentu, selalu mengarabkan pesmbentukan
halar  kearah tertento (lihat AAG Peters, 18988 ;5  3B6-
3B87). ) )

«

Kalan seandsinve dalam Faktor-fakbor penghawbat, polisi
pamongpraja mempunyail pendirian watuk menegskkan  kebiasaan
‘yvang ada di Sumsters Barast {(dalam hal ini sosio-kultur vang
berpendivian  bshwa perbusatan a-susila  wmerupakan perbustan
yang mempermaluokan  asdabt-istladat) wmaks  Weber menuniukian

)
kontras antsrs hokuwm densgan kebiasssn.  Kebissaan  berbeda
dari hukum karens, (a) tidak =da pergyarstan normatif untuk

mentsati tipe aktivitas ity dan (b) tidak ada alal untuk

menegskkannva. (Weber dalaw AAG Peters, 1888 | 387%). Begiin

1.4




pula aﬁtara hukum desn ketertiban, Weber meninjau dari su&ut
pandang vuridis dasn sudut pandang sosiclogis. Dari  sudut
pandsng vyuridis menekankan segi prosedur, sudut pandang
soziologlis meneksnkan padsa hasil yang dicapai.

Terhsdap pelaksanssnnys Jerome H. Shkolmick dalam
bukunyas Justice Without Trial, bahwes dalsm ranghka bekerjanys
tmkum dslsm wmesyarakat, tidak hanyva wmerupskan alat dsari
ketertiban (order) tetspi keraphksli bertentangan dengan
ketertiban itu. Menerims sajs unghkapan hukum dan  ketertiban
adzlah wenvessthksn (Ronny H. Scemitro, 1884 @ B88; Satjipto
Rahardio, 1986 : 72). Law is not merely an instrument of
order but may frequently be its adversary, demikian unghkapan
Jerome H. Skolmick dalam Law and Order : The Source of the

Dilemma (1986:7).
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari ursisn dsn ha=sil fLemuan penelitian, dapat ditarik

kesimpulsn vang sntara lain

&. Bra pembsngunan hukum di Indonesis, dituvanghkan dslam
pembangunan Jenghs panjsng vang mampu mengsatur tugsas umun
pemerintahan di bidang hukum sertz ditunjsesng oleh =apsrst
hukum vyang Wersih, berwibawa, penuh pengsbdian dan
mempunyval keadilsan, tidak personsal, independen,
mernamnpilkan  bentuk formsl dari  hukum, rasional dan
menpunyai birokrazi. Setisp penegahsn hmhkum tidsk biss
terlepas dari hak =ssssi manusia, serta penegahkan hukum
itn sering diiringi oleh unsuy kekerssan dan  sering
dipergunskean ocleh sparat penegsk hukum terdepan, sepertil

polisi dan apsrat penegsk hukum lsinnvsa.

. Di Indonesia diskui secars vuridis, bahws badan penegak
hokum itn  dus  lembags, polisi sebagai penyidik  dan
penvidik pegawai negeri sipil (Pasal B ayat (1) EKUHAP),
tetspi dalam melaksanakan khewenangannys mempunvai
permasslahannya tersendiri serta mempunyal fenomena~
fenomens vang perlu diamati, terutsmz dslsm melaksanakan
npays paksa  sebsgsl bagian dari unsur penegakan hukum
oleh lembasgs selsin polisi yang ditunjuk oleh undang-
undang untul meniadi penvidik, karena ads beberapa rambu-
rambu vang harus mereka patuhi dan tazti ysng sntara lain
standar kerja profesionsl dan etika kerja profesionsl
(Professional standars and professional ethics), serta
diharuskan adanya hubungsn koordinasi fungsional dengan

polisi paudas sast melshksanshan kewenangannys dalam
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melakuokan penegakan (Pasal 7 ayat (2) KUHAPS.

Tes%g ini berusahs memberikan gambaran secsra sosliologils
tentﬁng dua lembaga penegskasn hukuw (Polisi dan Penyidik
Pegawai Hegeri Bipil). Penyidik pegawzi negeri sipil
delam penelitian ini sdslsh Poliai pawmongprejs. 3Studi
hasus di  fokushan ke dserah Kotamedia Padsng,” hkarens
polisi pamongpraja telah melakukan upaya paksa‘-terhadap
segrla bentuk perbustan sz-susila (kRemaksistan). Gawmbaran
sosiologia tersebut mencakup kharakteristik pelaksansan
penegakan  hukum oleh polisi pamongpraja, proses yuridis
penvelesaian kasug-kssus oleh poligi pamongpralis,
pengetshuan penvidikan di lapangan yang dikuvassil  oleh
polisi pamongpraja, Ffaktor-faktor pendorong dan faktor-
faktor penghambat untuk diadskannya hubungsn hoordinasi
dengan polisi, serta memberikan gambaran bagaimana
pandangan wmasyarakat terhadap perilshua penegaksn huokum

vang dilaksanskan oleh polisi pamongprajs.

Eharakteristik vang sangeat menorniol dari polisi pamong-

prajas adalash menertibkan setisp pelanggaran peraturan

daersh dan persturan-persturan yang berlakn di daersh. Di
dalsm prakiek penegakan hukum wempunysai clri-ciri dan
kharakter zebagal beriknt -

1. Laporan stau pengaduan, dilsporkan oleh orang-orang

tertentu.

Z. Pelahksensan uwpays paksa di dorong oleh khekustan sosio-
o .
kultur masyvarakat MInang Kaban,
3. membedakan tempat penggerebehkan {(razia} sntearsa

kelompok hotel berbintang dengan kelompok hotel melati
4. Tidak membedshksn santara Kasus pelanggaran dengsan
kejahatan.

Penyelesaian kasus berdassrksn surst perjandian  yang

&n

dibuat di kantor sat-pol pamongprajs.
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Polisi psmongpraja melskukan upays pakss selama  April
1998 sampsi dengsn Juni 1997 telash menjaring sebanyak 208
orang vsng terdiri dari 65 orang WIS dan 143 orang
terdiri pasangan muds-mudi, pazsangan perselingkunhsan. Cara
penyelessaian kasus oleh polisl pamongprajs antara lain
WTE .dikirim ke panti rehabilitasi sedenghan pasangarn
muda-mudl dan perselingkuhnan dipanggill pihsak ke;ﬁafganya
sebelum dibust surst perjanjian. Alassn penyelesslan
kasus tersebut oleh polisi pamongpraja sadslah untuk
pemblnaan dan kenyataannyas sering menjadi tempat

perjodohan.

Penyvelesaian kasus-kasus oleh polisi pamongrralis dalam
kenystsannya memperlihathan sadanya beberspsa indiksesi
penyimpangsan yang sntars lain

1. Melsksasnskan upsays paksa tanpa surat perintah, hanys
memaksi atribut dan pakaian dinss  lengksp polisi
pamongdprals. )

2. mempunysi kecenderungan melakvksn hubungsn koordinasi
dengan pihak ABRI selain polisi.

3. Polisi pamongprajs tidsk membedaksn antars kagus
pidana dengsn kasus pelanggsaran.

4. Membust terobossn baru dslsm penyelessian kaszus,
melzliui pendeksatsn kemasyarakstan tanpa melslul sistenm
peradilan pidansz, tetapil beium- bise dikategoriksan
sebagai penvelessian sangketa dalam  bentuk lain
(Alternative Dispute Resolution).

5. Tidask sds penjelassn resmi secars yuridis tentang
pengertian tindshan penertiban dan batas-batas
kewenangan bertindak serts kurang menghargai hak asasi

manusiz.

Tidak adsnva teknik den taktik penyidikan seperti vang
dilakssnahkan oleh polisi, padsa dasarnys polisi
" pamongprsis  hanyvs dibekzli pengetahuan dassr kepolisian

‘dan  hukum pidsns tanpa dilengkspi pengetahuan tentang
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fr.

proées penvidikan.

Adaﬁya fahtor pendorong dan fakitor penghambat uantuk

diadakannva hubungan koordinasi antara polisi dengan

polisi pamongprsjs, sntars lain

Faktor pendorong antsra lain

1. Fahktor vyuridisg seperti yang terdapszt dalsm Kitab Un
dang-Undang Hukum Acars Pidans (KUHAP Y.

2. Faktor sosiologis untuk keselamztan Jiws | pribedi
polisi pamongprajs Lterhadap serangan adanya unsur-
nnsur kekerazsan dan bilamans timbulnys perlawanan dari
#i pelaku pads =zasat itn atan dikemndian hari.

Faktor penghambat antars iain

1. Menurut pandsngan polisil pamongeprads, bilas disdsahan
hubungan hoordinasi dengan polisi, sering tidsk
mewmbawa hasil ataw si pelaku tidak lagi berada di

tempat hkheijsdian,

2. Faktor biavs.

3. Mernurut pandsngsn polisi, faktor penghambat adalah
rerbedasn instansi serta berdasarkan pengamnstan
polisi, pada wakitv polisi pawmongprsis melakokan

penertiban  Jarang mengikut sertsksn penyidik pegawail
negeri sipil, =edangkan secara yuridis untuk diadakan
mabungsn koordinasi dengan polisi adalah penyidik
regawal negeri sipil.

4. Faktor vang sangat mengfhawmbalt adalsh faktor s&arogan

sntar lembags.

Pandangsn mssyvsrskset terhadap perilsku yang ditampilkan
oleh polisi pamongprals, terdapsat bermacani-nacam
pandangan. Dari Pemuks Masyarakat (Tunghu Tigo Sajarsng)
memberi dorongan untuk dilakssnakannya pemberantasan
kemahaistan, hkarens bertentangan dengan spesio-kultur
Sumsters Barst. Tetapi dari kalangan Prsktisi Hukum tidak
menyetujul dari sisi pelaksanaan  tugas pamong prajs
karena dinilai tidak etis dan tidak welsluil prosedur

yuridis.




£n

‘Saran

Dalasm rangks pengembangsn dan pembangunan hukum nasionsal,
bzik tentang sfuran-aturan vang berlsku di derah maupun
vang berlasku menurut skals nssional, sebaiknya dengan
tegss membuat aturan pelaksansannya dan mencantunkan
standar heris profesionsl yveng diingini oleh ztnren  1tu
ataiz standar vang sesusal dengan NOrma-norms den nilai-
nilai vang dighui dalsm mesyarakst. Pad=a waktiuo
melaksanakan penegaksn hukum terlebih dshuln mempelsjari
teori-teori ‘tmkum yang asds baik dalam konteks normatif

maupun sosiologis.

Penegakan rhukum veang dilakssnaksn dalam bentuk apapun
naruslash berssndarkan dasn melindungi harkst dan martabat

manusis tanps membedskan tempat wakitu dan keadaan.

Penegakan hukum vang dilskukan oleh polisi pamongpraja di
kotamadia Padang, sebsiknya memberikan penjelasan tentang
pengertian tindakan pernertiban dan mempelajari kembali

batas-batss hewensngannys, untuk mencegah Jjangan terjadi

Ctumpsng tindih kewenangsan dengsn polisi, serta

mempelajari kembali keinginan pembust undang-undang
nasional mencantumkan dslam sslsh satu pasal aturannya

antuk disdsksn hubungan koordinasi.

Sebaiknys penegakan hukum vang dilakukan oleh polisi
pemongprals dengan melakukan upaysa pakss untuk
pemberantasan kewaksistan di Kotamsdis Padang,di samping
digdakannys hoordinssi memasvkkan polisi he dalam

kegistan polisi pamongprals, bukan sekedar pemberitzhuan

 kepsda polisi.

Kepads Pembust kebijsaksn di Kotsmadiz Padang, perlu
memikirkan dan menciptskan perlindungan hukum terhadsp

polisi pawmongprajs vyang melzhasnaksn penegakan hukuom,
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karena penegashkan hukom itu penuh dengsn nuansa-nuasnss
sosiologis, geperti timbulnys uansur-unsur hekersssan,
Memperbaikl Lata cars penvelessian kasus oleh poligi
pamongprajs, karens penyelessisn kasus-kasus  tersebut
mengaran kepads penyimpangsn prosedur-prosedur di  dalam
RUHAP dan KUHP, terutama terhadap kssus vyang bermotif
tindak pidana kesusilasn. Selsnjuinys jugs perlu. dibuat
Jalan pewmecshan untuk mengursngil faktor-faktor penghswmbst

diadakan'hubungan koordinssi.
Sumbangan Pikiran Teoritis

Menurut hemat penulis
Keberhzsilan rpenegakasn hukum sistem persdilan pidans
ditentukan oleh keterampilan dan latar bhelskang
pendidikan sgeorsng penyidik serts lewbags khusus untuk
itu, bilamsna dilakssnsksn oleh lembsgs stan penyidik
vang tidskh wmewmpunval ketersmpilasn dsn lstar belakang
sebagdail penvidik, pelaksanaannysa skan menimbulkan
penyvimpangan-penvimpangan proses dan proseduar hukum scars

pidsansa.

Mengustnys sektor kehidupan masyarskat modern di  satu
pihak menvebabkan melemshnva sektor kehidupan masyarsakat

adast di lzin pihszhk.

Rerjzssmse vang bsik antsra pelisil pamongpreajs  dengsan
poliai akan berhasil dengan mengurangi kedauvlatan
hewewensngan mesing-mesing lembags terhadsp pelskssnasn

upsvs pakss dalam penegakan hukuam.
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